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KATA PENGANTAR

egala puji bagi Allah swt yang telah menciptakan kematian

dan kehidupan. Salawat beriring salam semoga senantiasa

Allah curahkan kepada RasulNya Nabi Muhammad saw beserta
keluarga dan sahabatnya sekalian.

Terpanggil hati penulis untuk mendekatkan umat Islam, khususnya
yang tinggal di Aceh, kepada hukum jinayat atau pidana Islam, terlebih
pada hadis-hadis jinayat itu sendiri.

Harapan penulis, buku ini dapat menjadi guide (pembimbing) kearah
pengetahuan dan pengenalan lebih dalam berkaitan dengan hukum-
hukum jinayat beserta hadis-hadis yang menyangkut dengan jinayat.
Karena di dalam kehidupan masyarakat muslim termasuk di Aceh yang
telah diberlakukan syari’at Islam, masih banyak yang belum memahami
dengan baik tentang hukum-hukum jinayat dan hadis-hadis tentang
jinayat tersebut. Dengan adanya buku ini semoga bertambah luas wawasan
dan keilmuan umat tentang hukum jinayat dan hadis-hadis jinayat.
Hal ini menjadi penting mengingat apa yang Allah swt firmankan di
dalam Alquran surat al-Isra‘ [17] ayat 15 yang artinya: “Barangsiapa
yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat
itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka
sesungguhnya dia tersesat (rugi) bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab
sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita, dibuat hanyalah
untuk tindakan-tindakan (handelingen) yang oleh undang-undang dengan
tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dalam azas hukum pidana
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materil disebutkan nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali
(suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului
oleh ancaman hukuman dalam undang-undang).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Zulfikar, MA,
Amiruddin Yahya, MA, dan Yasir Amri, MA yang telah mengedit tulisan
ini sehingga menjadi buku seperti ini.

Terima kasih kepada Dra. Neneng Fifi Indriany, Althaf Revi Kanitra,
Qad Jaffal Qalam dan Tsabit Qalbi Taghafar, istri dan anak-anak penulis
yang telah banyak memberikan kontribusi waktu dan semangat. Kepada
Suratman, S.HI, Saukani, SB Adi Iryan Susanto, S.Pd, Surya Darma, MA,
Habibi, Rahmad Dhani, kesemuanya adalah santri yang penulis didik
untuk dapat meneruskan kemampuan ilmu Musthalahul Hadits dan
Hadits, semoga dengan bertambahnya buku yang penulis buat ini dapat
menambah semangat dan kreatifitas dalam menggali Hadits dan ‘Ulum
al-Hadits.

Berbagai saran dan koreksi yang membangun atas buku ini sangat
penulis harapkan, jika ada sisi kurang dari buku ini mohon dimaafkan,
teriring do’a; “Jazakumullah khairan katsiran”.

Alhamdulillahi rabbil’alamin
Wallahu ‘alam bishawwab.

Langsa, Desember 2015
Penulis

Dr. H. Zulkarnain, MA
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

ebelum memperkenalkan secara tafshili (terperinci) tentang
hadis-hadis jinayah sebagai upaya pribumisasi hukum pidana
Islam di tanah Aceh, perlu terlebih dahulu dipahami Hukum
Pidana Umum, baik secara materiil maupun secara formil. Dengan demikian,
diharapkan pengetahuan masyarakat muslim, lebih khusus yang ada di
Aceh tempat diterapkannya syari’at Islam berdasarkan qanun-ganun yang
telah ada maupun yang akan diadakan, dapat dipahami dengan baik.

Dengan demikian tulisan ini akan diawali dengan menjelaskan terlebih
dahulu apa itu hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil adalah
hukum pidana yang menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana (yakni
peristiwa-peristiwa yang dikenai hukum) beserta hukumannya.! Yang
dikenai hukuman menurut hukum Negeri Belanda, tempat dimana Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, dibuat hanyalah untuk
tindakan-tindakan (handelingen) yang oleh undang-undang dengan tegas
dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dalam azas hukum pidana materiil
disebutkan nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali (suatu
tindakan hanya dapat dikenai hukuman, jika tindakan itu didahului oleh
ancaman hukuman dalam undang-undang).

1 L.J. Van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie Vanhet Nederlandse Recht, terj. Oetarid
Sadino, dalam Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2000), h. 324.

1
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Meskipun azas itu baru masuk dalam undang-undang pada akhir
abad ke-18, tetapi manfaatnya sangat besar untuk mencegah dan mengeliminir
agar tidak terjadi ketidaksewenangan atau kezaliman hukum terhadap
seseorang yang melanggar hukum menurut penafsiran hakim. Karena
sebelum diterapkan azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali,
di dalam perundang-undangan, hakim dapat menjatuhkan hukuman
atas peristiwa yang oleh undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan
dapat dikenai hukuman atau yang lebih dikenal dengan sebutan delik-
delik arbitrair, yaitu peristiwa-peristiwa yang dijatuhi hukuman pidana
oleh hakim menurut pandangannya sendiri. Azas nullum delictum, nulla
poena sine praevia lege poenali merupakan azas pasal 1 Kitab undang-
Undang Hukum Pidana, yang menurut Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn
adalah berasal dari ajaran Montesquieu berkaitan dengan pemisahan
kekuasaan, dimana tugas hakim hanya terbatas sampai menjalankan
undang-undang. Ajaran Montesquieu tersebut pada dasarnya bersumber
dari teori-teori hukuman dari seorang kriminalis besar Anselm Von Feurbach
(1775-1833). Inti dari teori Anselm ini adalah bertumpu pada upaya memberi
rasa takut yang timbul dari ancaman hukuman.? Azas nullum delictum,
nulla poena sine praevia lege poenali dipandang sangat penting sebagai
sebuah jaminan bagi keamanan hukum masyarakat dalam rangka melindungi
setiap orang terhadap berbagai perbuatan sewenang-wenang dari pihak
hakim dan atau pihak manapun. Sebagai suatu contoh di Aceh, dimana
syari’at Islam telah diterapkan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan
jinayah (pidana) belum diterapkan qganunnya, maka yang terjadi adalah
ketidakadilan hukum. Di Aceh yang telah berlaku syari’at Islam, tetapi
qanun jinayahnya belum diterapkan, orang yang melakukan tindak
pidana atau jinayah perzinahan tidak bisa dihukum, sehingga elemen
masyarakat di Aceh masing-masing menghukum pelaku tindak jinayah
perzinahan menurut selera mereka masing-masing, ada yang dihukum
dengan disiram dengan air parit, ada yang dihukum dengan diarak beramai-
ramai keliling gampong (desa), ada yang direndam di dalam kolam, dan

2 Oetarid Sadino, Terj. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT. Pradaya Paramita,
2000), h. 325.
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lebih ironisnya lagi ada pelaku tindak jinayah perzinahan yang dihukum
hanya dengan dinikahkan. Pada sisi yang lain, tindakan khalwat (bersunyi-
sunyi berdua dengan yang bukan mahram), dihukum dengan hukuman
cambuk sesuai dengan aturan ganun tentang khalwat (mesum) Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2003 yang telah ada. Dengan demikian, terlihat
jelas ketidakadilan hukum dimana pelaku tindak jinayah perzinahan
yang lebih berat dari khalwat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan,
bahkan lebih meng-"enak”-kan lagi yaitu dinikahkan, sedang pelaku
khalwat yang hanya berdua-duaan saja dihukum dengan hukuman cambuk.
Melihat realitas seperti itu, membuat penerapan syari’at Islam di Aceh
tidak kaffah dan tidak mencerahkan, ibarat perahu retak yang siap tenggelam,
karena salah satu syarat esensi hukum, yaitu keadilan tidak atau belum
diterapkan di dalamnya, karena qanun jinayah sampai tulisan ini dibuat
belum kunjung diterapkan di Aceh yang telah menerapkan qanun syari’at
untuk beberapa persoalan yang lain diluar tindak jinayah.

Dengan adanya azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
poenali sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman atas kekuatan
hukum kebiasaan. Ia juga menutup berbagai kemungkinan pemakaian
undang-undang secara analogi, sepanjang mengenai persoalan dapatkah
sesuatu peristiwa dikenai hukuman. Dengan kata lain, hakim atau siapapun
tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak
dengan tegas disebut dan diuraikan dalam undang-undang, ganun dan
yang sejenis dengannya.

Hal lain yang penting diketahui adalah unsur-unsur peristiwa pidana.
Peristiwa pidana memiliki dua sisi, yaitu sisi obyektif dan sisi subyektif.
Sisi obyektif berkenaan dengan pelaku dari peristiwa pidana. Dari sisi
obyektif, peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat)
yang bertentangan dengan hukum positif, dengan kata lain, bersifat
tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan
ancaman hukuman yang jelas terdapat di dalam undang-undang atau
ganun. Menurut L.J. Van Apeldoorn pakar hukum pidana berkebangsaan
Belanda sebagaimana yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino di dalam
bukunya, Pengantar Ilmu Hukum, unsur yang paling mendasar bagi
peristiwa pidana dilihat dari sisi obyektif adalah sifat tanpa hak (onrecht
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matigheid), yakni sifat melanggar hukum. Di mana jika tidak terdapat
unsur tanpa hak, maka tidak ada peristiwa pidana.?

Di dalam hukum pidana materiil, sesuatu tindakan yang pada umumnya
dilarang oleh hukum, karena bersifat tanpa hak, di dalam hal yang konkrit
(realitas praksis)boleh juga hilang sifatnya tanpa hak itu, yang sedemikian
itu dapat terjadi bilamana di samping peraturan umum yang menyatakan
bahwa sesuatu tindakan adalah terlarang, ada terdapat peraturan hukum
yang lain, yang meniadakan larangan tersebut dengan syarat-syarat
tertentu, dan syarat-syarat itu benar-benar ada. Hal demikian itu tidak
dapat dihukum, misalnya mereka yang melakukan perbuatan untuk
menjalankan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal
42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti eksekutor regu tembak
dalam menjalankan eksekusi mati terhadap pelaku tindak pidana yang
telah divonis mati oleh pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam
Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh lain, dalam masalah ini adalah
“perintah jabatan” (ambtelijk bevel), dimana sesuatu tindakan menjadi
tidak tanpa hak, jika tindakan itu dilakukan dalam menjalankan perintah-
perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang sah (pasal 43 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1), atau juga perintah jabatan yang
diberikan secara tidak sah, jika orang bawahan, dengan i’tikad baik
menyangka, bahwa perintah itu tidak diberikan secara sah dan diikutinya
itu adalah terletak dalam lingkungan “keadaan di bawah perintah”
(pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 2).

Sisi kedua dari peristiwa pidana adalah sisi subyektif, yaitu “sisi
kesalahan” (schuldzijde), yaitu bahwa akibat yang tidak diingini undang-
undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena
itu, maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan
yang tidak dapat diberatkan padanya. Karena kondisi syaraf otak yang
lemah atau karena gangguan yang terjadi pada akal (pasal 37 W.VStr.),
misalnya orang gila. Banyak orang berpendapat, bahwa kemerdekaan
kehendak adalah syarat yang perlu untuk adanya kesalahan (schuld).
Mereka memandang kesalahan dan hukuman itu tidak dapat berimpit

3 Ibid., h. 326.
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dengan ajaran determinisme.* Determinisme mengajarkan, bahwa manusia
membentuk kehendaknya tidak dengan bebas (tidak free will and free act),
sebaliknya bahwa kehendak itu sudah tertentukan lebih dahulu, yakni
ditetukan oleh faktor alam, faktor lahir dan batin, watak dan sebagainya,
dengan bahasa yang lebih mudah dapat dikatakan, kehendak manusia
menurut paham determinisme, tunduk kepada hukum causalitas (hukum
sebab-akibat), dimana manusia tidak dapat memilih sendiri apa yang
dikehendakinya. Sebaliknya, bagi yang berpaham indeterminisme berpendirian
bahwa dalam ajaran determinisme tidak ada tempat untuk pengertian
bersalah dan demikian juga untuk pengertian hukuman.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa sebuah tindak
pidana hanya dapat dihukum jika pasal-pasal hukumannya telah ada
di dalam Kitab Undang-Undang yang mengaturnya.

Dan yang lebih penting, bahwa sumber dari hukum pidana Islam
itu adalah Alqur‘an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijtihad bagi persoalan
kontemporer sebagaimana yang termaktub di dalam sebuah hadis dalam
bentuk dialog antara Mu’adz ibn Jabal dengan Rasulullah saw pada saat
dilantik menjadi gubernur Yaman:

Q,g\jja./c&gO)\;J\O}cdj:c@\opcwo}«c;;&u;uwu&

c&:—u_a:w;)w* cuw&h\wwb\u&cwdgw\f‘

iy uwwu\/sjwijmymdg;m
VJB\; Jucmu\&@;;\ JUQ;.WJU.&J&\J\@M%{
(,Jub J\.e (,J,wj«l.ow\gk..aw\gj};;'m Jb%»\u\.fge
T/;jb%»\u\.fge‘yj (,ijww\éﬂaw\gj};;&@
LS B N MJW“‘&“‘JQQQ}@%W;@J

Ssgls s ol gy PR oo WA dse st 55y sl o

(’\’._\\\
(CTIN

°
EiN

o
EiN

\ )
x\

4Ibid., h. 327.
> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistaniy, Sunan Abi Daud, juz 3, (Bairut:
Dar al-Fikr, 2003), No. Hadis: 3592, h. 295.
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Bagaimana kamu memutuskan suatu perkara? Kuhukumi dengan Kitab
Allah. Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah? Dengan
Sunnah Rasulullah jawab Mu’adz. Rasul saw bertanya lagi, jika kamu
tidak menemukannya di dalam Sunnah Rasulullah saw dan tidak juga di
dalam Kitab Allah? Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku
tidak akan meninggalkannya. Rasulullah saw lalu menepuk dadanya seraya
memuji sambil berkata: “Segala piji bagi Allah, Allah telah memberi taufiq
kepada utusan Rasul sesuai dengan yang diridhai Allah dan RasulNya
(H.R. Abu Daud)

Hadis tentang Mu’adz ibn Jabal di atas, menerangkan bahwa ada
tata cara dalam penggunaan dalil (beristidhlal) dalam berargumentasi,
yaitu pertama-tama harus menggunakan dalil Alqur‘an selama di dalamnya
terdapat ketentuan mengenai hal yang dimaksud, baik secara eksplisit
(tercantum dengan jelas) maupun secara implisit (tersirat). Jika masalahnya
tidak ditemukan di dalam Alqur‘an, langkah keduanya adalah mencari
ke dalam hadis-hadis Nabi saw. Jika tidak juga ditemukan, maka langkah
berikutnya adalah berijtihad, apakah dengan merujuk kepada ijma’
ataupun giyas. Qiyas adalah menganalogikan perkara yang belum ada
ketentuan hukumnya dengan peristiwa serupa yang telah mempunyai
ketentuan hukum yang jelas. Namun demikian, tidak semua persoalan
kontemporer dapat dianalogikan, sebab penetapan status hukum suatu
perkara dengan metode analogis hanya dapat dilakukan jika persyaratan-
persyaratan untuk itu terpenuhi.

Di samping sumber hukum jinayah, yang juga penting adalah azas
legalitas dari hukum jinayah itu sendiri. Jika menghadapi suatu persoalan
hukum yang tidak terdapat aturannya, kita harus menetapkannya sebagai
kebolehan. Artinya, semua perbuatan atau tidak berbuat atau yang berkaitan
dengan suatu barang dipandang sebagai suatu kebolehan asli bukan
sebagai suatu kebolehan yang berasal dari syari’at. Mengerjakan atau
meninggalkan perbuatan seperti itu tidak memiliki konsekuensi hukum
tertentu, tanpa membedakan siapa pelakunya, anak-anak atau dewasa,
sehat pikirannya atau terganggu. Pada dasarnya, semua manusia, selama
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tidak ada ketentuan, diberi kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan
atau meninggalkan perbuatan itu.®

Ketentuan seperti uraian di atas, didasarkan kepada aturan pokok
yang tercantum di dalam Kaedah Fighiyyah sebagai berikut:
7.(:.5{’;3“ e U Jy 4.>-LU\ /;L;:U\ & el

Asal segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya.

Kaedah Fighiyyah di atas, oleh Imam Jalaluddin al-Suyuthi didasarkan
kepada hadis riwayat Imam al-Hakim berikut ini:

b ae oS U o> seb o U ch\.;-}.@_éf..i\E/f&«U\ J=1 G
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Apayang dihalalkan Allah swt di dalam KitabNya adalah halal dan apa
yang diharamkan Allah swt adalah haram, dan apa yang didiamkanNya
adalah dimaafkan, maka ambillah oleh kamu apa yang dimaafkan Allah
swt, maka sesungguhnya Allah swt bagi kamu tidak pernah lupa akan sesuatu.

Dan Imam Syafi’i berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abu
Bakar ibn Abi al-Qasim ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn
Muhammad ibn Sulaiman ibn Abi al-Qasim ibn ‘Umar al-Ahdal (984-
1035 H) di dalam Kitab Nadham tentang Qawa’id Figh-nya,” menambahkan
keterangan hadis riwayat Imam al-Hakim di atas dengan ayat Alqur’ an
surat al-Baqarah [2] ayat 29, yaitu:

6 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), h. 45.

7 Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazha "ir
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Syafi'iyyah (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 82.

8 Abu Abdillah Muhammad ibn ‘Abdillah al-Naisaburi bil Hakim, Mustadrak
Ala al-Shahihain, jilid 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 2002), h. 375.

° Abu Bakar ibn Abi al-Qasim, Al-Faridu Al-Bahiyyah (Mesir: Dar al-Syurugq,
1977), h. 12.
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Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan
Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan demikian, sepanjang tidak ada suatu ketentuan yang berkenaan
dengan masalah tersebut, status hukum masalah tersebut adalah boleh
(ibahah, jaiz atau halal). Dalil tersebut berlaku umum bagi segala sesuatu
yang tidak mempunyai ketentuan khusus. Dan kebolehan tersebut bersifat
universal, tertuju kepada siapapun, baik orang yang sehat akalnya maupun
yang tidak sehat akalnya, telah kena beban taklif ataupun belum, jika dia
mengerjakan atau tidak mengerjakan perbuatan tersebut, dia tidak dapat
dikenai hukuman sampai datangnya sebuah ketentuan yang dengan jelas
menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus dikerjakan atau ditinggalkan.
Aturan yang jelas tentang hal tersebut adalah:

da.ﬁ\ 3333 J" i) qu (,.ii- Y
Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum turunnya
nash (aturan).™

Sehingga suatu perbuatan tidak dapat dipandang sebagai suatu
pelanggaran atau jarimah sebelum nyata-nyata ada aturan yang berkaitan
dengan masalah dimaksud. Dengan begitu, hukuman atau sanksi hukum
sangat berkaitan erat dengan aturan atau nash.

Yang jauh lebih penting lagi untuk diperhatikan bahwa suatu perbuatan
dianggap sebagai jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya
sekedar adanya larangan pada sebuah peraturan semata, akan tetapi,
bersamaan dengan peraturan tersebut harus disertakan pula, konsekuensi
apa yang akan diperoleh jika seandainya perbuatan tersebut dikerjakan

10 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 46.
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atau ditinggalkan. Karena, jika tanpa akibat hukum yang jelas, tanpa
sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, maka pelanggaran
terhadap aturan tidak memiliki arti apapun bagi pelaku, itu artinya pelaku
tidak dianggap telah berbuat jinayah dan dia tidak dapat dihukum. Oleh
karenanya seperti pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, jika ada hukum
acara jinayah tetapi tidak ada penerapan hukum jinayahnya, maka seperti
ada tali tetapi tidak ada sapi atau kambingnya. Dan sebaliknya, jika ada
ketentuan hukum jinayahnya, tetapi tidak ada hukum acaranya, sama
seperti ada sapi tetapi tidak ada talinya. Dan yang sangat kita harapkan
untuk pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, menerapkan qanun jinayahnya
dan juga sekaligus ada hukum acara jinayahnya, sehingga benar-benar
dapat diterapkan sebagai sebuah kesatuan hukum yang utuh.

Aturan-aturan untuk melakukan dan atau meninggalkan perbuatan
jinayah, jauh-jauh hari sudah harus diketahui oleh khalayak ramai atau
publik. Oleh karenya aturan-aturan tersebut harus disebarluaskan, di-
sosialisasikan dan diumumkan sehingga khalayak ramai atau publik
mengetahui bahwa telah ada aturan-aturan yang mengatakan keharusan
untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jika tanpa penyebarluasan
dan sosialisasi tentang aturan-aturan dimaksud, tidak mungkin khalayak
atau publik mengetahuinya dan hal itu akan melahirkan sesuatu yang
rentan terhadap pelanggaran.

Legalitas dalam bentuk pemberitahuan aturan-aturan hukum sebelum
ditegakkan hukum dan sanksi hukum, hal ini ditegaskan oleh Allah swt
di dalam Alqur‘an surat al-Qashash [28] ayat 59 sebagai berikut:

P € P o o B, Z ,_,’é PPN ) PRI - P PR
Ly Ll gl 50 VL2050 T 3 & G (oall Gl 355 oF U5
L., — (1. A £ 8 T -2z -5 @2
(50 T gedis Lelals Y] T s 2l ‘j.l@.. (BN
Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus
di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada

mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali
penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.
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Di dalam ayat yang lain, yaitu surat al-Isra‘ [17] ayat 15, Allah swt
juga berfirman sebagai berikut:

> TR VIR NP ,/E > o 5 e E
5598351355 ¥y Gle Joan Lo o eh candd] o Lasd (g uzal
o {y te g e et o

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya
dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang
sesat, maka sesungguhnya dia tersesat (rugi) bagi dirinya sendiri, dan seorang

yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan
meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Segala bentuk aturan yang telah dibuat oleh Syari’ (Allah swt dan
Rasulullah saw) merupakan dasar hukum bagi setiap perbuatan (mengerjakan
dan atau meninggalkan) yang terjadi setelah kehadiran peraturan tersebut
sehingga sangat penting bagi umat Islam untuk mengetahui ayat-ayat
Alqur‘an maupun hadis-hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan
persoalan-persoalan hukum jinayah atau hukum pidana Islam tersebut.
Hal seperti ini di dalam hukum positif disebut dengan istilah Azas Legalitas,
yaitu landasan untuk berpijak dalam mengatasi setiap pelanggaran hukum.
Tanpa azas legalitas, setiap perbuatan bebas dari segala macam hukuman.

Azas legalitas yang telah diterangkan di dalam Alqur‘an dan juga
oleh Nabi saw di dalam Kitab-kitab Hadis dipandang telah diketahui oleh
khalayak, meskipun masih harus terus ada upaya sosialisasinya kepada
publik. Azas legalitas Alqur‘an dan al-Hadis telah ada jauh melampaui
azas legalitas hukum positif yang berawal dari Perancis yang dikenal
dengan Kode Napoleonnya. Atas dasar itu, tidak ada sebenarnya umat
Islam yang mencoba menghindar dari ancaman hukuman dengan alasan
belum mengetahui hukumnya.

Mengetahui hukum jinayah tidaklah diartikan sebagai hafal terperinci
tentang pasal-pasal hukum jinayah, tetapi cukup yang bersangkutan
mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Oleh karena itu, orang dewasa
yang sempurna akalnya dianggap telah mengetahui hukum. Atas dasar
ini, tidak dapat diterima alasan orang untuk menghindar dari hukum
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karena alasan belum mengetahui hukum tersebut. Dalam mengantisipasi

hal semacam ini, para Ulama membuat suatu aturan sebagai berikut:

- ° 4 s ° B .}/o"}/

Tidak diterima di wilayah Islam halangan kebodohan (tidak mengetahui

atau belum mengetahui) hukum-hukum syari’at sebagai alasan (untuk

menghindar dari hukum)."!

Adapun sifat dan karakteristik hukum jinayah atau hukum pidana

Islam ada lima, yaitu:

1.

Sempurna, karena syari’at Islam diturunkan dalam bentuk umum
dan garis besar permasalahan. Dengan demikian, hukum-hukumnya
bersifat tetap. Sedangkan untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syariat
Islam hanya menetapkan kaedah dan memberikan patokan umum.'?
Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad para ahli.

Elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia,
sehingga hukum Islam bersifat elastis, yaitu lentur dan luwes. Hukum
jinayah Islam tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat vertikal,
tetapi juga bersifat horizontal. Sehingga di dalam hukum jinayah
Islam seorang pezina yang hamil tidak dijilid atau dirajam sampai
iamelahirkan anaknya atau orang yang sedang sakit ditunda pelaksanaan
hukumannya sampai ia sembuh.

Universal dan Dinamis, hukum jinayah Islam meliputi seluruh alam
tanpa batas sekat, geografis dan etnis, dan ia juga bersifat dinamis,
karena selalu sesuai untuk setiap zaman dan tempat, sebagaimana
Allah swt berfirman di dalam surat Saba‘ [34] ayat 28 berikut:

wL,J }.é:‘ ug_b ‘jv\.}) M wLJJ a8 /lél‘.:l:»;‘ -/3

11 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 48.
12 Anwar Haryono, Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilannya (Jakarta: Bulan

Bintang, 1982), h.113.
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Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Aku sendiri yang akan bertanya pada Hari Kiamat, orang yang
menyakiti orang zimmi atau memberinya tanggung jawab yang melebihi
kemampuannya atau merampok apa yang menjadi haknya”.'®

4. Sistematis, artinya hukum jinayah Islam itu mencerminkan sejumlah
doktrin yang bertalian secara logis. Demikian pula dengan lembaganya.
Pengadilan di dalam islam tidak akan memberikan hukuman potong
tangan kepada pencuri jika keadaan masyarakat sedang kacau dan
terjadi kelaparan.'

5. Ta’aqquli dan Ta’abuddi, hukum jinayah Islam yang telah jelas dengan
apa yang disyari’atkan seperti jilid seratus kali atau rajam sampai
mati adalah ta’abuddi, apa adanya tidak boleh ditambah dan dikurangi.
Artinya, aturan-aturan hukum jinayah Islam itu sah dan baik. Karena
semata-mata eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya,
bukan karena rasionalitasnya. Sedangkan yang ta’aqquli adalah
hukum jarimah ta’zir, dimana perbuatan pidana atau jinayah bentuk
dan ancaman hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran
kepada pelakunya.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan di dalam penerapan
hukum jinayah atau pidana Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam,
yang meliputi lima hal, yaitu:

1. er-\ f-; (tidak memberatkan), artinya hukum Islam tidak diletakkan

di atas ketidakmampuan untuk mengembannya. Didalam Alqur‘an
surat al-Baqarah [2] ayat 286 Allah swt berfirman:

13 Muhammad Mushlehuddin, Philosophy of Islamic Law and The Orientalists
(Lahore: Islamic Publications, Ltd, 1980), h. 278.

14 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), h. 51.
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Ty 1 L BT Y
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya...

Di dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185, Allah swt berfirman:

/AJT;'.ESU ..\.JJ.J Y)JM«.J‘{'.ESUA.U‘ ..\.JJ.J
... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu ....

Dan di dalam surat al-Maidah [5] ayat 6 Allah swt berfirman:

[

G
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... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, ...

2

IS 4 (menyedikitkan beban), di dalam penerapan hukum
jinayah atau pidana Islam, dikedepankan hal-hal yang bersifat
preventif daripada hal-hal yang bersifat kuratif. Artinya, mencegah
orang agar tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum jinayah
itu lebih dipentingkan daripada menghukum orang yang berbuat
tindakan jinayah. Karena Islam memerintahkan umatnya untuk
saling nasehat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan
demikian, umat Islam lebih terpelihara dari sanksi hukum.

\ £, (ditetapkan secara bertahap), penerapan hukumjinayah membutuhkan
tahapan-tahapan yang membuat masyarakat Islam tidak terguncang
atau phobia dengan hukum Islam itu sendiri. Caranya diawali dengan
sosialisasi tentang apa itu hukum jinayah, kenapa mesti ditegakkan
hukum jinayah, apa kemaslahatan besar yang ada di sebalik penerapan
hukum jinayah, lalu dipersiapkan ganun jinayahnya dan juga dibuatkan
ganun acara jinayahnya, disiapkan sumber daya manusianya yang
akan menjadi jaksa dan hakim-hakimnya, termasuk mempersiapkan
lembaga peradilannya secara profesional, cermat dan akurat. Contoh

mudah dalam persoalan penerapan hukum jinayah secara bertahap
adalah pengharaman khamar. Awalnya Allah swt di dalam surat al-Bagarah
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[2] ayat 219 hanya memberitakan bahwa meminum khamar itu dosa
besar dan manfaatnya lebih sedikit. Kemudian Allah swt menurunkan
lagi firmanNya di dalam surat al-Nisa‘ [4] ayat 43, yaitu jangan shalat
dalam keadaan mabuk, dan akhirnya Allah swt menurunkan surat
al-Maidah [5] ayat 90 yang dengan tegas mengharamkan khamar,
dengan menyebutkan bahwa meminum khamar itu adalah perbuatan
syaithan yang harus dijauhi.

JLJ. J el (memperhatikan kemaslahatan manusia), ayat-ayat yang

berhubungan dengan hukum jinayah tidak pernah meninggalkan
masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum
jinayah senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok,'® yaitu:

a. Hukum jinayah ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan
hukum tersebut.

b. Hukum jinayah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak
menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat kebawah
ketetapannya.

c. Hukum jinayah ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.
Di dalam kaedah Ushul Figh, dinyatakan:

Zo oo z s - 80 8. &8
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Hukum itu beredar bersama ada atau tidak adanya sebab (‘illat).
ol e Gl e ey

Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya
masa.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi atau sibernetik, tidak
menutup kemungkinan hukum jinayah Islam juga harus berubah
merespon berbagai tindak pidana sibernatik tersebut.

alt . (mewujudkan keadilan), menurut syari’at Islam, semua orang

1> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan

Bintang, 1993), h. 19.
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sama. Tidak ada kelebihan antara satu manusia dengan manusia
lain di hadapan hukum. Di dalam surat al-Maidah [5] ayat 8, Allah
swt berfirman:

2 g, = . - =0 ~_ g P 2, _ . s
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di dalam surat al-Nisa‘ [4] ayat 135, Allah swt juga berfirman
sebagai berikut:
Pl o 55 & g 1l 2B 158 L0 ol s o
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran,
dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi
saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala

2

apa yang kamu kerjakan.
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Fathurrahman Djamil menjelaskan,'® pada suatu ketika orang-orang
Quraisy disibukkan oleh peristiwa seorang wanita yang hendak dijalankan
hukuman potong tangan atasnya dikarenakan mencuri. Orang Quraisy
berkehendak untuk membebaskan hukuman bagi wanita tersebut. Mereka
menyampaikan maksud tersebut melalui pemuda kesayangan Nabi saw,
yaitu Usamah ibn Zaid. Ketika mendengar pengaduan Usamah, Nabi saw
menjadi marah dan bersabda:

oskad Cinndl) wgd B 131y o585 L) g B 13) L WSS
Vlady cabd) a2 e bl oS ¢ ody ok g

Wahai Usamah! Apakah engkau ingin memberi syafaat (pengampunan) terhadap
seseorang dalam menjalankan had (hukuman) dari had-had Allah? Sesungguhnya
telah binasa orang-orang sebelum kamu dikarenakan merekajika adayang
mencuri di antara mereka orang yang mulia (berpangkat dan kaya), maka
mereka biarkan (tidak dihukum), dan jika yang mencuri itu orangyang lemah
(miskin dan tidak berpangkat), maka mereka dihukum. Demi Allah, andaikan
Fatimah puteri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad memotong tangannya.

Kaidah-kaidah dan ketentuan umum Islam juga harus diperhatikan
di dalam penerapan hukum jinayah atau pidana Islam. Kaidah-kaidah
itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan tertinggi dari
penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah
hukum dan tidak akan mampu bertahan lama. Sistem hukum yang
tidak bermuara pada keadilan dan moralitas akhirnya akan tersisih.

2. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat.

3. Menetapkan hukum yang sepadan dengan keadaan darurat. Apa
yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal dapat dibolehkan
dalam keadaan darurat dan disesuaikan dengan kadar kedaruratannya.

16 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 74.
17 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, jilid 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 413.
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4. Pembalasan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

5. Tiap-tiap manusia memikul akibat dari setiap kejahatan yang dilakukan-
nya sendiri.

Di samping berorientasi kepada keadilan, hukum jinayah juga harus
berorientasi kepada aspek moralitas dan akhlak, karena Nabi saw bersabda:
“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.'®

Hal yang tidak kalah penting dari yang telah dipaparkan di atas,
adalah akurasi rujukan dari hukum jinayah itu sendiri yaitu keberadaan
hadis-hadis jinayah yang akan dijadikan sebagai sumber, baik dalam
menentukan apakah itu persoalan jinayah atau bukan maupun untuk
menentukan hukuman yang akan diterapkan. Oleh karenanya penulis
memandang perlu adanya hadis-hadis jinayah yang nantinya dapat
dijadikan rujukan sebagai sumber hukum jinayah yang akan diterapkan,
seperti di Propinsi Aceh.

B. PENJELASAN ISTILAH

Hadis-hadis jinayah adalah hadis-hadis yang menjelaskan persoalan
jinayah atau hukum pidana Islam. Secara sederhana persoalan jinayah
atau hukum pidana Islam menyangkut perbuatan manusia yang dinilai
sebagai pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non-fisik,
seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap
harta benda lainnya seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.
Di dalam Kitab-Kitab Turats (klasik), pembahasan masalah jinayah hanya
dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran atau
objek badan dan jiwa saja. Adapun perbuatan dosa selain sasaran badan
dan jiwa, seperti kejahatan terhadap harta, agama, negara dan lain-lain
tidak termasuk dalam jinayah, melainkan dibahas secara terpisah-
pisah pada berbagai Bab tersendiri'® Ulama muta‘akhirin menghimpunnya

18 Ismail Muhammadsyah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Filsafat Hukum
Islam (Jakarta: Bumi Aksara dan DEPAG RI, 1992), h. 121.
19 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 11.
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dalam bagian hukum yang disebut fikih jinayah yang kemudian dikenal
dengan sebutan Hukum Pidana Islam. Di dalamnya terhimpun pembahasan
semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran,
badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup
dan lingkungan hidup.?® Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau Wetboek Van Strafrecht, hukum pidana itu disebut dengan
istilah Strafrecht yang diambil dari bahasa Belanda.

Sedangkan pribumisasi hukum pidana Islam di Aceh adalah upaya
menjadikan hukum-hukum pidana Islam menjadi milik semua umat
Islam di Aceh. Artinya, agar tidak ada lagi umat islam di Aceh yang tidak
mengenal hadis-hadis jinayah atau hadis-hadis yang menyangkut hukum
pidana Islam. Kata pribumisasi diambil dari kata mempribumikan yang
merupakan bentuk verba (kata kerja) dari bentuk kata benda pribumi,
yang artinya penghuni asli; yang berasal dari tempat yang bersangkutan.!

C. PEMBATASAN MASALAH

Tulisan ini memberikan batasan pada persoalan hadis-hadis jinayah
atau hadis-hadis yang menyangkut kandungan hukum Islam yang di
dalamnya ada unsur pidana seperti hadis-hadis tentang mencuri, berzina,
sogok menyogok, membunuh, gadzaf (menuduh berzina), hirabah
(perampokan), dan lain-lain.

D. MANFAAT PENULISAN

Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum
maupun insan akademis dan lebih khusus masyarakat muslim yang tinggal
di Aceh, karena di daerah Propinsi Aceh telah diterapkan syari’at Islam. Dengan
adanya tulisan ini, nantinya masyarakat muslim secara umum maupun
yang tinggal di Aceh dapat mengetahui langsung hadis-hadis jinayah yang
merupakan salah satu dari sumber hukum di dalam Islam setelah Alqur‘an.

20 Ibid.
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), h. 895.
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E. SIGNIFIKANSI PENULISAN

Dilihat dari persoalan yang akan ditulis, dan juga topik serta pro-
blematikanya, penulisan ini belum pernah dilakukan yang sama seperti
ini. Oleh karenanya, penulisan ini dirasa penting dan Insya Allah bermanfaat
besar bagi masyarakat untuk mengetahui hukum-hukum jinayah langsung
dalam bentuk sumbernya, yaitu hadis-hadis jinayah.

FE SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menyusun penulisan ini dengan sistematis. Penulisan
ini terdiri dari tujuh Bab. Bab I berisi tentang pendahuluan, Bab II berisi
tentang jinayah dan jarimah serta peradilan Islam, Bab III berisi tentang
jenis dan bentuk jarimah, Bab IV berisi tentang unsur jarimah dan azas
jinayah, Bab V berisi hadis-hadis tentang jinayat dan jarimah, dan Bab
VI sebagai penutup dari tulisan ini.



BAB II

JINAYAH DAN JARIMAH SERTA
PERADILAN ISLAM

gar tidak terjadi pemahaman yang rancu atau bias, dipandang

perlu untuk mengawali tulisan ini dengan terlebih dahulu

menjelaskan apa itu jinayah dan apa itu jarimah. Di dalam
pembahasan fikih, sebenarnya jinayah dan jarimah adalah dua kosa
kata yang memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan dosa, perbuatan
salah atau jahat.! Dengan kata lain, jinayah adalah muradif (sinonim)
dari jarimah. Meskipun kedua istilah tersebut sama artinya, tetapi berbeda
dalam penerapan kesehariannya. Jinayah diterapkan secara umum
untuk semua kejahatan atau pidana yang dilakukan manusia, sedangkan
jarimah diterapkan sebagai satuan atau sifat dari suatu bentuk pelanggaran
hukum. Di dalam hukum positif, jarimah biasa disebut dengan delik
atau tindak pidana yang di dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan
istilah strafbaarfeit. Dengan demikian, jarimah di dalam hukum positif
maksudnya tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pencurian,
jarimah perzinahan, jarimah perampokan dan lain-lain. Sedangkan
semua jenis dari tindak pidana atau pelanggaran itu disebut jinayah.
Untuk lebih konkritnya akan dijelaskan pengertian jinayah maupun
jarimah secara etimologi dan terminologi.

! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), h. 12.

20
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A. PENGERTIAN JINAYAH DAN JARIMAH
1. Jinayah Menurut Etimologi

Jinayah berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk mashdar
(kata dasar/kata asal), flil madhinya & , fiil mudharinya s%, mashdarnya
L, g- i ,\ 2 artinya kejahatan, berbuat dosa. Di dalam Kitab Lisan
al-Arab karya al-Alamah ibn Manzhur, &\4Idiartikan:

& upw\ j\ u\Ms\ b Lo > ) G Q\Mw Uais ;;4.@ L
.9,3—')!\} \.::U\

Dosa dan kejahatan, dan manusia yang melakukannya wajib atasnya
balasan atau qishash di dunia maupun di akhirat.

Di dalam bahasa Arab, pelaku kejahatan untuk laki-laki disebut
jani (mudzakkar) dan untuk pelaku kejahatan perempuan disebut janiyah
(mu‘annats) dan orang yang menjadi objek atau sasaran kejahatan
disebut mujna ‘alaih.

Secara etimologi, Abdul Qadir Audah menjelaskan pengertian jinayah
sebagai berikut:
4 LS g ;,A\ v W ;L\ 4:.34.:\.:.;\

Jinayah menurut bahasa adalah nama dari suatu perbuatan buruk seseorang.

2. Jinayall Menurut Terminolog’i Hukum Islam

Menurut beberapa Ulama Figh, seperti Imam Hanafi, jinayah adalah
kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti
pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.

2 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 87.

8 Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzhur, Lisan al-Arab
(Kairo: Dar al-Hadis, 2006), h. 237.

4 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina‘i al-Islamiy (Kairo: al-Bab al-Halabiy,
2005), h. 18.
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Tetapi sebagian besar Ulama Figh yang lain seperti Imam Syafi’i, Imam
Malik dan Imam Ahmad menolak defenisi ini, karena hanya terbatas pada
masalah hudud dan gishash semata. Ulama kebanyakan lebih menyetujui
bahwa jinayah adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak
(mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan
individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.’

Menurut M. Salim al-Awa, bahwa di dalam hukum Islam, jinayah
didefenisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah
swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya.
Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau
tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan
demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh
syari’at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan
(ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang
ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.®

Abdul Qadir Audah sendiri mendefenisikan jinayah sebagaimana
berikut ini:

9| Ju 9l uw e il Cfﬁ g oo fﬁuwvﬁ\bﬁw\m\}\
ROV
Jinayah menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan

syara’, baik perbuatan itu berkaitan dengan jiwa, harta benda, maupun
selain menyangkut jiwa dan harta benda.

Dengan demikian, jinayah dapat dipahami sebagai semua perbuatan
yang diharamkan oleh syari’at. Dan semua perbuatan yang telah diharamkan
oleh syara’ secara otomatis menjadi tindakan yang dilarang atau dicegah

5 Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam (Karachi: International Islamic
Publisher, 1987), h. 73.

6 M. Salim al-Awa, The Basis of Islamic Penal Legalism dalam M. Cherif
Bassioni, The Islamic Criminal Justice System (London: Oceana Publications,
Inc., 1982), h. 72.

7 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina‘i al-Islamiy, h. 19.
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oleh hukum Islam. Jika perbuatan jinayah itu dilakukan akan membahayakan
magqashid syari’ah, yaitu hifzhu al-nafs (memelihara nyawa), hifzhu al-
nasl (memelihara keturunan), hifzhu al-mal (memelihara harta), hifzhu
al-‘aql (memelihara akal) dan hifzhu al-din (memelihara agama).

3. Jarimah Menurut Etimologi

Secara kebahasaan, jarimah berasal dari fi’il al-madhi - , fi’il al-
mudharinya », dan mashdarnya - , artinya adalah dosa, kejahatan
dan kesalahan.® », Jatau ¢, 4bentuk jamaknya s atau (‘::‘ . Dengan
demikian, secara etimologi atau kebahasaan, jarimah memiliki arti
perbuatan buruk, perbuatan jelek, dosa. Sehingga secara umum menurut
pengertian bahasa, jarimah memiliki kesamaan arti dengan jinayah.
Imam ibn Manzhur di dalam Kitab Lisan al-Arabnya juga mengartikan
jarimah dengan jinayah dan al-dzanbu (dosa). Orang yang melakukan
jarimah disebut al-jarim, sedangkan yang menjadi objek atau yang
dikenai jarimah disebut al-mujrim.?

4. Jarimah Menurut Terminolog’i Hukum Islam

Menurut istilah syara’, jarimah adalah:

w 2

z
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Jarimah adalah larangan-larangan syara’ (yang jika dikerjakan) diancam
Allah dengan hukuman had atau ta‘zir.*

Dalam hal ini, jarimah tidak hanya dipahami sebagai mengerjakan
perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup meninggalkan perbuatsn
yang menurut peraturan harus dikerjakan. Abdul Qadir Audah menjelaskan
pengertian larangan (e b;b;) sebagai berikut:

8 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 71.

¢ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram ibn Ali ibn Manzhur, Lisan al-Arab,
jilid 2, h. 105.

10 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 14.
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1144)3.» JuJ;}\&WJuQL;l/LZ\f
Yang dimaksud dengan larangan adalah melakukan suatu perbuatan
yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintah.

Dari defenisi tersebut terkandung dua buah makna. Pertama larangan
melakukan, yaitu untuk hal yang bersifat perbuatan terlarang. Kedua,
larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam, maksudnya meninggalkan
terhadap yang menurut aturan harus dikerjakan.

B. PERADILAN ISLAM

Di dalam bahasa Indonesia, kata peradilan adalah bentuk kata benda,
yang diartikan dengan “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan;
lembaga hukum bertugas untuk memperbaiki”. Sedangkan pengadilan
adalah kata benda yang memiliki arti “dewan atau majelis yang mengadili
perkara; Mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim”. Secara bahasa,
peradilan dan pengadilan sama-sama berasal dari kata sifat, yaitu adil.!?
Padanan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah qadha*, yang artinya
memutuskan, melaksanakan dan menyelesalkan Kata :L2: berasal

dari kata kerJa masa lalu (L;ﬂ\a-“ ), sLz ¢ yang kata kerja sedang atau
akannya ( @ ) , e22 dansl2 fadalah mashdarnyaatau kata asalnya.”

Di dalam Alqur‘an, kata qadha‘ dapat diartikan menyelesaikan,
seperti firman Allah swt di dalam surat al-Ahdzab [33] ayat 37.

Dan kata qadha‘ juga dapat diartikan menunaikan, seperti firman
Allah swt di dalam surat al-Jum’ah [62] ayat 10.

Di samping makna-makna tersebut di atas, kata gadha‘dapat pula
diartikan memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan.

1 Abdul Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina‘i al-Islamiy, h. 19.

12 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 8.

13 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 602.
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Menurut istilah Fuqaha®, kata peradilan Islam mengandung dua
pemaknaan, yaitu lembaga hukum Islam (tempat dimana seseorang
mengajukan permohonan keadilan menurut Islam) dan perkataan yang
harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah
hukum Islam atau menerangkan hukum Islam atas dasar harus mengikutinya.'
Dengan kata lain, hasil peradilan itu bersifat mengikat.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas peradilan
Islam adalah menampakkan hukum Islam, tidak tepat jika dikatakan
menetapkan suatu hukum, karena hukum Islam yang bersumber pada
syari’at, telah ada di dalam Alqur‘an dan al-Hadis, manusia hanya tinggal
menemukan hukum-hukum tersebut kemudian menampakkannya sesuai
kebutuhan dan ketentuan yang diinginkan oleh hukum Islam itu sendiri.

Dipandang perlu adanya penjelasan antara gadha‘sebagai putusan
peradilan dengan fatwa yang merupakan hasil ijtihad perorangan. Fatwa
adalah jawaban yang lahir dari pertanyaan seseorang terhadap mufti
(orang yang dimintai fatwa). Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang
mujtahid dalam penetapan suatu ketentuan hukum untuk dirinya dan
orang lain, baik mengenai hal-hal yang telah terjadi maupun belum terjadi.
Fatwa hanya mengikat kepada orang yang meminta fatwa dan yang memberi
fatwa, tetapi tidak mengikat kepada selain mereka berdua. Untuk lebih
rinci tentang perbedaan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Mufti boleh menolak untuk memberikan fatwa terhadap fatwa yang
dimintakan kepadanya, sedangkan peradilan (gqadha®) tidak dibolehkan
menolak para pihak yang mengajukan permohonan keadilan, sekalipun
degan alasan bahwa aturan tersebut belum ada.

b. Qadha‘didasarkan kepada fakta (kenyataan) yang ditemukan oleh

hakim. Sedangkan fatwa dasarnya adalah ilmu atau pengetahuan
yang dimiliki mufti.

¢. Qadha‘hanya bisa mengadili hal-hal yang telah terjadi, sedangkan
fatwa boleh menetapkan hal-hal yang belum atau tidak pernah terjadi.

14 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Yogyakarta:
PT. Ma’arif, 1994), h. 30.
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d. Keputusan gadha‘memiliki daya paksa dan harus dituruti. Sedangkan
fatwa tidak memiliki daya paksa dan negara tidak campur tangan
dalam pelaksanaannya.

e. Fatwa tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan qadha‘ dapat
dibatalkan oleh pihak dan atau lembaga yang lebih tinggi.

f.  Qadha‘merupakan produk negara, sedangkan fatwa adalah produk
pribadi.®®

Agar hakim tidak terkontaminasi oleh fatwa para mufti dan fatwanya
sendiri, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal memakruhkan hakim
mengeluarkan fatwa terhadap persoalan yang berkaitan dengan tugas
hakim. Dalam persoalan ini, hakim Syuraih mengatakan, “Saya akan
memutuskan perkaramu sedang saya tidak akan memberi fatwa kepadamu” .16

1. Administrasi Peradilan Pidana Dalam Islam

Tatanan kehidupan di dalam masyarakat pasti memiliki suatu sistem
untuk menanggulangi kejahatan. Cerero mengatakan, “Ubi Ius Ibi Sociatis”
(di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).!” Sistem penanggulangan
kejahatan itu dikenal dengan sebutan peradilan pidana. Administrasi
peradilan adalah bagian dari peradaban itu sendiri, yang di dalam
kehidupan dunia internasional disebut The Administration of Justice.

Menurut Topo Santoso, Dalam Konsepsi Islam, Administrasi Peradilan
merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip syari’at atas Nama Allah
swt. Pelaksanaan keadilan dijalankan oleh al-gadha‘yang menjadi perhatian
bersama kaum muslimin sebagai suatu fardhu kifayah. Oleh karenanya,
seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki
sejumlah kualifikasi mendasar. Ia harus seorang yang faham dan berilmu,

15 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 5.

16 Tbn Qayyim al-Jauziyyah, I'lamu al-Muwaqqi‘in, juz IV (Mesir: Dar al-
Sa’adah, 1955), h. 220.

17 Zulkarnain, Konsep Azimah dan Rukhshah Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW
(Bandung: Citapustaka, 2010), h. 3.
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mulia, dapat dipercaya, sabar, teguh pendirian dan sejumlah kriteria
idealis lainnya. Dan juga harus memiliki kualifikasi, seperti bukan budak,
dewasa, tidak terganggu jiwanya, muslim dan tidak terbukti melakukan
tuduhan palsu.'®

Prinsip lain yang juga tidak kalah pentingnya di dalam administrasi
peradilan pidana Islam adalah equality before the law (setiap orang sama
dihadapan hukum). Dalam menjalankan peradilan, Nabi saw tidak permah
memihak (impartiality), sekalipun terhadap keluarganya dan orang non-
muslim. Nabi Muhammad saw telah menghadirkan satu prinsip penting,
yakni seorang pimpinan dari sebuah kepemimpinan besar Islam dapat
digugat, baik sebagai seorang individu maupun sebagai pejabat publik
karena aktifitasnya yang menyangkut kepentingan publik. Muhammadullah
menerangkan, bahwa di masa hidupnya, Nabi Muhammad saw telah
memperkenalkan sebuah lembaga yang disebut al-mazhalim yang memiliki
yurisdiksi khusus untuk menindak orang-orang yang melakukan kezaliman
terhadap orang lain (mutazhalim).

Pada masa dimana Nabi Muhammad saw masih hidup, proses peradilan
dan administrasinya masih sangat sederhana. Namun membutuhkan
banyak pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Pada masa itu, telah dibuat
ketentuan bahwa beban pembuktian (burden of proof) terletak pada pihak
yang menuduhkan sesuatu. Sedangkan si tergugat atau tertuduh harus
menyanggah dengan sumpah terhadap apa yang dituduhkan. Terhadap
sanggahan tersebut, si penggugat atau penuduh harus membuktikan
kasusnya, jika si tergugat atau tertuduh menolak bersumpah, maka
kasus itu dapat diputuskan.?®

Pada masa empat khalifah, yaitu Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan Ali,
tidak ada yang berubah berkaitan prinsip peradilan pidana Islam atau
jinayah Islam. Pada masa Abu Bakar dan ‘Umar, mereka berdua adalah
khalifah sekaligus hakim. Namun tidak ada yang diadili pada masa itu,

18 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, h. 42.

1 Muhammadullah, The Administration of Justice in Islam an Introduction
to The Muslim Conception of The State (New Delhi: Bhavan, 1990), h. 4.

20 Ibid.
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karena ketaatan masyarakat kepada khalifah masih sangat kuat. Pada
era ‘Umar, beliau memisahkan institusi peradilan. Institusi ini dibuat
mandiri terpisah dari institusi negara yang lainnya. ‘Umar ibn Khattab
memiliki Abu Darda" sebagai gadhi di Madinah, Abu Musa al-Asy’ari di
Kufah dan Shurayah di bashrah. Dan ini adalah era penting dalam sejarah
administrasi peradilan di dunia Islam.?!

Terobosan baru lainnya yang sempat lahir pada era ‘Umar adalah
menyerahkan proses perkara pidana (jinayah) kepada ahdas (kepolisian)
dan polisi yang melakukan tugas perkara jinayah disebut shahibul ahdas.**
Banyak hal lain yang juga dilakukan oleh ‘Umar ibn Khattab, diantaranya
membuat penjara publik yang mandiri di Mekah. Dan beliau juga pernah
menangguhkan pelaksanaan hukum hudud bagi pencuri pada masa
paceklik (kekurangan pangan). Dan ‘Umar berprinsip suatu kasus harus
diputuskan bukan hanya atas dasar jumlah saksi, tetapi juga atas dasar
kebenaran sebagai prinsip penting ajaran Alqur" an.

Puncak perkembangan administrasi hukum Islam terjadi pada masa
Dinasti Abbasiyyah. Pada masa ini hadis ditadwinkan, penafsiran Alquran
banyak ditulis, ilmu ushul figh dan figh empat madzhab sunni berkembang
dengan pesat. Administrasi peradilan Islam telah dilakukan dengan jelas,
sehingga mirip dengan yang ada dan berkembang di era modern ini.

Dinasti Abbasiyyah sangat menaruh perhatian pada pentingnya
administrasi peradilan dan departemen kehakiman, yang pada masa
itu disebut Dar al-Adal. Ketua kehakiman diberi sebutan formal, yaitu
qadhi al-qudhat yang bersifat independen diluar jangkauan eksekutif.
Semua hakim tunduk pada qgadhi al-qudhat dan di semua kota ada gadhi
atau minimal wakil hakim yang biasa disebut na ‘ib qadhi.?® Pada masa
itu, hadir lembaga yang disebut Dewan Mazhalim (pemeriksa pelanggaran)
yang fungsinya menerima dan menindaklanjuti serta memulihkan hak-
hak dari akibat yang ditimbulkan peradilan. Di samping itu ada juga

2 Ibid., h. 6.
2 Ibid., h. 8.
% Ibid., h. 10.
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al-muhtasib, yaitu penanggung jawab atas penegakan tugas-tugas dan

kewajiban moral sesuai dengan ajaran Alqur an.?*

2. Ul’lSllI‘-lll’lSllI‘ Peradilan Islam

Agar proses peradilan Islam dapat dijalankan secara normal, dibutuhkan

beberapa unsur, berikut ini adalah unsur-unsur peradilan Islam menurut
para ahli:»

a.

Hakim/qadhi, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk
menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat dalam bidang
hukum Islam.

Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan
suatu perkara.

Mahkum Bihi. Di dalam gadha ilzam dan qgadha istigaq terdapat
sesuatu yang diharuskan oleh gadhi supaya tergugat memenuhinya.
Dengan bahasa yang lebih sederhana, mahkum bihi adalah suatu
hak untuk memenuhi atau menolak oleh tergugat.

Mahkum Alaih adalah orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

Mahkum Laka adalah orang yang melakukan gugatan (yang menggugat
suatu hak), baik hak yang murni baginya atau terdapat dua hak
tetapi haknya lebih kuat.

Amar adalah perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada
hukum (putusan).

3. Peradilan Islam di Timur Teng’all

Sebagai bahan banding khazanah ilmu dan pengalaman, dipandang

perlu untuk sedikit dikemukakan di dalam tulisan ini tentang bagaimana

peradilan Islam di beberapa negara yang berada pada kawasan Timur

2 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 11.

% A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 23.
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Tengah. Adapun yang pertama adalah peradilan Islam di Arab Saudi,
kemudian Mesir dan Yordania.

a. Peradilan Arab Saudi

Arab Saudi meletakkan Alqur‘an sebagai Undang-Undang Dasar
Negara dan Syari’at yang diterapkan oleh Mahkamah-Mahkamah Syari’at
sebagai hukum. Ulama bertindak sebagai hakim dan penasihat hukum.
Kepala Negara adalah Raja yang dipilih oleh dan dari kerabat besar Saudi.
Raja dibantu oleh Dewan Menteri dalam mengawasi lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif.?®

Kerajaan Arab Saudi menjadikan Alqur‘an sebagai Undang-Undang
Dasar tertulis. Dengan demikian Arab Saudi tidak terikat dengan satu
ketentuan syari’at Islam atau hukum Islam secara tertentu, tetapi berkewajiban
menerapkan semua ketentuan syari’at dan Islam secara totalitas. Wewenang
peradilan Islam di Arab Saudi memiliki tingkatan sebagai berikut:

1) Majelis tinggi; majelis ini memiliki sebelas anggota.

2) Pengadilan pertimbangan; pengadilan ini ada di Kota Riyadh dan dapat
membuka cabang berdasarkan kebutuhan. Kewenangan lembaga ini
adalah untuk meneliti semua hukum-hukum yang dikeluarkan oleh
para hakim pengadilan yang disesuaikan dengan aturan-aturan syari’at.

3) Pengadilan umum; tugas pokok dan fungsinya adalah memeriksa
seluruh perkara perselisihan dan muamalah sesuai dengan hukum
syari’at. Pengadilan ini diputuskan melalui hakim tunggal kecuali
perkara-perkara yang berkaitan dengan gishash, pemotongan, rajam
dan perkara yang dikenakan hukum had, maka diputus oleh tiga
orang hakim.

4) Pengadilan cabang; kewenangan lembaga ini adalah mengamati
semua tuntutan yang berkaitan dengan harta yang tidak melebihi
delapan ratus ribu riyal, dan diputuskan oleh tiga orang hakim, kecuali
perkara-perkara yang menyangkut urusan suami-istri, harta tidak

26 Munawir Syadzali, Islam Dan Tata Negara (Jakarta: Ul Press, 1993), h. 221.
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bergerak, pidana yang tidak lebih dari ukuran penggantian (miqdharat
tawidh), dan peringatan had yang tidak sampai dipotong. Pengadilan
ini diputuskan oleh satu orang hakim.?” Arab Saudi juga memiliki
lembaga pencegah perselisihan yang menyangkut perdagangan,
dimana lembaga ini memiliki enam kewenangan, yaitu sebagai berikut:

a) Peristiwa terjadi diantara pedagang, baik berupa kesulitan maupun
perselisihan yang timbul dari urusan yang menyangkut perdagangan.
b) Perkara yang terjadi menyangkut tukar menukar uang.

c) Kesulitan-kesulitan yang terjadi antara penjualan kapal-kapal
pesiar.

d) Perkarayang berkembang tentang perbedaan perjanjian perkataan
(lisan).

e) Perkara yang terjadi antara perseroan atau perusahaan.

f) Setiap tuntutan yang dikeluarkan oleh pemerintah khusus dari
Raja.?8

Lembaga yang memiliki enam kewenangan ini hanya ada di tiga
tempat, yaitu Riyadh, Jeddah dan Dammam. Kewenangan lembaga ini
adalah membenarkan segala putusan yang dikeluarkan oleh lembaga
pencegah perselisihan dalam perdagangan sepanjang sesuai dengan
ketentuan syari’at dan azas-azas keadilan.

Realisasi prinsip-prinsip keadilan dapat dicermati dari tingkat independensi
yang ada pada pengadilan yang tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif
maupun legislatif. Independensi hakim di lembaga peradilan Islam Arab
Saudi sangat terjaga.

b. Peradilan Mesir

Sejarah peradilan Islam di Mesir penuh dinamika dan sangat jauh
dengan peradilan Islam yang pernah ada di Arab Saudi. Peradilan di Mesir

27 Su’ud ibn Sa’ad al-Quraib, al-Tanzim al-Qadha‘if al-Mamlakah al-Arabiyyah
al-Su’udiyyah (Riyadh: Hanafiyyah li al-Ufset, t.th.), h. 485.
28 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 172-173.
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banyak dipengaruhi oleh peradilan Barat. Hukum Islam pernah menempati
posisi strategis di Mesir paling tidak pada periode Amru ibn ‘Ash diangkat
oleh ‘Umar ibn Khattab sebagai gubernur di Mesit. Pada era ini, pengangkatan
gadhi menjadi salah satu tugas gubernur. Hal ini menjadi kebiasaan sampai
Abu Ja'far menjadi khalifah di Baghdad, di mana ia mencabut wewenang
pengangkatan qadhi oleh gubernur. Pada tahun 155 H, Abu Ja’far sebagai
khalifah mengangkat langsung ‘Abdullah al-Hadranyah menjadi gadhi
di Mesir. Selanjutnya pada saat Mesir tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan
Turki dan telah menjadi daerah otonom, maka pada tahun 1876 hukum
perdata mulai diundangkan untuk pertama kalinya dan diberi nama
al-ganun al-madani al-mukhtalaf (hukum perdata campuran). Di dalam
hukum perdata Mesir itu, diatur mengenai penanganan hukum di antara
warga negara asing dengan warga negara Mesir dan antara pribumi dengan
warga negara asing. Hukum perdata ini diberlakukan dalam pengadilan
campuran yang didirikan pada tahun 1875. Menyusul kemudian, pada
tahun 1883 ganun perdata yang lain, yaitu al-qanun al-madani al-ahliyi
(hukum perdata pribumi atau bumi-putra), sebagaimana hukum perdata
campuran, begitu juga hukum perdata bumi-putra, masih diwarnai oleh
hukum-hukum yang bersumber dari Napoleon atau hukum Perancis.
Baru dikemudian hari kodifikasi hukum perdata bumi-putra Mesir itu
diluruskan atas bantuan Muhammad Qadri Pasya yang pada waktu itu
telah memiliki kumpulan hukum perdata berdasarkan madzhab Hanafi.
Dan Undang-Undang Hukum Perdata itu akhirnya dihimpun dalam sebuah
buku yang berjudul “Mursyidul Hiran ila Ma’rifah Ahwal Thsan”.?

Di dalam peradilan Islam di Mesir, pada saat Turki Utsmani berkuasa,
para qadhi ditetapkan dan diberhentikan oleh khalifah Istanbul. Dan
gadhi di Mesir pada saat itu dibawah pengawasan Daulah Utsmaniyyah.
Kini Mesir adalah negara berbentuk Republik, yaitu Republik Arab Mesir,
yang memiliki Undang-Undang Dasar 11 September 1971. Menurut pasal
2 UUD Mesir, tegas dinyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan
Bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Dan di dalam pasal yang sama

2 Subhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyri’ al-Islamiy (Bairut: Maktabah al-
Kasyaf, 1946), h. 87.
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juga ditegaskan bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam merupakan sumber
utama dalam pembuatan Undang-Undang. Di Mesir, kekuasaan kehakiman
yang bebas merupakan ciri negara hukum. Di dalam pasal 105 UUD Republik
Arab Mesir disebutkan tentang “The Judicial Power is Independent” (kekuatan
hukum adalah independen). Dengan demikian, secara otomatis hakim
hanya tunduk terhadap kewenangan hukum dan tidak satu kekuatan
pun yang boleh mencampuri urusan peradilan yang berkaitan dengan
keadilan. Meskipun Mesir merupakan Republik Arab Mesir, namun tidak
menerapkan hukum perdata dan pidana Islam.

c. Peradilan Yordania

Yordania memberlakukan Tasyri’ Utsmani (Undang-undang yang
merujuk kepada Turki Utsmani). Oleh karenanya, pada tahun 1946 dan tahun
1951 Yordania mengeluarkan sembilan (9) peraturan perundangan,*
yaitu:

1) Undang-Undang Hukum Sipil dan Hukum Dagang. Dasar dari undang-

undang ini adalah Undang-Undang Utsmani.

2) Undang-Undang Hukum Acara dilengkapi dengan Undang-Undang
Tahun 1928 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.

3) Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merujuk kepada
Undang-Undang Turki Utsmani sampai dengan tahun 1951. Kemudian
keluar undang-undang pidana baru Yordania, lalu disempurnakan
melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960.

4) Undang-Undang Hukum Pidana Militer dikeluarkan tahun 1952.
5) Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6) Undang-Undang Penerbangan Sipil Tahun 1953.

7) Undang-Undang Merek Perdagangan Tahun 1952.

8) Undang-Undang Hak Paten Tahun 1953.

9) Undang-Undang Kepegawaian/Buruh Tahun 1960.

30 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 181.
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Di samping undang-undang di atas, di Yordania ada undang-
undang yang menyangkut hukum keluarga yang dikeluarkan pada
tahun 1927 dan merujuk juga pada Undang-Undang Turki Utsmani,
baru kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951.
Undang-Undang ini mengatur keseluruhan al-ahwal al-syakhsiyyah,
kecuali tentang wasiat dan waris.*

Dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun Yordania
dikenal sebagai bagian dari negara Islam, namun realitasnya hukum
Islam tidak diberlakukan secara maksimal atau setidaknya mendominasi
sistem perundang-undangan yang ada. Negara Yordania masih lebih
banyak mengadopsi hukum-hukum Barat, khususnya Perancis dalam
pengkodifikasian hukum nasionalnya. Dari ketiga negara tersebut, hanya
Arab Saudi yang dominan menggunakan hukum Syar’i. Hal itu dikarenakan
Arab Saudi sampai sekarang masih menjadikan Alqur‘an dan al-Sunnah
sebagai Dasar Negara.*?

31 Muhammad Tahir Azhami, Penerapan Prinsip Negara Islam Pada Masa
Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 25.
32 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, h. 181.



BAB Il
JENIS DAN BENTUK JARIMAH

ebelum memasuki pembahasan tentang jenis dan bentuk

jarimah, dipandang perlu adanya penegasan kembali apa

itu jarimah. Jarimah adalah tindak pidana, peristiwa pidana
atau delik yang jika perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian
bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (jasmani atau ruhani), harta
benda, keamanan, nama baik, tata aturan masyarakat ataupun hal-hal
lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.!

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jarimah adalah dampak
dari perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain dirugikan, baik dalam
bentuk materi maupun dalam bentuk non-materi atau gangguan non-
fisik, seperti ketenangan, harga diri, adat istiadat dan kenyamanan.?

Kehadiran peraturan perundang-undangan atau ganun sangat
dibutuhkan bagi upaya penegakan hukum jarimah. Namun peraturan
perundang-undangan yang ada juga menjadi lemah, tidak bedanya jika
tanpa didampingi oleh peraturan yang memuat ancaman hukuman
atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Di samping
harus ada hukum acara jinayah yang diatur dalam ganun atau peraturan
hukum tersendiri. Sanksi atau hukuman sangat diperlukan dalam hukum

! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), h. 17.
2 Ibid.
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pidana atau jinayah, agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan
tindak pidananya dan pada sisi lain agar tindak pidana yang dilakukan
seseorang tidak ditiru oleh orang lain. Dengan cara demikian kemaslahatan
umat dapat terpelihara.

A. JENIS-JENIS JARIMAH

Para Fuqaha‘ biasanya membagi jarimah kepada tiga jenis,® yaitu
sebagai berikut:

1. Jarima}l Hudud

Secara etimologi (bahasa), hudud adalah bentuk jamak dari kata
had, yang artinya adalah al-‘uqubah (hukuman).* Jarimah hudud adalah
hukuman jarimah yang bentuknya telah ditetapkan oleh syara’ sehingga
jarimah hudud ini jumlahnya terbatas dan ketentuan hukumannyapun
disebut dengan jelas di dalam Alqur" an maupun Hadis, sehingga jarimah
hudud sering disebut jarimah hak Allah swt dan RasulNya. Di samping
itu, jarimah hudud selalu menyangkut masyarakat luas, yaitu untuk
memelihara kemaslahatan umat secara menyeluruh berkaitan dengan
keamanan, ketenteraman dan kepentingan umum. Satu keistimewaan
jarimah hudud adalah tidak mengenal pemaafan atas pelaku jarimah,
baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah (mujnd ‘alaih)
maupun oleh negara. Jarimah hudud memiliki hukuman yang sangat
jelas yang diperuntukkan bagi setiap jarimah dan hanya ada satu macam
hukuman untuk setiap jarimah. Tidak ada pilihan atau alternatif hukuman
bagi jarimah hudud. Dengan demikian, hukuman jarimah hudud tidak
mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya jenis
jarimah yang lain. Dalam jarimah hudud hakim tinggal melaksanakan
apayang telah ditentukan syara’. Sehingga fungsi hakim dalam jarimah
hudud hanya sebatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan
dan tidak berlaku ijtihad hakim dalam memilih hukuman.

8 Ibid., h. 26.
4 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 103.



Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat 37

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa sanksi jarimah hudud
sangat berat, menyangkut nyawa dan hilangnya anggota tubuh pelaku
serta rusaknya anggota tubuh diri pelaku jarimah hudud. Oleh karenanya,
penetapan azas legalitas bagi pelaku jarimah hudud harus ekstra hati-
hati, ketat dalam penerapannya dan tidak boleh ada keraguan sedikitpun
bagi hakim dalam penerapannya. Dalam hal ini, Fugaha‘ membuat kaidah
untuk kasus-kasus yang menyangkut jarimah hudud, yaitu sebagai berikut:

Salpiall el OF e R Rl AU ek Of
Kesalahan dalam memaafkan bagi seorang Imam lebih baik daripada
kesalahan dalam menjatuhkan sanksi.

Oleh karenanya, jika hakim ragu, tidak yakin, kekurangan bukd, tidak
ada saksi, tidak ada pengakuan dari pelaku jarimah hudud, sebaiknya hakim
menghindari jatuhnya hukuman sebagaimana kaidah berikut ini:

S S0 5y
Hindarilah hukuman hudud karena adanya keraguan (ketidakjelasan).

Adapun yang menyangkut jarimah hudud ini, menurut para Fugaha‘
ada tujuh macam,® yaitu:
a) Perzinahan
b) Qadzaf (menuduh orang berzina)
¢) Asyrib (minum minuman memabukkan)
d) Sarigah (pencurian)
e) Hirabah (perampokan)
f) Al-Baghyu (pemberontakan)
g) Riddah (murtad/keluar dari Islam)

5 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 27.
6 Ibid.
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2. Jarimah Qishash/ Diyat

Secara etimologi, gishash artinya membalas atau mengambil balas.
Berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qashshan.” Sedangkan diyat artinya
ganti rugi. Perbedaan jarimah hudud dengan jarimah gishash adalah
terbukanya peluang seseorang untuk pemaafan bagi pelaku tindak jarimah
oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Dalam hal
ini, korban, wali atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku jarimah,
meniadakan gishash, menggantinya dengan diyat atau menghilangkan
diyat sama sekali.

Hak pemberian ampunan dalam jarimah gishash mutlak ada pada
korban atau jika korban meninggal, ada pada ahli waris atau walinya.
Jika ahli waris dan walinya tidak ada, maka kepada negara dapat menjadi
walinya, karena Kepala Negara dapat menjadi wali bagi yang tidak punya
ahli waris dan wali.

ﬂ;}:y:f;i}/j Z)LLE,.J\

Sultan (Kepala Negara) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.®

Kepala Negara atau Sultan dapat memberi maaf kepada pelaku
jarimah gishash, bukan karena ia penguasa, tetapi karena ia sebagai
wali dari korban yang tidak punya ahli waris dan tidak punya wali nasab.

Qishash adalah hukuman terbaik, karena di dalam gishash ada
keseimbangan dan keadilan. Pelaku mendapatkan hal yang sama atas
perlakuannya terhadap korban. Dengan demikian, siapapun akan berpikir
jauh untuk membunuh atau melukai orang lain, jika apa yang dia
lakukan akan dia alami sendiri.

Perlu juga dipahami bahwa gishash dan diyat memiliki sisi perbedaan.
Qishash adalah bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa
dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan diyat
merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan

7 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 600.
8 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 28.
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objek yang sama, yaitu jiwa dan anggota badan, tetapi dilakukan dengan
tanpa sengaja.’

Jarimah gishash dan diyat ada lima macam, yang masuk dalam
jarimah gishash ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pelukaan atau
penganiayaan sengaja. Sedangkan yang masuk jarimah diyat ada tiga,
yaitu pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pelukaan
atau penganiayaan tidak sengaja. Di samping itu, diyat juga merupakan
hukuman pengganti dari hukuman gishash yang telah dimaafkan. Diyat,
di samping sebagai hukuman, ia juga sekaligus sebagai ganti rugi bagi
korban atau keluarga korban.

Sesuai dengan prinsip umum hukum pidana Islam, penerapan
jarimah qishash atau diyat harus hati-hati dan penuh pertimbangan,
sesuai dengan kaidah:

S S0 5y
Hindarilah hukuman had (hudud dan qishash) jika adanya keraguan
(ketidakjelasan).

Kehati-hatian penerapan jarimah gishash atau diyat dikarenakan
menyangkut, nyawa, anggota badan dan denda yang sangat besar.

3. Jarimah Ta’zir

Secara etimologi (kebahasaan), ta’zir artinya ta‘dib atau memberi
pengajaran.'’ Dalam terminologi fikih jinayah, ta’zir adalah bentuk jarimah
yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Jarimah ta’zir tidak
ditentukan sanksinya oleh syara’, dikarenakan sangat sarat dengan
dinamika dan perkembangan masyarakat serta kemaslahatan.

Jarimah ta’zir tidak dapat diprediksi jumlahnya, karena eksistensinya
sangat dinamis mengikuti keadaan pada perubahan waktu dan tempat.
Namun demikian, tidak semua jarimah ta’zir mengikuti pola pasang-

o Ibid., h. 29.
10 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 494.
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surut waktu, tempat dan keadaan, ada juga jarimah ta’zir yang terikat
dengan ketentuan syara’ dan berlaku umum di semua tempat, waktu
dan keadaan. Di antaranya adalah jarimah ta’zir yang menyangkut
risywah (suap menyuap), memasuki rumah orang lain tanpa izin, khianat,
makan dan minum tertentu, ingkar janji, menipu timbangan, riba, judi,
dan lain-lainnya. Yang perlu dicatat, meskipun bentuk dan hukuman
jarimah ta’zir telah ditentukan syara’, dalam penetapan sanksinya tergantung
kepada kebijakan hakim. Hakim dapat memilih rangkaian hukuman
dari yang ringan sampai yang paling berat. Hal ini disebabkan dasar
sanksi jarimah adalah otoritatif penguasa. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa jarimah ta’zir terdiri atas dua bentuk, yaitu ta’zir
syara’ dan ta’zir penguasa. Kedua bentuk jarimah ta’zir ini memiliki sisi
kesamaan dan juga sisi perbedaan. Di antara sisi perbedaannya adalah
bahwa jarimah ta’zir syara’ ditentukan oleh Syari’, yaitu Allah swt dan
Rasulullah saw di dalam Alqur‘an dan Hadis, sifatnya perenialis atau
abadi. Maksudnya, sejak jarimah itu ditetapkan oleh syari’at, maka ia
tidak berubah sampai hari kiamat. Sedangkan jarimah ta’zir penguasa
ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara, tergantung pada keadaan
dan dapat dianggap jarimah jika diperlukan dan bisa saja tidak dianggap
jarimah jika dikehendaki oleh penguasa. jika ta’zir syara’ sejak awal sudah
dipandang maksiat, adapun ta’zir penguasa itu pada dasarnya bukan
dipandang perbuatan yang dilarang. Namun keadaan yang menyebabkan
perbuatan itu dilarang. Titik persamaan antara jarimah ta’zir syara’ dan
jarimah ta’zir penguasa terletak pada sanksinya, yaitu kedua-duanya
ditentukan oleh penguasa. Contohnya riba dan judi. Meskipun Alqur‘an
menyebutkannya sebagai kejahatan, tetapi tidak menyebutkan sanksi
hukumannya, maka penguasa yang menetapkan sanksinya melalui keputusan
hakim di dalam persidangan dari rangkaian hukuman yang ada. Penerapan
legalitas jarimah ta’zir bersifat longgar dan berbeda dengan jarimah hudud,
qishash dan diyat yang sangat ketat. Longgarnya azas legalitas jarimah
ta’zir tidak lalu kekuasaan kehakiman dapat berbuat seenaknya (tahakumiyyah).
Karena pada dasarnya, semua jarimah telah ada ketetapannya. Adapun
pemberian kekuasaan bagi hakim hanyalah semata-mata memilih hukuman
yang sesuai dengan realitas, sehingga mampu mencerminkan isi hukuman
itu sendiri dan tidak mengabaikan keadilan.
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Demikian uraian berkaitan dengan tiga jenis jarimah yang dibagi
oleh para Fuqaha‘ di dalam hukum pidana Islam. Adapun berikutnya
akan dibahas bentuk-bentuk jarimah di dalam hukum pidana Islam.

B. BENTUKJARIMAH DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM

Di dalam hukum pidana Islam, bentuk jarimah dapat dilihat dari
berbagai aspek yang berbeda. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Jarimah Dilihat dari Aspelz Tata Laksana

Dari sebuah perbuatan jarimah dapat ditentukan bentuk jarimah
apa yang dilakukan oleh seseorang. Contoh apakah seseorang melakukan
perbuatan terlarang atau seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang
diperintahkan. Jika seseorang itu melakukan perbuatan terlarang, maka
ia telah melakukan jarimah ijabiyah, maksudnya berperan aktif dalam
melakukan jarimah tersebut. Di dalam hukum positif disebut delict
commisionis. Contoh dari jarimah ijabiyah ini adalah mencuri, berzina,
minum-minuman keras, membunuh, menipu, mencopet, merampok
dan lain-lain.

Kebalikannya, jika seseorang tidak melaksanakan perbuatan yang
diperintah, maka ia telah melakukan jarimah salabiyah, artinya berperan
pasif atau tidak melakukan sesuatu, yang di dalam hukum positif disebut
delict ommisionis. Contohnya tidak menegakkan shalat, tidak menunaikan
zakat, mengabaikan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan
padahal ia mampu menolong, dan lain-lain. Menurut Rahmat Hakim,
ada bentuk perpaduan antara jarimah ijabiyah dan jarimah salabiyah!!
(16461G@1i). Contohnya orang yang ingin membunuh tawanan dengan
cara tidak dibunuh, tetapi tidak diberi makan yang mengakibatkan
tawanan itu mati.

11 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 23.



42 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

2. Bentuk Jarima}l Dilihat dari Beban Hukuman

Jika dilihat dari beban hukuman, bentuk jarimah ada yang membagi
menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, qishash/diyat dan ta’zir. Namun ada
juga yang membaginya menjadi dua, yaitu hudud termasuk di dalamnya
qishash/diyat dan ta’zir. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan al-
Mawardiy di dalam kitabnya, al-Ahkam al-Sulthaniyyah berikut ini:

5 i G s e B
Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah Ta’ala dengan hukuman
had dan ta’zir.

3. Bentuk Jarimah Dilihat dari Niatnya

Fugaha‘ membagi bentuk jarimah ini kedalam dua bagian, yaitu
jard‘im al-magshudah (yang disengaja) dan jard‘im ghairu al-maqshudah
(vang tidak disengaja). Jarimah yang disengaja contohnya, masuk ke
rumah orang dengan niat mencuri. Jarimah yang tidak disengaja contohnya
karena kekeliruan, ingin melempar burung lalu mengenai orang. Artinya,
orang itu terkena lemparan batu karena kekeliruan dalam melempar,
bukan karena faktor kesengajaan atau karena kelalaian, contohnya
seseorang membakar sampabh, tiba-tiba api menjalar membakar rumah
orang lain.

4) Bentuk Jarimah Dilihat dari Motivasinya

Suatu tindakan dapat dinilai sebagai bentuk jarimah berdasarkan
motivasi yang ada. Contoh jarimah siyasah (politik) dalam bentuk pem-
berontakan bersenjata kepada pemerintahan yang sah, atau mengacaukan
kondisi perekonomian negara dengan maksud politis.

5) Bentuk Jarimah Dilihat dari O]Djelz yang Menjadi
Korban

Tindakan jarimah jika dilihat dari objek yang menjadi korban dapat
dibagi menjadi dua bagian, yaitu jarimah individual (perorangan) dan
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jarimah kolegial (bersama atau masyarakat). Jika korbannya perorangan,
maka istilahnya hak adami (perorangan) dan jika korbannya masyarakat,
maka istilahnya hak jama’ah (hak Allah swt).

Demikian bentuk-bentuk jarimah yang dikenal secara umum oleh
Fuqaha‘di dalam hukum pidana Islam, dan dipandang penting untuk
dimengerti oleh umat Islam.



BAB IV

UNSUR JARIMAH
DAN AZAS JINAYAH

% i dalam bab ini membahas berbagai hal yang menyangkut unsur-
unsur jarimah dan juga azas-azas jinayah.

A. UNSUR-UNSURJARIMAH

Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu tindakan jarimah,
suatu tindakan atau perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan
atau beberapa unsur.! Unsusr-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formal (Rulzun Syar’i)z

Unsur formal atau rukun syar’i adalah adanya ketentuan syara’
atau dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan
perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat
dihukum atau adanya dalil (ayat atau hadis) yang mengancam hukuman
terhadap perbuatan atau tindakan dimaksud. Dengan catatan ketentuan
tersebut harus sudah ada (datang) sebelum tindakan atau perbuatan
dilakukan. Jika tindakan atau perbuatan lebih dahulu ada dari ketentuan,

! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah) (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), h. 51.
2 Ibid., h. 52.
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maka ketentuan itu tidak dapat diterapkan. Karena berlaku hukum asal
di dalam kaidah berikut ini:

0ol e W Ok e iz s T

Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

S TP

Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).*

Dengan jelas, bahwa di dalam hukum pidana Islam, sebuah tindakan
pidana atau jarimah tidak dapat dihukum jika tidak atau belum adanya
dalil atau nash atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut.

2. Unsur Material (Rulzun Maddi)5

Yang dimaksud dengan unsur material atau rukun maddi di dalam
jarimah adalah adanya tindakan atau perbuatan yang menyebabkan
jarimah, baik berupa perbuatan yang melanggar, tidak berbuat maupun
perbuatan yang bersifat melawan hukum, seperti di dalam pencurian
telah terjadi tindakan memindahkan atau mengambil milik orang lain
dan tindakan pelaku itu adalah unsur material atau di dalam hukum
positif disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan
ketentuan hukum.

3. Unsur Moril (Rulzun Ada]oiy)b

Unsur moril disebut dengan istilah al-mas’uliyyah al-jinayah (per-
tanggungjawaban pidana). Yang paling mendasar dari unsur moril ini
adalah bahwa setiap pelaku tindakan pidana atau delik adalah orang yang

3 Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazha "ir
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Syafi'iyyah (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 82.

4 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), h. 52.

5 Ibid., h. 53.

6 Ibid.



46 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian pelaku
tindak pidana adalah harus orang yang mengerti hukum, mengerti
kandungan beban hukum dan sanggup menerima beban hukum. Di dalam
Islam, orang yang seperti itu disebut orang yang baligh, mumayyaz dan
mukallaf (dewasa, sudah dapat membedakan baik-buruk dan sudah
terkena beban syari’at agama).

B. AZAS-AZAS JINAYAH

Sebagaimana di dalam hukum pidana positif, hukum pidana Is-
lam juga memiliki azas. Azas hukum pidana Islam adalah azas-azas
hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam.” Adapun
di antara azas-azas hukum pidana Islam tersebut adalah:

1. Azas Legalltas (@ .’U; :)

Azas ini adalah azas yang menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran
dan tidak ada hukuman sebelum adanya aturan yang mengaturnya.
Menurut Profesor Zainuddin, azas legalitas ini didasarkan kepada Alqur‘an
surat al-Isra‘ [17] ayat 15, Alqur‘an surat al-An’am [6] ayat 19 di dalam
kedua surat dan kedua ayat tersebut bahwa Alqur‘an diturunkan kepada
Nabi Muhammad saw agar menjadi peringatan (dalam bentuk aturan
dan ancaman hukuman) kepadamu. Dengan demikian, azas legalitas ini
telah ada sejak Alqur‘an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.®

2. Azas Pra(lug‘a Tidak Bersalah

Azas praduga tidak bersalah adalah azas yang mendasari bahwa
seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap
tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan
menyatakan dengan tegas kesalahannya. Azas praduga tidak bersalah
ini memiliki sumber ketentuan yang jelas di dalam Alqur‘an, yaitu surat

7 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.
8 Ibid.
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al-Nisa‘ [4] ayat 105, al-Maidah [5] ayat 42, Shad [38] ayat 26 yang
pada intinya berisikan perintah Allah swt untuk mengadili secara haq.

3. Azas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada
Orang Lain

Azas ini menyebutkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan seseorang
akan mendapatkan imbalan yang setimpal dan seseorang tidak memikul
beban atas perbuatan orang lain. Alqur‘an menjelaskan azas ini di dalam
beberapa surat dan ayatnya, misalnya di dalam surat al-An’am [6] ayat
164, surat Fathir [35] ayat 18, surat az-Zumar [39] ayat 7, surat al-
Najm [53] ayat 39, surat al-Mudatstsir [74] ayat 38 dan lain-lain.

4. Azas Tidak Berlaku Surut

Azas ini melarang berlakunya hukum pidana ke masa lampau, yaitu
kepada perbuatan atau tindakan atau delik yang belum ada aturannya.
Isyarat yang tegas tentang ini Allah swt firmankan di dalam surat al-
Nisa‘ [4] ayat 22 sebagai berikut:

w&é:mlgzlw.\s N ,a(..é=)b| c@ut,,&dv)
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Danjanganlah kamu kawini wanita-wanitayang telah dikawini oleh ayahmu,
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu
amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Dan juga pada surat al-Nisa‘ [4] ayat 23 sebagai berikut:
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Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmuyang perempuary
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang
perempuan; saudara-saudara ibumuyang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu
yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantw); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)
dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa
lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kedua ayat dalam surat al-Nisa‘ [4] di atas adalah bentuk sebuah
ketegasan, bahwa di dalam hukum pidana Islam tidak berlaku surut.
Dalam kasus mengawini wanita yang telah dikawini oleh ayah di masa
jahiliyyah adalah hal yang biasa, tetapi setelah adanya Islam hal itu tidak
dibolehkan. Dan setelah Islam datang, perkawinannya menjadi putus
atau batal demi hukum. Namun pelakunya tidak dipidana, karena ia
melakukannya sebelum hukum Islam yang melarang tentang itu ada.
Begitu juga dengan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan
yang bersaudara, sama hukumnya dengan larangan mengawini perempuan
yang telah dikawini oleh ayah. Rasulullah saw tidak melarang tindak
pidana karena darah atau perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam,
tetapi menetapkan larangan tindak pidana sejak wahyu diturunkan.

Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum dari
Mesir, hanya ada dua pengecualian dari azas tidak berlaku surut, yaitu:

a. Bagi kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan
ketertiban.
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b. Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan
berlaku surutnya adalah bagi kepentingan umat.’

Azas tidak berlaku surut di dalam hukum pidana Islam juga didukung
oleh kaidah berikut ini:

UJJ\@MYLUWU\@’,&’
Sesuatu yang merupakan kelanjutan tidak diampuni, pada permulaan
diampuni.

5. Azas Batalnya Hukum Karena Keraguan

Didalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Abi
Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib dengan derajat hasan dan
dishahihkan oleh Syekh al-Albani dalam shahih al-Jami’ nomor hadis
3372, Rasulullah saw bersabda:
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Telah meriwayatkan kepada kami Abu Musa al-Anshari, ia berkata: telah
mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Idris, ia berkata: telah mengabarkan
kepada kami Syu’bah dari Buraidah ibn Abi Maryam dari Abi al-Haura‘
al-Sa’diy, ia berkata: ‘Aku bertanya kepada Hasan ibn Ali”, ‘Apa yang

° Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam (Karachi: International Islamic
Publisher, 1987), h. 314.

10 Syekh Abu Bakar bin Abi Qasim, al-Faraid al-Bahiyyah (Bairut: Dar al-Fikr,
t.th.), h. 84.

1 Muhammad ibn ‘Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahhak Abu ‘Isa al-Tirmidzi
al-Silmiy, al-Jami’ush Shahih Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhammad
Syakir (Bairut: Dar Thya" al-Turats al-Arabiy, t.th.), h. 668.
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engkau pelihara dari Rasulullah saw?” Ia (Hasan) menjawab: ‘Aku
memelihara dari Rasulullah saw tinggalkan apa yang meragukan kamu
dan ambil apa yang tidak meragukan kamu . . .

Sebagai contoh dari kasus ini, Abdul Qadir Audah menyebutkan
kasus pencurian kepemilikan harta bersama. Jika seseorang mencuri
sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian
menjadi tidak valid, karena di dalam kasus seperti tersebut harta itu tidak
secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya
kepemilikan juga dari pelaku perbuatan pencurian itu.'?

6. AZ&S Kesamaan Dihaclapan Hulzum

Azas kesamaan hukum di dalam Islam terlihat jelas melalui firman
Allah swt di dalam surat al-Hujurat [49] ayat 13 sebagai berikut:
< T gE
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sedangkan sebelum Islam datang, terjadi diskriminasi terhadap
manusia didepan hukum. Sehingga hukum sering seperti dua sisi sebuah
pisau, yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Manusia sering dibedakan
didepan hukum berdasarkan posisi strata sosial, tidak ada kesamaan
antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat, antara bangsawan
dan masyarakat biasa. Dengan hadirnya Islam, semua perbedaan berdasarkan
ras, warna kulit, bahasa, strata sosial dan lain-lain, semuanya dihapuskan.

12 Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam, h. 318.
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Karena Islam memberikan penekanan yang kuat pada prinsip equality
before the law (kesamaan dihadapan hukum).

Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra.,
Rasulullah saw bersabda:
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Dari Abu Dzar, Nabi saw bersabda kepadanya: “Lihatlah, engkau tidak

akan lebih baik dari orang yang berkulit merah atau berkulit hitam sampai
engkau mengungguli mereka dengan taqwa”.

Pada masa Rasulullah saw, pernah terjadi kasus pencurian yang
dilakukan seorang perempuan dari kalangan terhormat. Lalu beberapa
anggota keluarganya mendatangi Nabi saw untuk meminta pembebasan
wanita itu dari hukuman pencurian, dengan tegas Nabi saw menolak
permintaan tersebut, dan lalu Nabi saw bersabda: “Seandainya Fatimah
binti Muhammad mencuri, ikatan kekerabatannya tidak dapat
menyelamatkannya dari hukuman”.*

Di samping enam azas pokok di dalam hukum pidana Islam tersebut
di atas, ada azas lain yang bersifat umum yang meliputi semua bidang
dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Azas Keadilan

Azas ini adalah substantif dari segala jenis azas yang ada di dalam
hukum Islam, sehingga tidak mengherankan jika kata adil disebutkan
dua puluh delapan kali di dalam Alqur‘an.’ Banyak sekali ayat Alqur‘an

13 Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, jilid V (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), h. 158.

4 M. Salim al-Awa, The Basis of Islamic Penal Legalism dalam M. Cherif Bassioni,
The Islamic Criminal Justice System (London: Oceana Publications, Inc., 1982),
h. 143-147.

15 Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi‘, al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur‘an
al-Karim (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), h. 448-449.
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yang memerintahkan agar manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.
Karena tanpa adanya keadilan, apapun yang dilakukan manusia akan
menjadi hampa dan selalu mendatangkan hal-hal yang destruktif (merusak).
Di dalam surat Shad [38] ayat 26, Allah swt memerintahkan kepada
para penguasa, penegak hukum yang bertindak sebagai pemimpin di bumi,
agar menegakkan hukum sebaik-baiknya, mampu berlaku adil pada semua
manusia, termasuk kepada dirinya sendiri dan karib kerabatnya, tanpa
memandang kelas sosial, baik kedudukan, asal-usul, keyakinan maupun
kekerabatan para pencari keadilan itu sendiri. Selanjutnya di dalam surat
al-Nisa‘ [4] ayat 135, Allah swt memerintahkan agar keadilan ditegakkan,
menjadi saksi yang adil meskipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan
keluarga dekat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa azas keadilan melingkupi
semua azas yang ada di dalam hukum Islam.

2. Azas Kepastian Hukum

Azas ini menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum jika
peraturannya belum ada. Artinya, tidak ada satu perbuatan yang dapat
dihukum kecuali atas ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada
perbuatan itu. Allah swt menjelaskan azas kepastian hukum ini di dalam
surat al-Isra‘ [17] ayat 15 sebagai berikut:
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya
dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang
sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan
seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami

tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

3. Azas Manfaat

Azas manfaat adalah azas yang menyertai azas keadilan dan kepastian
hukum. Dalam melaksanakan azas keadilan dan kepastian hukum, sangat
layak dipertimbangkan azas kemanfaatannya, baik kepada pelaku, korban
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maupun kepentingan masyarakat luas. Contohnya, jika hukuman mati
dipandang lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat luas, maka
hukuman itulah yang paling tepat dan layak dijatuhkan. Azas manfaat
ini bersumber pada friman Allah swt di dalam surat al-Baqarah [2] ayat
178 sebagai berikut:
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Hai orang-orang yang beriman, diwgjibkan atas kamu qishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang
mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan)
mengikuti dengan carayang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar
(diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula) yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa
yang sangat pedih.

Demikian unsur-unsur jarimah dan azas-azas jinayah yang penting
untuk diketahui oleh umat islam, sehingga wawasan pengetahuan umat
Islam menyangkut persoalan ini dapat terus bertambah dan berkembang.



BAB V

HADIS-HADIS TENTANG JINAYAT
DAN JARIMAH

% alam bab ini akan dibahas hadis-hadis yang menyangkut persoalan
jarimah.

A. JARIMAH KORUPSI

Di dalam etimologi Arab, kata korupsi disebut dengan berbagai
sebutan, diantaranya adalah al-risywah (553'3\w ), al-ihtilds (_»\ =}) dan
al-fasdd (L)) ).! Didalam bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata
sifat “korup”, yang artinya; buruk, rusak, busuk, suka memakai barang
(uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya
untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain). Sedangkan kata korupsi
adalah kata benda yang artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan
uang negara (perusahaan dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi
dan atau orang lain.? Di dalam hadis, Rasulullah saw menggunakan
kata al-ghulul (j;J, ") untuk menyebut istilah korupsi.? Secara kebahasaan,

al-ghulul (3}1};‘) berasal dari kata kerja ghalla (J/_c" : J\j ) 5}&/.6\/}!}1),&),

! Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 161.

2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 596-597.

3 Muhammad Fu‘ad Abdul Bagqi‘, al-LuTu‘ wal Marjan (Bairut: Dar al-Fikr,
1985), h. 710-711.
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artinya adalah khdna (1), yaitu berkhianat. Dengan demikian, orang
yang korupsi adalah orang yang berkhianat terhadap amanah (titipan)
dan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Korupsi adalah bagian
dari jarimah ta’zir dimana sanksi hukumannya ditentukan penguasa.
Di dalam hadis berikut ini Rasulullah saw bersabda berkaitan dengan
korupsi (ghulul).

-

PA ISV (- gy e R Vg [ | St Ve Vel W W A

Lol 55 L e o G e 06 i D )
s B wad e § 2 0 06 i e ik
8 L BLT U038 el 025 U U s 05 )
BT 056 el 0,056 05k o) U 3 e 2Bl
U350 sl i U5 € 05 s ) o LT 6 1
B 055 6 i 55 6, ) o of will s i ol

B B

ks 5 )l Sy SIELT 1 1 B0 LT U )G ]
“Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada
kami Yahya dari Abi Hayyan, ia berkata telah mengabarkan kepadaku
Abu Zur’ah, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah r.a.
ia berkata bahwa Nabi saw berdiri di tengah-tengah kami dan menyebut
tentang ghulul (korupsi), maka sangat berat dosanya, sehingga beliau bersabda:
‘Jangan sampai aku bertemu seseorang pada hari kiamat memikul kambing
di atas lehernya yang mengembik-embik, atau kuda yang meringkik-ringkik,
lalu memanggil: “Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka Rasulullah saw
menjawab, aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikitpun, aku
telah memperingatkanmu”, juga ada orang yang di atas lehernya unta yang

4 Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari,
Shahih al-Bukhari, Bab al-Ghulul, Juz 11, (Kairo: al-Mathba’ah al-Amiriyyah,
1286 H), No. Hadis: 3073, h. 156. Lihat Muhammad Fu'ad Abdul Bagqi®, al-
Lu'lu’ wal Marjan, jilid IV, h. 710-711.
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mengeluarkan suara, lalu berseru; “Ya Rasulallah saw, tolonglah aku, maka
Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu sedikitpun, aku
telah memperingatkanmu”, dan ada juga orang yang di atas pundaknya
memikul emas dan perak, lalu ia berseru; “Ya Rasulallah saw, tolonglah aku,
maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu walau sedikitpun,
aku telah memperingatkanmu”, dan ada pula orang yang di atas lehernya
kain-kain yang berkibar, lalu berseru, “Ya Rasulallah saw, tolonglah aku,
maka Rasulullah saw menjawab, aku tidak dapat menolongmu walau sedikitpun,
bukankah aku telah memperingatkanmu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari matan hadis di atas, jelas tergambarkan bahwa para koruptor
tidak akan ditolong oleh Rasulullah saw dan ini artinya para koruptor tidak
mendapatkan syafa’at dari Nabi saw jika mereka tidak segera memohon
ampunan kepada Allah swt dan bertaubat kepadaNya serta meninggalkan
perilaku korupsinya.

Berikutnya, hadis Nabi saw yang menyebutkan seorang pegawai,
haram menerima hadiah dari orang, karena tugas dan amanah yang
telah dibebankan bagi dirinya atas pekerjaan itu.
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“Telah mengabarkan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada
kami Syu’aib dari al-Zuhri, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Urwah
dari Abi Humaid al-Sa’idi ia berkata; adalah Rasulullah saw mengangkat
seorang ‘amil (pegawai) untuk menerima zakat/sedekah, kemudian setelah
selesai ia datang kepada Nabi saw dan berkata, ini untuk kamu dan yang
ini hadiah yang diberikan orang kepada diriku, maka Nabi saw bersabda
kepadanya; “Mengapa anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda,
untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak?” Kemudian setelah selesai
shalat Nabi saw berdiri, lalu setelah membaca syahadat dan bertahmid kepada
Allah swt beliau bersabda; ‘Adapun setelah itu, mengapa seorang ‘amil (pegawai)
yang diserahi pekerjaan, kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk
kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah
atau ibunya, untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah
yangjiwa Muhammad di tanganNya, tiada seorangpun yang menyembunyikan
sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul
di atas lehernya, apakah berupa unta yang bersuara atau sapi yang bersuara
atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan”.
Abu Humaid berkata; kemudian Nabi saw mengangkat kedua tangannya
sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiaknya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Didalam hadis di atas, terpahami dengan jelas bahwa seorang pegawai
diharamkan menerima hadiah yang menyangkut pelaksanaan tugasnya,
karena tidak mungkin orang memberi hadiah atas kewajiban pekerjaan
seseorang jika tidak ada maksud-maksud tertentu, yang secara agama
terlarang. Menerima hadiah karena tugas atau jabatan tertentu adalah
tindakan gratifikasi dan masuk dalam kategori korupsi.

Didalam hadis berikut ini, Rasulullah saw dengan tegas mengharamkan
suap menyuap yang merupakan bagian dari aktifitas korupsi atau al-risywah:

> Ibid., h. 711-712.
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“Dari ’Abdullah ibn Amar ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw;
“Allah swt melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap”. (H.R.
al-Khamsah kecuali Nasa' i dan dinyatakan shahih oleh Imam al-Tirmidzi)
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“Dari Tsauban, ia berkata; Rasulullah saw telah melaknat orang yang menyuap,

orang yang menerima suap dan orang yang jadi perantara, yaitu orang
yang menghubungkan antara keduanya”. (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani, mengutip ibn Ruslan menerangkan bahwa berdasarkan
kedua hadis di atas, al-risywah atau suap/sogok hukumnya adalah haram
dan pandangan yang sama dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan
Abu Wail mengatakan, jika seorang hakim menerima hadiah, maka berarti
dia makan barang haram dan jika menerima suap, maka sampai pada
peringkat kafir.®

Mengingat korupsi sudah sedemikian merajalela memasuki wilayah
kehidupan manusia di era reformasi Indonesia sekarang ini, maka perlu
adanya wacana penerapan hukum yang berat untuk para koruptor sehingga
benar-benar menimbulkan efek jera dan sekaligus “terapi kejut” bagi yang
tidak melakukan korupsi, karena korupsi adalah perbuatan yang dapat
melumpuhkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan negara serta membuat
masyarakat yang telah miskin menjadi lebih miskin. Oleh karenanya,
dibutuhkan pemimpin yang bersih, jujur dan amanah untuk dapat
melahirkan qanun di wilayah yang diterapkan syari’at Islam, agar para

6 Faisal ibn ‘Abdil ‘Aziz ‘Ali Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar
(Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyah, 1374 H), h. 613.

7 Ibid., h. 614.

8 Ibid., h. 614-615.
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koruptor dapat dihukum dengan ketentuan ta’zir yang memberatkan,
misalnya dengan hukuman potong tangan seperti yang diisyaratkan
di dalam sebuah hadis berikut ini:

o
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“Dari ibn Umar ia berkata, seorang perempuan dari Makhzumiyyah pernah

meminjam sebuah barang, lalu ia mengingkarinya, maka oleh Nabi saw
diperintahkan agar tangannya dipotong”. (H.R. Ahmad dan Nasa i)

Koruptor, bukan hanya sekedar mencuri dan mengingkari amanah
yang telah diembannya, akan tetapi lebih dari itu, ia adalah pengkhianat
yang dapat melahirkan kemudharatan besar terhadap nasib suatu bangsa,
negara dan masyarakat luas. Dalam hal ini hukuman potong tangan bagi
para koruptor masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan pengkhianatan
dan kemudharatan yang dilakukannya. Yang paling tepat koruptor dihukum
dengan hukuman mati, karena tindakan korupsi bahagian dari kejahatan
akhlak dan moral, sama dengan tindakan kejahatan perzinahan muhsan.

B. JARIMAH PENCURIAN

Didalam bahasa Arab, pencurian disebut dengan sarigah (3,), asal
katanya dari kata saraqa (3. ), yasriqu (‘_'5,: ), saraqan (L ;J,,j), wasaraqgatan
(4 3,9 )." Mahmud Syaltut memberi defenisi, pencurian adalah mengambil
harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang
yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.!* Adapun unsur-unsur
pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

2. Bendayang dicuriadalah benda konkrit, sehingga yang dicuri adalah

9 Ibid., h. 60.
10 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 324.
11 Mahmud Syaltut, Figh Al-Qur’an wa Al-Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), h. 113.
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harta yang dapat bergerak, dapat dipindah-pindahkan, tersimpan
oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak.

3. Hartayang dicuri adalah sesuatu yang berharga, paling tidak menurut
pemiliknya.

4. Hartayang dicuri pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta
orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai
hak kepemilikan sedikitpun terhadap harta tersebut.

5. Terdapat unsur kesengajaan untuk memiliki barang curian tersebut
atau ada niat jahat pelakunya.

Asal legalitas sanksi hukuman pencuria adalah Alqur‘an surat al-
Maidah [5] ayat 38 sebagaimana berikut ini:
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, sarigah (pencurian) masuk kedalam salah satu
kategori jarimah hudud yang ketentuan sanksi hukumannya jelas terdapat
di dalam Alqur‘an dan hadis. Berikut ini dipaparkan hadis-hadis yang
berkaitan dengan pencurian (sarigah) seharga tiga dirham atau seperempat
dinar dikenai hukuman potong tangan:
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“Dari ibn Umar bahwa Nabi saw pernah memotong (tangan pencuri karena
mencuri) perisai seharga tiga dirham”. (H.R. Jama’ah)

12 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, Nailul Authar bi Syarh
Muntaqa al-Akhbar (Mesir: Musthafa al-Babil Halabi, 1952), h. 131.
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“Dari Aisyah r.a., ia berkata; Nabi saw pernah memotong tangan pencuri
(karena mencuri) barang seharga seperempat dinar lebih”. (H.R. Jama’ah
kecuali ibn Majah)
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“Dari Aisyah r.a., ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw, potonglah
tangan pencuri (karena mencuri) seharga seperempat dinar dan jangan
kamu potong (tangan pencuri yang mencuri) kurang dari seperempat dinar:
Yang disebut seperempat dinar ketika itu sama dengan tiga dirham, sedangkan
satu dinar sama dengan dua belas dirham”. (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani menjelaskan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh
hadis-hadis di atas berkaitan dengan potong tangan bagi pencuri yang
mencuri barang seharga tiga dirham atau seperempat dinar telah dijadikan
dasar oleh jumhur ulama, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf
termasuk didalamnya Khulafa‘ al-Rasyidin. Meskipun ada perbedaan
antara Imam Malik dan Imam Syafi’i bagi negara-negara yang tidak
menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uangnya.
Menurut Imam Malik bagi negara-negara yang mata uangnya bukan
dinar dan dirham, maka dipergunakan standar dirham (perak) jika harga
nilai dirham dan dinar berbeda. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pokok
standar nilai adalah emas bukan perak, karena menurut Imam Syafi’i
emas adalah pokok barang berharga di bumi ini. Di sisilain, ulama Baghdad
menyebutkan bahwa standar nilai harga barang itu harus dilihat dari
kebiasaan uang yang berlaku di kalangan penduduk suatu negara, artinya

13 Ibid.
14 Ibid.
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suatu negara yang tidak pakai dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai
mata uangnya dapat melakukan impasing seharga tiga dirham atau
seperempat dinar tersebut untuk ukuran potong tangan bagi pencuri
yang mencuri.

Berikut ini kutipan langsung penjelasan Imam Syaukani didalam
kitabnya Nailul Authar, juz VII, halaman 132:
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Berkaitan dengan nisab (batas tertentu) bagi seorang pencuri yang melakukan
pencurian dikenakan (sanksi) potong tangan terjadi perbedaan (pendapat)
antara Imam Malik dengan Imam Syafi’i di satu sisi dan Imam Abu Hanifah
disisi yang lain. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, hukum potong
tangan diberlakukan kepada pencuri yang mencuri seharga tiga dirham
atau seperempat dinar, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah seharga
sepuluh dirham atau satu dinar. Pandangan Imam Abu Hanifah ini didasarkan

kepada hadis riwayat Imam al-Baihaqi dan al-Thahawiy melalui sahabat
ibn ‘Abbas berikut ini:
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15 Ibid., h. 132.
16 Abu al-Husein Ali ibn ‘Umar al-Daraquthniy, Sunan Al-Daraquthniy, Kitab
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Telah mengabarkan kepada kami ibn Sha’id, telah mengabarkan kepada
kami Khalad ibn Aslam, telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn
Idris dari Muhammad ibn Ishaq dari Atha " dari ibn Abbas, ia berkata
adalah di masa Rasulullah saw harga perisai itu sepuluh dirham.

Tetapi pandangan Abu Hanifah tentang harga perisai sepuluh dirham
di masa Nabi saw dibantah oleh hadis riwayat Imam Nasa‘i dari ‘Aisyah,
dimana ‘Aisyah telah bertanya kepada Nabi saw tentang harga perisai
yang dicuri oleh seorang pencuri yang dipotong tangannya oleh Nabi
saw, maka Nabi saw menjawab bahwa harga perisai yang dicuri itu adalah
seperempat dinar atau seharga dengan tiga dirham. Dengan demikian,
penulis berkesimpulan argumen Imam Malik dan Imam Syafi’i untuk
nisab (batas tertentu) untuk sanksi potong tangan bagi pencuri adalah
seperempat dinar atau tiga dirham lebih dapat diterima, mengingat hadis
yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dengan ukuran sepuluh
dirham atau satu dinar bertentangan dengan hadis riwayat Jama’ah
kecuali ibn Majah dari banyak jalur periwayatan, diantaranya dari jalur
Aisyah dan ibn ‘Umar.

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam Syafi’i, Imam Malik,
Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah tidak ada perbedaan, bahwa batas
tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Dan
pemotongan tangan itu untuk kasus pencurian yang pertama kali dilakukan
adalah potong tangan sebatas pergelangan tangan sebelah kanan. Jika
di kemudian hari terjadi pengulangan pencurian kembali oleh orang yang
sama, maka dipotong tangan kirinya sebatas pergelangan tangannya.
Adapun untuk seorang pencuri yang telah mencuri berulang kali, menurut
hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Jabir ibn Abdillah, hukumannya
adalah hukuman mati, sebagaimana hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdillah ibn ‘Ubaid
ibn Aqil al-Hilali, telah mengabarkan kepada kami kakekku dari Mush’ab
ibn Tsabit ibn Abdillah ibn al-Zubair dari Muhammad ibn al-Munkadir
dari Jabir ibn Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan
seorang pencuri kepadanya, lantas beliau bersabda, bunuhlah ia, para
sahabat berkata, wahai Rasulullah saw, ia hanya mencuri, lalu Rasulullah
saw bersabda, potonglah tangannya, maka dipotonglah tangan pencuri itu.
Kemudian didatangkan pencuriyang sama untuk kedua kalinya, lantas beliau
bersabda, bunuhlah ia, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia hanya
mencuri, lalu Rasulullah saw bersabda, potonglah tangannya, maka dipotonglah
tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya,
lantas Rasulullah saw bersabda, bunuhlah ia, sahabat kembali berkata,
ya Rasulullah, ia hanya mencuri, maka Rasulullah saw bersabda, potonglah
ia, maka kemudian didatangkan kembali kepada Rasulullah saw pencuri
itu untuk yang keempat kalinya, maka Rasulullah saw bersabda, bunuhlah
ia, lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, ia hanya mencuri, maka Rasulullah
saw bersabda, potonglah ia. Dan kemudian ketika pencuri yang sama
didatangkan kembali untuk yang kelima kalinya, Rasulullah saw bersabda,
bunuhlah ia. Jabir berkata, maka kami segera membunuhnya, kemudian

al-Hudud wa al-Diyat wa Ghairihi, jilid IV (t.tp: Muassasah al-Risalah, t.th), No.
Hadis: 3424, h. 257.

17 Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistaniy al-Azadiy, Sunan Abi Daud,
Bab Fi al-Sariqi Yasriqu Miraran, jilid II, juz 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No.
Hadis: 4410, h. 142.
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kami menyeretnya pelan-pelan dan melemparkan mayatnya kedalam
sumur, lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Daud)

Berdasarkan hadis di atas, seorang pencuri yang melakukan pencurian
berulang-ulang, maka hukumannya adalah dibunuh dengan catatan
ukuran berulang-ulang dalam pencurian adalah lima kali pengulangan
dalam pencurian oleh orang yang sama.

Didalam hukum Islam, orang yang berkedudukan sebagai musafir
(orang dalam perjalanan), dilarang melaksanakan hukum potong tangan
bagi pencuri, hukum potong tangan hanya boleh dilaksanakan oleh orang
mukim atau orang yang tidak sedang menjalani perjalanan atau musafir.
Hal ini sebagaimana hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Shalih, telah mengabarkan
kepada kami ibn Wahab, telah memberitakan kepadaku Haiwah ibn Syuraih
dari Ayyasy ibn Abbas al-Qitbani dari Syiyaim ibn Baitan dan Yazid ibn
Shubh al-Ashbahi dari Junadah ibn Abi Umayyah, ia berkata, ketika
kami bersama Musair ibn Arthah dalam sebuah perjalanan laut, lalu kami
didatangi pencuriyang dikenal dengan panggilan Mishdar; ia telah mencuri
seekor unta berleher panjang, ia (Musair ibn Arthah) berkata, aku telah
mendengar Rasulullah saw bersabda; jangan menghukum potong tangan

ketika dalam perjalanan. Jika Rasulullah saw tidak mensyari’atkan yang
demikian, tentu aku sudah memotong tangan pencuri itu. (H.R. Abu Daud)

18 Ibid., Bab Fi al-Rijal Yasriqu Fi al-Ghazwi Ayuqtha’, jilid II, juz 3, No. Hadis:
4408, h. 142.
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Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri kain kafan
mayit yang telah dikuburkan tanpa mengikuti kadar memenuhi persyaratan
tiga dirham atau seperempat dinar. Pencuri kain kafan mayit yang telah
dikuburkan itu disebut dengan istilah al-nabbas (C44e66Ee6CO&). Hal ini
sesuai dengan hadis Rasulullah saw berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada
kami Hammad ibn Zaid dari Abi Tmran dari al-Musya’ab ibn Tharif dari
Abdillah ibn al-Shamit dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda
kepadaku, wahai Abu Dzar! Aku menjawab, aku mendengar panggilanmu
wahai Rasulullah, dan semoga kebahagiaan menyertaimu, lalu Rasul saw
bertanya, bagaimana menurutmu jika seorang manusia meninggal dunia
kemudian kuburannya dijaga oleh penjaga? Aku menjawab, Allah dan
RasulNya yang lebih mengetahui tentang hal itu (Allah dan RasulNyayang
menentukan hal itu), maka Rasul saw bersabda; hendaknya kau bersabar
atau beliau bersabda, bersabarlah! Abu Daud mengatakan bahwa Hammad
ibn Abu Sulaiman berpendapat bahwa pencuri kain kafan mayit yang
telah dikubur harus dihukum dengan potong tangan, karena ia telah memasuki
tempat tinggal mayit secara paksa. (H.R. Abu Daud)

¥ Ibid., Bab Fi Qath’i al-Nabbas, jilid II, juz 3, No. Hadis: 4409, h. 142.
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Adapun pencurian buah-buahan didalam hadis Rasulullah saw
tidak dikenakan hukuman potong tangan, hal tersebut diuraikan melalui
hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun, sesungguhnya dia Yahya
ibn Sa’id, bahwa Muhammad ibn Yahya ibn Hibban mengabarkannya dari
Rafi’ ibn Khadij, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda;

hukuman potong tangan tidak diberlakukan dalam kasus pencuri buah
dan mayang pohon kurma.

Hadis yang sejenis juga diriwayatkan oleh sebagian perawi dari
Yahya ibn Sa’id dari Muhammad ibn Yahya ibn Sa’id dari Muhammad
ibn Hibban dari pamannya Wasi’ ibn Hibban dari Rafi’ marfu’ kepada
Nabi saw. Hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak jalur sahabat, diantaranya
Anas ibn Malik.*!

Yang perlu dicatat adalah bahwa tidak dihukum potong tangan
bagi pencuri buah-buahan yang tidak mencapai harga perisai, yaitu
tiga dirham atau seperempat dinar. Jika mencapai harga perisai, yaitu
tiga dirham atau seperempat dinar, meskipun itu buah-buahan, pencurinya
tetap dipotong tangannya, hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:
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20 Abu Muhammad Abdillah ibn Abdirrahman ibn al-Fadhl ibn Bahram al-
Darimiy, Sunan al-Darimiy, Bab Ma La Yaqtha’ Fihi Min al-Tsamar, jilid II, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1984), No. Hadis: 2304, h. 174.

21 Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid III, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1981), h. 5.
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id, telah mengabarkan
kepada kami al-Laits dari ibn Ajlan dari Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari
kakeknya Abdillah ibn Umar ibn al-Ash dari Rasulillah saw, bahwa beliau
pernah ditanya tentang hukum buah kurma yang masih menggantung di
pohon, beliau bersabda, siapa yang memakan buah kurma yang masih
menggantung di pohonnya sesuai kebutuhannya tanpa mengantongi satu
pun, maka tidak mengapa baginya (tidak dihukum apapun), dan siapa
yang sempat membawa pergi sesuatu darinya, maka ia harus membayar
denda seharga dua kali lipat buah yang diambilnya dan dikenai hukuman.
Dan siapa mencuri buah kurma yang masih menggantung di pohonnya
setelah dikumpulkan mencapai nilai seharga perisai perang (tiga dirham
atau seperempat dinar), maka ia mendapatkan hukuman potong tangan.
Dan siapa yang mencuri buah kurma kurang dari harga perisai perang,
maka ia harus membayar denda dua kali lipat dari harga buah yang
dicurinya dan didera dengan hukuman.

Adapun ketentuan hukuman dera bagi para pencuri buah yang
kurang dari harga perisai perang diluar denda, ditentukan oleh ketentuan
yang dibuat penguasa dalam bentuk qanun atau peraturan perundang-
undangan yang khusus untuk hal tersebut.

Di dalam atsar ‘Utsman ibn Affan, disebutkan orang yang mencuri
buah jeruk seharga tiga dirham dipotong tangannya. Atsar tersebut
sebagai berikut:
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22 Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistaniy al-Azadiy, Sunan Abi Daud,
Bab Ma La Qath’a Fihi, jilid II, juz 3, No. Hadis: 4392, h. 86.
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Dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik dari Abdillah ibn Abi Bakar
dari ayahnya dan bersumber dari Amrah binti Abdurrahman, ia berkata,
sesungguhnya ada seorang pencuri buah jeruk di zaman (pemerintahan)
‘utsman ibn Affan, lalu oleh ‘Utsman diperintahkan agar dinilai, maka
buah itu dinilai seharga tiga dirham dengan kurs (nilai tukar) dua belas
dirham dalam satu dinar, lalu ‘Utsman memotong tangan si pencuri itu.
(H.R. Malik)

Seorang pencuri yang melakukan pencurian seharga perisai atau
tiga dirham atau seperempat dinar, jika mendapatkan kemaafan dari
pemiliknya sebelum dibawa ke pengadilan dapat dibatalkan hukuman
potong tangannya. Dan jika sudah dibawa ke pengadilan, kemaafan
tidak bisa menggugurkan hukuman potong tangan. Hal ini sesuai dengan
hadis berikut ini:
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2 Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Abu ‘Abdillah al-Madaniy, al-Muwatha ",
Bab Ma Yajibu Fihi al-Qatha’, jilid I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No. Hadis: 1526,
h. 580-581.

24 Ibid., Bab Tarki al-Syafa’ah Lissariq idza Balagha al-Sulthan, No. Hadis:
1532, h. 586.
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Dan mengabarkan kepadaku dari Malik dari ibn Syihab dan bersumber
dari Shafwan ibn Abdillah ibn Shafwan bahwa sesungguhnya Shafwan
ibn Umayyah diberi kabar; jika ia tidak hijrah, maka rusaklah, lalu Shafwan
ibn Umayyah sampai di Madinah, kemudian tidur di dalam masjid dan
selendangnya dipakai bantal. Kemudian datanglah seorang pencuri mengambil
selendangnya. Lalu Shafwan memegang pencuri itu, kemudian membawanya
kehadapan Rasul saw, lalu Rasul saw memerintahkan agar memotong
tangannya, maka Shafwan berkata kepada Rasul saw, sungguh saya tidak
menghendaki itu, wahai Rasul saw, selendang itu adalah sebagai sedekah
buatnya, lalu Rasul saw bersabda, maka mengapa tidak sebelum engkau
membawanya kepadaku?

Hadis di atas menjadi lebih jelas dalam kasus sahabat al-Zubair
ibn al-Awwam dalam atsar sahabat berikut ini:
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Dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bersumber dari Rabi’ah
bin Abi Abdirrahman bahwa sesungguhnya al-Zubair ibn al-Awwam bertemu
seorang lelakiyang memegang pencuri, sedangkan ia hendak membawanya
kepada penguasa, lalu al-Zubair menolongnya agar orang tersebut berkenan
melepaskan pencuri tersebut. Maka laki-laki itu berkata, tidak, jika saya
belum membawanya kepada penguasa, maka al-Zubair berkata; jika engkau
telah sampai kepada penguasa dengan membawanya, makaAllah swt memberi
laknat kepada orang yang menolong dan orang yang ditolong. (H.R. Malik)

Hadis dan atsar sahabat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa
pengampunan atau pemberian maaf sesudah diajukan ke tangan hakim

% Jbid., No. Hadis: 2439, h. 586-587.
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atau pengadilan tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan.
Pema-hamannya menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bagi
pencuri itu dapat gugur karena dimaafkan sebelum diajukan ke pengadilan.?

Selanjutnya Rasulullah saw juga memotong tangan orang yang
meminjam barang, namun mengingkarinya atau melakukan penggelapan
terhadap barang yang dipinjamnya. Hal ini sebagaimana hadis berikut ini:
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Dari Aisyah, ia berkata seorang perempuan dari Makhzumiyyah pernah
meminjam sebuah barang lalu ia mengingkarinya, maka oleh Nabi saw
diperintahkan agar dipotong tangannya, lalu keluarganya menemui Usamah
ibn Zaid supaya membelanya, kemudian ia berbicara kepada Nabi saw dan
Nabi saw menjawab kepada Usamah, wahai usamah! Aku tidak memandangmu
dapat memberikan pertolongan tentang masalah had (hukuman) dari
hukum-hukum Allah Azzawa Jalla. Kemudian Nabi saw berdiri menyampaikan
pesannya, seraya bersabda: sesungguhnya umat sebelum kamu dahulu
pernah hancur, dikarenakan jika dikalangan mereka itu ada seorang yang
terhormat yang mencuri, mereka membiarkannya, tetapi jika kebetulan

yang mencuri itu dari kalangan orang yang lemah, maka mereka potong
tangannya. Demi Allah swt yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh

26 Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukaniy, Nailul Authar, jilid V, h.
162-163.
27 Ibid., h. 138-139.
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jika Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti akan kupotong tangannya.
Begitulah, lalu Nabi saw memotong tangan perempuan Makhzumiyyah
itu. (H.R. Ahmad, Muslim dan Nasa i)

Didalam hadisdi atas, orang yang mengingkari pinjaman dikategorikan
sebagai pencuri. Dan hukum penggelapan barang juga sama dengan
hukum orang mencuri. Sanksi hukumnya juga sama, jika barang yang
digelapkan telah mencapai tiga dirham atau seperempat dinar, maka
berlaku hukum potong tangan.

Seorang pencuri yang membuat pengakuan telah mencuri seharga
tiga dirham dan pengakuan itu dinyatakan minimal dua kali, maka
hukum potong tangan telah dapat diterapkan kepadanya. Hal itu didasarkan
kepada hadis berikut ini:

b g ITg ade ) Jo ) Jgur ) JWib £ LW ans o 5o d g Ul 2ol O3 els
ae B Juo &) Jgey Jid JBUW o o5 0 L JB S e ST L
L;Léc&‘J}wJA.SJuJA;‘jb—ﬁojxjabgjuw‘}fﬁ:—(:oygﬁ‘rl‘wjd?j

28.6%.)}\) j—’ij .\.A"T ob)%) ”4.3.1.9 - (,..@ﬂ\ VJMJ A.STJ
Dari Abu Umaymah al-Makhzumi, bahwa Rasulullah saw pernah dihadapkan
kepadanya seorang pencuri, lalu ia mengakui dengan terus terang, padahal
tidak terdapat padanya satupun barang bukti. Lalu Rasulullah saw bersabda
kepadanya, aku tidak mengira bahwa engkau telah mencuri. Ia menjawab,
betul aku mencuri dua kali atau tiga kali. Abu Umayyah berkata, lalu
Rasulullah saw menyuruh (kepada para sahabat), potonglah tangannya,
setelah itu bawalah ia kemari. Abu Umayyah mengatakan, lalu merekapun
memotong tangannya, kemudian membawanya ke tempat Nabi saw, maka

Nabi saw bersabda kepadanya, ucapkanlah; ‘Aku minta ampun kepada
Allah dan bertaubat kepadaNya”, lalu ia meminta ampun kepada Allah

28 Ibid., h. 140.
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dan bertaubat kepadaNya, selanjutnya Rasul saw berdo’a untuknya,
ya Allah! Terimalah taubatnya. (H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Hadis di atas menerangkan dengan jelas bahwa seorang pencuri
yang telah mengakui bahwa ia telah mencuri dengan minimal dua kali
pengakuan, meskipun tanpa barang bukti dan saksi, jika yang dicuri
mencapai tiga dirham dapat dihukum dengan hukuman potong tangan.

Hal tersebut diperjelas dengan Atsar dari ‘Ali ibn Abi Thalib berikut

ini:
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Dari al-Qasim ibn Abdurrahman dari Ali, ia berkata, pencuri tidak dipotong
tangannya sehingga ia bersaksi atas dirinya dua kali. Demikian yang diceritakan

Imam Ahmad dalam riwayat Mihna dan Imam Ahmad menjadikannya
sebagai hujjah.

Dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah,
Rasulullah saw bersabda:
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Bawalah dia pergi, maka potonglah tangannya kemudian obatilah ia.

(H.R. al-Daraquthniy)

Di dalam hadis, juga dijelaskan tangan pencuri yang telah dipotong

2 Ibid., h. 141.
30 Ibid.
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sebagai hukuman digantungkan ke leher orang yang mencuri itu untuk
menimbulkan efek jera sebagaimana hadis berikut ini:
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Dari Abdurrahman ibn Muhairiz, ia berkata, aku pernah bertanya kepada
Fudhalah ibn ‘Ubaid tentang menggantungkan tangan yang telah dipotong
di leher pencuri, apakah itu termasuk sunnah? Fudhalah menjawab, pernah
ada seorang pencuri yang dibawa menghadap Rasul saw, lalu kupotong
tangannya, kemudian kugantungkan di lehernya. (H.R. al-Khamsah kecuali
Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas pencuri yang telah dipotong tangannya
wajib diobati agar tidak berbahaya bagi jiwanya dan tangan yang telah
dipotong dianjurkan dikalungkan di lehernya.

C. JARIMAH HIRABAH (PERAMPOKAN)

Hirabah berasal dari bahasa Arab, haraba (I6NGEG), yahrubu (6IGNGES)
dan harban (féNﬁEGC), masing-masing berkedudukan sebagai fi'lul madhi
(kata kerja telah lalu), fi'lul mudhari’ (kata kerja sedang atau akan)
dan mashdar (akar kata), yang artinya merampas hartanya. Di dalam
Kamus Lisan al-Arab ibn Manzhur disebutkan contoh:
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Merampasnya adalah hartanya yang dirampasnya, tidak disebut seperti
itu kecuali setelah apa yang dirampasnya.

311bid.
32 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 347.
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Secara istilah, jarimah hirabah disebut dengan gangguan keamanan
dijalan umum. A. Djazuli menjelaskan, hirabah (perampokan) adalah
kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan
atau ancaman kekerasan untuk pengambilan harta orang lain. Dimana
dampak psikologis dari perbuatan hirabah tersebut membuat para korban
menjadi traumatis. Dengan demikian, syari’at Islam memberikan sanksi
hukum yang sangat berat berkaitan dengan jarimah hirabah ini, sehingga
hirabah sering juga disebut dengan istilah sariqah kubra (pencurian besar).*

1. Unsur-Unsur Hirabah dan Hulzumannya di
Dalam Alquran
Unsur utama jarimah hirabah menurut Rahmat Hakim ada lima,**
yaitu sebagai berikut:
a. Dilakukan di jalan umum atau di luar tempat tinggal korban.
Dilakukan secara terang-terangan.
Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
Adanya pemindahan barang yang bukan miliknya.

P ap T

Adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan itu.

Hukuman pelaku hirabah di dalam Alquran merujuk pada surat
al-Maidah [5] ayat 33 berikut ini:
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

3 A. Djazuli, Fikih Jinayah, Kajian Awal Tentang Ta‘zir (Bandung: IAIN Sunan
Gunung Jati, 1991), h. 28.
34 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 88.
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dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan
di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat di atas, terdapat empat macam hukuman yang berkaitan
dengan jarimah hirabah atau tindak pidana perampokan, yaitu:

Hukuman mati,
Disalib,
Dipotong tangan dan kakinya secara silang,

S

Dibuang dari negeri tempat tinggal mereka.

Dalam pandangan Fikih Empat madzhab, terjadi perbedaan dalam
memahami surat al-Maidah [5] ayat 33 di atas, perbedaan dalam memahami
ayat tersebut dibedakan dalam dua kelompok,* yaitu:

1. Menurut Imam Malik, sanksi hirabah atau sanksi terhadap muhrib
(pelaku hirabah) diserahkan kepada penguasa untuk memilih secara
alternatif dari empat sanksi yang disebutkan oleh Alquran surat
al-Maidah [5] ayat 33 tersebut. Karena menurut Imam Malik, kata
“au” di dalam ayat tersebut bermakna littakhyir (untuk memilih).
Dengan demikian, pelaku hirabah dijatuhkan hukuman oleh penguasa
sesuai dengan salah satu dari empat tipe hukuman yang ada sesuai
kadar kemaslahatannya.

2. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
ibn Hanbal, bahwa hukuman bagi tindak pidana hirabah (perampokan)
harus disesuaikan dengan jenis hirabah itu sendiri. Karena menurut
ketiga Imam Madzhab di atas, kata “au” di dalam surat al-Maidah [5]
ayat 33 tersebut bermakna bayan wa tafshil (penjelasan dan rincian).
Dengan demikian, jumlah hukuman dalam persoalan hirabah tersebut
adalah empat, yaitu hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan
kakinya secara silang dan dibuang dari negeri tempat mereka tinggal.

% Ibid., h. 89.
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Demikian pemahaman hukuman hirabah yang bersumber dari
Alquran yang dipegang oleh ulama empat madzhab di kalangan ahlu
sunnah wal jama’ah.

2. Hirabah dan Penerapan Hulzumannya Menurut
Hadis Nabi saw

Didalam Kitab Musnad al-Syafi’i, dikutipkan atsar Sahabat ibn ‘Abbas
berkaitan dengan hirabah (perampokan) sebagai berikut:

g s ¢ ilegs 1 (2] A ol oo TR S0t Lo e ) s
1l QU1 15ds T 18 155 1, ks DU sy 1405 131 g
By O o el el il 1 4y I 1T 3 \jifjm’(i

.4 3L ol g 2 (158 NP VJJM\ JRO

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim dari Shalih Maula al-Tauamah
dari Ibn Abbas dalam persoalan merampok harta. Jika mereka membunuh
dan merampok harta, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Jika
mereka membunuh dan tidak merampok harta, maka mereka hanya dibunuh
dan tidak disalib. Jika mereka hanya merampok harta dan tidak membunuh,
maka tangan dan kaki mereka dipotong secara silang (tangan kanan
dan kaki kiri). Jika mereka hanya menakuti-nakuti orang-orang yang
lewat tanpa merampok harta, maka mereka hanya diasingkan (diusir)
dari tempat tinggalnya”. (H.R. al-Syafi'i)

Imam Muhammad Abid al-Sindiy didalam Ratib Musnad al-Syafi’i
menjelaskan bahwa yang dimaksud &, UA | ¢ (memotong jalan) adalah:
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3 Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafii, Tartib al-Musnad Li al-Syafi’i
(Mesir: Dar al-Kutub al-Milkiyah, 1990), h. 86.
37 Ibid.
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Memotongjalan (Qatha’u al-Thariq) adalah merampok harta atau membunuh
atau teror dengan mengandalkan kekuatan dan kembali dari syari’at
(Hukum Islam) kepada syari’at yang lain.

Dengan atsar ibn Abbas di atas, penerapan hukum bagi pelaku
hirabah yang terdapat di dalam surat al-Maidah [5] ayat 33 telah menjadi
jelas, yaitu sebagai berikut:

1. Jika seseorang merampok harta dan membunuh, maka hukumnya
dibunuh dan disalib;

2. Jike seseorang membunuh, tetapi tidak merampok harta, maka
hukumnya dibunuh;

3. Jika seseorang merampok harta, tetapi tidak membunuh, maka
hukumnya tangan dan kaki dipotong silang (dipotong tangan kanan
dan kaki kiri);

4. Jikaseseorang menakut-nakuti tanpa merampok harta, maka hukumnya
diasingkan dari tempat tinggalnya.

Beberapa penjelasan tambahan dari keempat bentuk jarimah dan
jenis hukumannya di atas adalah sebagai berikut:

a. Hukuman Mati dan Disalib

Membunuh dan merampas harta korban dalam pada saat yang sama,
berarti telah melakukan dua bentuk jarimah, yaitu jarimah pembunuhan
dengan sengaja dan jarimah mengambil harta korban dengan sengaja.
Didalam hukum Islam, pembunuhan dengan sengaja, hukumnya adalah
hukuman mati, jika ditambah dengan kesengajaan merampok harta,
maka ada pemberatan hukuman sesuai dengan hasil rampokan yang
dilakukan. Dan perlu dipahami bahwa hukuman mati dalam kasus
pembunuhan disertai perampokan ini adalah hukuman hudud bukan
gishash. Oleh karenanya, tidak ada pemaafan bagi pelaku. Ada sudut
pandang yang berbeda diantara ulama berkaitan dengan pelaksanaan
hukuman mati sekaligus hukuman salib ini. Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik memilih hukuman salib didahulukan kemudian dilanjutkan
dengan hukuman mati, artinya disalib dahulu baru dibunuh. Karena,
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dengan demikian muhrib (pelaku hirabah) dapat merasakan penderitaan
dari hukuman yang dijalaninya. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad ibn Hanbal berpendirian sebaliknya, yaitu hukuman mati didahulukan
dari disalib. Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal
didasarkan kepada surat al-Maidah [5] ayat 33, yaitu penyebutan kata
\}125:' (dibunuh) baru kemudian kata \;1: (disalib). Disamping itu, keduanya
juga berpandangan bahwa mendahulukan tindakan penyiksaan yang
melampaui batas tidak seharusnya terjadi.

Menurut Rahmat Hakim,*® didalam hukum positif, perbuatan yang
menyerupai jarimah hirabah diancam dengan hukuman mati atau penjara
paling lama dua puluh tahun (KUHP pasal 365 ayat 4). Meskipun dalam
tindak pidana ini tidak disertai tambahan hukuman, semacam salib di
dalam Islam, dalam pelaksanaannya, hukuman mati dilakukan setelah
mengikat si terpidana pada tonggak kayu (pohon) yang mirip dengan
salib, baru kemudian ditembak mati.

b. Hukuman Mati

Hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perampok dan pelaku gangguan
keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan
harta korban. Hukuman mati ini juga masuk jenis hukuman hudud bukan
qishash, sehingga tidak berlaku kemaafan. Jarimah ini dilakukan di
ruang publik, dijalanan umum dan berkaitan dengan gangguan keamanan,
sehingga GPK atau semua gerakan pengacau keamanan yang telah sampai
pada tindakan pembunuhan dapat dihukum bunuh. Beda jarimah hirabah
dan jarimah gishash yang dapat dimaafkan adalah jarimah gishash tidak
menyangkut gangguan keamanan.

c. Hukuman Potong Tangan dan Kaki Secara Bersilang

Rahmat Hakim**menjelaskan hal ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan
perampokan di jalan umum. Dalam hal ini yang diambil hanya hartanya

38 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 91-92.
39 Ibid., h. 92.
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saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh. Hukuman ini disebabkan perbuatan
si pelaku bukan hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri,
tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan, bahkan bisa jadi disertai pembunuhan jika korban melakukan
perlawanan. Dengan demikian, wajar jika pelaku tindak pidana ini
hukumannya dilipatgandakan dalam bentuk potong tangan dan sekaligus
potong kaki secara silang (tangan kanan dan kaki kiri dipotong).

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku hirabah yang sengaja membuat
onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti,
mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Meskipun
tindakan itu tidak membawa dampak kerugian secara materi, tetapi dapat
dipastikan berdampak secara kejiwaan bagi masyarakat. Atas dasar itulah
pelaku hirabah pantas diberi sanksi berat, yaitu diisolasi. Mayoritas fugaha*
berpendapat lamanya pengasingan itu sama dengan sanksi pengasingan
zina ghairu muhshan, yaitu satu tahun.*’ Dalam hadis riwayat Imam
al-Bukhari disebutkan sebagai berikut:
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Telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah mengabarkan
kepada kami al-Laits dari ‘Uqail dari ibn Syihab dari Sa’id ibn al-Musayyab
dari Abu Hurairah r.a., adalah Nabi saw pernah memutuskan hukuman
orang berzina yang bukan muhshan (belum pernah menikah), yaitu dengan
diasingkan selama setahun dan dikenakan hukuman dera. (H.R. al-Bukhari)

40 Ibid., h. 94.

4 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-
Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab Kitab Bada"u al-Wahyi, Juz 8, (Kairo: al-Mathba’ah
al-Amiriyyah, 1286 H), No. Hadis: 6833, h. 212.
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D. JARIMAH PERZINAHAN

Secara kebahasaan, zina berasal dari bahasa Arab, -y (fi'lul madhi),
;5;.’ (fi'lul mudhart’), @"(mashdar) dan 'y (mashdar), artinya berbuat
zina atau yang mengandung sifat zina (CSJ )42

Sedangkan secara istilah, menurut kitab al-Mausu’ah al-Fighiyyah
juz 24 halaman 18 adalah sebagai berikut:
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Zina menurut ulama al-Syafi’iyyah adalah memasukkan hasyafah (kepala

zakar) atau sebagian zakar kedalam faraj (kemaluan perempuan) yang
haram secara ‘ain (asli) dalam keadaan tidak samar atau syubhat.

Imam ibn Rusyd mendefenisikan zina sebagai persetubuhan yang
dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan pula karena kepemilikan
hamba sahaya. Abdurrahman al-Jaziri mengartikan zina sebagai berikut:
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Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah terkena

beban taklifi (kewajiban) dalam faraj (kemaluan perempuan) yang bukan
istrinya.

Berikutnya penting dipaparkan hadis-hadis yang menyangkut perzinahan.

1. Sanksi Zina dan Aplikasi Hukumannya

Siapa pun yang melakukan perzinahan, maka baginya ada tiga
ketentuan hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan
(isolasi atau pembuangan) dan rajam (dilempari batu sampai mati).

42 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid 4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 418.

4 Abdurrahman al-Jaziriy, al-Figh Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid V, (Kairo:
Darul Hadis, 2004), h. 44.
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Hukuman cambuk dan pengasingan berlaku kepada pelaku zina ghairu
muhshan, yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah. Sedangkan
hukum rajam hanya berlaku bagi pezina muhshan, yaitu yang telah
pernah menikah.

Sanksi zina dan aplikasi hukumannya ini dilihat didalam Alquran
surat al-Nur [24] ayat 2 berikut ini:
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Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat Alquran di atas mendapatkan bayan tafshil (penjelasan rincian)
melalui hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada
kami Yahya dari Sa’id ibn Abi Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dari
Hiththan ibn Abdillah al-Raqasyi dari ‘Ubadah ibn Shamit, ia berkata,
Rasulullah saw bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah
menjadikan bagi para perempuan had, janda dan duda muhshan yang

4 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Daud, Jilid 3, (Bairut:
Darul Fikri, 2008), h. 100-101.
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berzina dicambuk seratus kali dan dirajam (dilempari batu), sedangkan
perawan dan perjaka yang berzina dicambuk seratus kali dera dan
diasingkan selama satu tahun.

Didalam Alquran, hukum rajam bagi pezina muhshan (sudah
pernah menikah) tidak disebutkan secara tersurat hukum rajam bagi
pezina muhshan ditetapkan oleh Rasulullah saw didalam banyak hadis
berdasarkan pemahaman yang tersirat dari surat al-Nur [24] ayat 2
dari berbagai jalur periwayatan diantaranya adalah sebagai berikut:
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Muhammad al-Nufailiy,
telah mengabarkan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami
al-Zuhriy dari ‘Ubaidillah ibn Abdillah ibn ‘Utbah dari Abdullah ibn Abbas

bahwa Umar ibn Khattab telah berpidato seraya berkata; “Sesungguhnya
Allah mengutus Muhammad saw dengan kebenaran dan menurunkan

gé“‘:k&ngﬁﬁu‘%‘
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kepadanya Alquran yang didalamnya diturunkan ayat tentang rajam.
Lalu kami baca dan menelitinya dan Rasulullah saw menerapkan hukum
rajam dan kami pun memberlakukannya setelah beliau (tidak ada). Aku

4 Jbid.
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khawatir ketika zaman terus berlalu akan ada seseorang yang berkata,
kami sama sekali tidak mendapati ayat tentang rajam didalam Alquran,
maka kemudian orangpun akan menjadi sesat dengan meninggalkan sebuah
kewajiban yang telah disyari’atkan Allah swt. Maka hukum rajam adalah
sebuah keebenaran untuk diterapkan kepada pelaku zina baik laki-laki
maupun perempuan yang muhshan (sudah pernah menikah), orang yang
telah memiliki ikatan perjanjian, orang yang hamil, atau orang yang telah
mengakui dirinya telah berzina. Demi Allah, jika bukan karena ada seseorang
yang akan mengatakan bahwa Umar telah menambah didalam Kitab Allah
swt, niscaya aku akan menuliskan Alquran. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Pelaku zina dapat dirajam berdasarkan pengakuan yang disampaikannya
kepada penegak hukum, hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Kamil, telah mengabarkan kepada
kami Yazid ibn Zurai’, telah mengabarkan kepada kami Khalid, yakni al-
Hadza‘dari Tkrimah dari ibn Abbas bahwa Ma’iz ibn Malik telah datang
kepada Nabi saw dan mengatakan bahwa ia telah melakukan zina, tetapi
kemudian Nabi saw berpaling darinya (tidak menanggapi), hingga Ma’iz
terus mengulanginya dan Nabi saw tetap tidak menanggapinya bahkan
Nabi saw bertanya kepada kaumnya, apakah dia gila? Mereka menjawab,
dia tidak apa-apa (tidak gila). Lalu Nabi saw bertanya kepadanya, apakah
kamu benar-benar telah melakukannya? Ma’iz menjawab, benar. Maka
beliau (Nabi saw) memerintahkan agar ia dirajam. Lalu rajam pun

4 Ibid., h. 106.
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dilaksanakan sampai Ma’izmeninggal dunia dan Nabisaw enggan menshalatirntya.
(H.R. Abu Daud)

Berdasarkan matan hadis riwayat Muslim dari ibn ‘Abbas bahwa
pengakuan pelaku zina dalam kasus Ma’iz adalah empat kali pengakuan.
Sehingga ini dijadikan patokan hukum.
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Telah mengabarkan kepada kami Nashr ibn Ally, telah memberitakan kepada
kami Abu Ahmad, telah mengabarkan kepada kami Israil dari Simak ibn
Harb dari Sa’id ibn Jubair dari ibn Abbas, ia berkata; Ma’iz ibn Malik
pernah datang kepada Nabi saw dan mengakui bahwa ia tela berzina, ia
mengatakannya sebanyak dua kali, tetapi Nabi saw tidak menanggapinya,
kemudian Ma’iz datang lagi kepada Nabi saw dan mengaku bahwa ia
telah berzina, ia mengatakannya dua kali, maka Nabi saw bersabda;
kamu telah bersaksi tentang itu sebanyak empat kali, maka wahai or-
ang-orang, tangkaplah ia dan rajamlah ia. (H.R. Muslim)

Patokan empat kali pengakuan bagi pezina muhshan untuk dirajam
diperkuat oleh hadis Jabir ibn ‘Abdillah berikut ini:
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47 Ibid., h. 108.
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Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam telah
datang kepada Rasulullah saw dan mengaku telah berzina, namun Rasulullah
saw tidak menanggapinya, kemudian laki-laki itu kembali mengakui ia telah
berzina, tetapi Nabi saw tetap tidak menanggapinya, sehingga laki-laki itu
bersaksi atas perzinahan yang dilakukan dirinya sebanyak empat (4) kali.
Maka barulah Rasulullah saw bertanya, apakah kamu gila? Laki-laki itu
menjawab, tidak. Rasulullah saw kembali bertanya, apakah kamu telah
menikah? Laki-laki itu menjawab, ya sudah menikah. Maka Rasulullah saw
memrintahkan agar laki-laki itu ditangkap dan dirajam di tanah lapang
tempat shalat. Ketika laki-laki itu merasakan lemparan batu, ia pun kabur;
tetapi kemudian ia tertangkap lagi dan kembali dirajam hingga mati. Kemudian

Nabi saw berkata-kata tentang laki-laki itu dengan perkataan yang baik,
namun Nabi saw tidak menshalatinya. (H.R. Muslim)

Dalam Hukum Islam, pelaku zina baik muhshan maupun ghairu
muhshan diterapkan hukum rajam atau jilid bagi yang membuat pengakuan.
Sedangkan bagi yang tidak mengaku dan tidak ada bukti serta saksi yang
memenuhi aspek persyaratan hukum, yang bersangkutan dibebaskan
dari hukum sebagaimana hadis berikut ini:
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4 Ibid., h. 109.
4 Ibid., h. 113.
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Dari Sahalibn Sa’ad dari Nabi saw bahwa seorang laki-laki telah mendatanginya
dan menyatakan kepada beliau bahwa ia telah berzina dengan seorang
wanita yang ia sebutkan namanya. Maka Rasulullah saw mengutus (sahabat)
untuk memanggil wanita tersebut lalu menanyakan kepadanya tentang
kebenaran pengakuan laki-laki itu. Tetapi si wanita mengingkari bahwa
ia telah berzina, maka Rasulullah saw mendera (jilid) laki-laki itu dengan
cambuk dan membiarkan wanita tersebut. (H.R. Abu Daud)

Perempuan yang hamil karena perzinahan, hukumannya ditangguhkan
sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, sebagaimana hadis
berikut ini:

—n\

&&J\ - ;:A\.a:l.;- :\.aj o d\j/j ;‘\}Q:\J\ \.»\.w.h :)

o

”/\;:\i;;,llj,

O‘J&JQ\NU&M\@\JGMW@T;L;;@E}—

0 2 °

L@J\qw pjww\yws\u\—wwuuwbﬁdu
NURSIRAA U GG ey e ) o (D08 L () L
b Loy O Uy o Ly 13 G et ey e i o
L@}T“'L@’u@}@w;wm\y@\ ,;;bL@J
5 Gl et 0.5 60 06 Gl ki (a0 1 e

0 £ o s 0 0 - ¢ ~0 - 0© sz 0 ° Vs

y\wwwwywyub,wo,uwd,d\jgjbw)

—

Z
S o - - /0}0//

L@u G ki
Dari Tmran ibn Husein bahwa seorang wanita dari Juhainah (dalam riwayat
lain dari daerah Aban) datang kepada Nabi saw dan mengatakan bahwa
ia telah berzina dan mengaku bahwa ia tengah hamil. Maka Nabi saw
memanggil wali wanita tersebut dan beliau berkata kepadanya, perlakukan
ia dengan baik, jika ia telah melahirkan, maka bawalah ia kembali kepadaku.

0 Ibid., h. 114.
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Dan tatkala wanita itu telah melahirkan, maka ia kembali didatangkan
kepada Rasulullah saw, lalu Rasul saw memerintahkan agar wanita itu
ditutupi pakaiannya (agar tidak tersingkap auratnya), kemudian Rasul saw
memerintahkan lagi untuk wanita itu dirajam, maka wanita itu pun dirajam,
lalu Nabi saw memerintahkan lagi agar jenazahnya dishalatkan, maka
orang-orang pun menshalatinya. ‘Umar berkata, wahai Rasulullah saw,
apakah engkau menshalatinya, padahal ia telah berzina? Rasulullah saw
menjawab, Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya, wanita
itu telah bertaubat. Jika taubatnya ia bagikan kepada tujuh puluh penduduk
Madinah, tentu masih akan cukup. Apakah kamu menemukan yang
lebih utama dari upaya wanita ini yang datang dengan keikhlasan sendiri?

Didalam kandungan hadis di atas juga terkandung ketetapan hukum
bahwa orang yang mati setelah menjalani hukuman rajam wajib dishalati
karena ia telah bertaubat. Didalam kasus Ma’iz ibn Malik, Rasulullah saw
tidak menshalatinya karena ia lari pada saat dihukum rajam dan tertangkap
di pinggir daerah al-Harrah, lalu dilanjutkan hukum rajamnya.

Jika terjadi perzinahan antara muhshan dan ghairu muhshan, maka
yang muhshan dihukum rajam dan yang ghairu muhshan djjilid (cambuk)
dan diasingkan selama setahun. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:
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Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhaini, mereka berdua telah
dikabarkan bahwa ada dua orang laki-laki yang bersengketa dan mengadu
kepada Rasulullah saw. Salah satu dari dua laki-laki itu berkata, wahai
Rasulullah saw, hakimilah antara kami berdua dengan kitabullah, laki-
laki yang satunya (yang lebih pintar) berkata, benar wahai Rasulullah saw,
hakimilah antara kami berdua dengan kitabullah dan berilah aku kesempatan
untuk berbicara, lalu Rasul saw menjawab, bicaralah! Laki-laki itu berkata,
sesungguhnya anakku tengah dalam masa kontrak dengan lelaki itu, kemudian
anakku berzina dengan istrinya, lalu orang-orang mengabarkan kepadaku
bahwa anakku akan dihukum rajam, maka aku segera mengganti perbuatannya
itu dengan membayar seharga seratus domba dan seorang hamba perempuan.
Lalu aku telah bertanya kepada orang yang bijak dan ia mengatakan bahwa
anakku harus didera dengan seratus deraan cambuk dan diasingkan dari
kampung halaman selama setahun dan wanita yang berzina dengannya
harus dihukum rajam. Maka Rasulullah saw bersabda; Demi Zat yang jiwaku
dalam genggamanNya, aku sungguh akan menghukumi kalian dengan
kitabullah. Domba dan hamba sahaya perempuan (yang telah engkau
berikan itu) layak dikembalikan kepadamu. Maka anak lelaki itu pun
dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan dari kampung
halamannya selama setahun. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan
Unais al-Aslami untuk mendatangkan wanita yang telah berzina itu,
jika mengaku telah berzina, maka ia dihukum rajam. Dan wanita itu
pun mengakui perzinahannya hingga kemudian ia dihukum rajam. (H.R.
al-Bukhari dan Muslim)

Didalam hadis di atas juga ada kandungan hukum bahwa perzinahan
itu tidak bisa dibayar dengan tebusan apa pun. Pelaku zina wajib
diterapkan hukum perzinahan, yaitu rajam bagi muhshan, jilid 100
kali dan pengasingan selama setahun bagi ghairu muhshan.

L Ibid., h. 117.



90 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Orang Yahudi yang tinggal bersama-sama orang Islam, bagi mereka
jika berzina tetap diberlakukan hukuman zina, yaitu rajam dan jilid
serta pengasingan. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut ini:
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Dari ibn ‘Umar; ia berkata; bahwa kaum Yahudi pernah mendatangi Nabi

N\

Vet

saw dan menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita dari
kalangan mereka telah berzina. Maka Rasulullah saw bersabda; hukuman
apakah yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum zina? Mereka
menjawab, kami membunuh atau mencambuk pelakunya, lalu Abdullah
ibn Salam berkata, kalian bohong, sesungguhnya didalam Taurat disebutkan
adanya hukum rajam. Datangkan kemari Taurat dan kita akan membuktikannya,
maka kemudian Abdullah ibn Salam meraih tangan salah seorang dari
laki-laki Yahudi itu dan menunjukkan kepada ayat tentang rajam yang
ada didalam Taurat, kemudian ia memerintahkan lelaki itu untuk membaca
ayat sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah ibn Salam berkata kepadanya,
angkatlah kedua tanganmu! Maka laki-laki Yahudi tersebut mengangkat
tangannya, dan didapatilah ayat yang menyebutkan tentang hukum
rajam yang disembunyikannya. Maka kemudian kaum Yahudi itu berkata,
ia (Abdullah ibn Salam) adalah benar wahai Muhammad. Memang

52 Ibid., h. 118.
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ada ayat tentang hukum rajam (didalam Taurat). Lalu Rasulullah saw
memerintahkan kedua Yahudi itu (laki-laki dan wanita yang telah berzina)
untuk dirajam. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Kesaksian dalam perzinahan adalah empat orang yang langsung
melihat zakar (kemaluan laki-laki) masuk kedalam faraj (lubang kemaluan
wanita). Sebagaimana hadis berikut ini:
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Dari Jabir ibn Abdillah, ia berkata; telah datang sekelompok Yahudi dengan
membawa seorang lelaki dan perempuan dari kalangan mereka yang telah
berzina, maka Rasulullah saw bersabda, datangkan kepadaku dua orang
cendikia dari kalangan kalian. Maka didatangkanlah dua orang pemuda Suria.
Lalu Rasulullah saw bertanya kepada mereka, apa yang kamu dapatkan tentang
hukum bagi kedua orang ini didalam Taurat? Mereka berdua menjawab,
kami dapatkan didalam Taurat, jika ada empat orang saksi yang menyatakan
telah melihat kemaluan laki-laki ini benar-benar masuk kedalam kemaluan
perempuan ini sebagaimana celak didalam botolnya, maka mereka berdua
dihukum rajam. Lalu Rasulullah saw bertanya, lantas apa yang membuat
kalian tidak merajam mereka berdua? Dua lelaki cendikia Yahudi itu
menjawab, kekuasaan kami telah hilang, hingga kami tidak berdaya menerapkan

3 Ibid., h. 124-125.
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hukuman mati. Selanjutnya Rasulullah saw memanggil beberapa saksi,
maka datanglah empat orang saksi dan menyatakan telah melihat kemaluan
laki-laki ini benar-benar masuk kedalam kemaluan perempuan ini sebagaimana
celak di dalam botolnya. Maka dengan itu Rasulullah saw memerintahkan
untuk merajam dua orang pegzina tersebut. (H.R. Abu Daud)

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman rajam adalah dengan cara
si terhukum ditanam badannya sebatas dada sebelum dilaksanakan hukum
rajam. Hal ini didasarkan hadis dari ibn Abi Bakrah sebagai berikut:
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Dari ibn Abi Bakrah bahwa Nabi saw telah merajam seorang wanita

(yang telah berzina muhshan) dengan membenamkannya hingga sebatas
dada. (H.R. Abu Daud)

Khusus bagi perzinahan terhadap mahram (orang yang haram
dinikahi), hukumannya adalah hukuman pancung (potong leher) sebagaimana
hadis berikut ini:
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Dari al-Barra‘ibn Azib ia berkata, ketika aku tengah berkeliling mencari
seekor untaku yang tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok

> Ibid., h. 116.
55 Ibid., h. 126.



Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat 93

penunggang kuda atau pasukan penunggang kuda (infanteri) yang
tengah membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut serta bersama
mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw, kemudian orang-orang
itu bergegas untuk mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan
paksa seorang lelaki yang kemudian langsung mereka tebas lehernya.
Maka aku bertanya tentang alasan tindakan mereka tersebut. Lantas
mereka mengatakan bahwa lelaki yang mereka tebas lehernya itu telah
menikahi istri bapaknya. (H.R. Abu Daud)

Hukum orang yang melakukan perzinahan dengan cara memperkosa,
adalah hukum rajam, sebagaimana hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Yahya ibn Faris, telah
mengabarkan kepada kami al-Firyabi, telah mengabarkan kepada kami
Israil, telah mengabarkan kepada kami Simak ibn Harb dari al-Qamah ibn
Wail dari ayahnya tentang kisah seorang wanita yang pernah dipaksa untuk
berzina (diperkosa), ia berkata, Nabi saw bersabda kepadanya, pergilah
engkau, sesungguhnya Allah swt telah mengampuni dosamu. Dan Rasul

saw bersabda kepada laki-laki yang telah memperkosa perempuan itu
sehingga terjadi zina rajamlah dia. (H.R. Tirmidzi)

E. JARIMAH MENUDUH BERBUAT ZINA (QADZAF)
Qadzaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, _.1.; (fi'lul madhi),
¥i (fiTul mudhari’) dan \si (mashdar), artinya ;{_;wlb & melempar

dengan sesuatu; s W‘ (melemparkan); 4 2= _21i (menuduhnya

56 Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi,
Sunan al-Tirmidzi, jilid I (Bairut: Darul Fikri, 1998), h. 108.
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berzina).>” Sedangkan secara terminologi qadzaf adalah melemparkan
tuduhan (wath’i) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan
hukum had bagi tertuduh (makhdzuf).

Sebagaimana beratnya hukuman bagi orang yang berzina, maka
demikian pula beratnya hukuman bagi orang yang menuduh orang lain
berzina tetapi tidak dapat membuktikannya. Shighat atau bentuk tuduhan
itu bisa berbentuk ucapan, misalnya, “Engkau telah berbuat zina”, atau
dalam bentuk menyebarluaskan berita tentang seseorang telah berbuat
zina. Bentuk lain dari gadzaf adalah pengingkaran terhadap nasab anak,
tidak mengakui keturunan atau menyangkal janin dalam kandungan
seorang wanita. Penyelesaian kasus-kasus seperti ini dengan jalan mula’anah
atau li’an. Jika tidak diselesaikan dengan li’an, baik istri yang bertindak
sebagai tertuduh maupun suami yang bertindak sebagai pihak yang
menuduh akan mendapatkan hukuman had sebagai kapasitasnya masing-
masing, apakah sebagai pelaku qadzaf atau sebagai pelaku zina. Artinya,
jika tuduhan zina suami terhadap istrinya tidak terbukti, maka suaminya
akan dijilid delapan puluh kali, begitu juga sebaliknya, jika tuduhan suami
terbukti, istrinya kena hukuman rajam karena telah terbukti berzina.

Jarimah qadzaf memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang
biasa disebut unsur-unsur qadzaf. Paling tidak qadzaf memiliki tiga
unsur, yaitu:

1. Ucapan yang didalamnya ada kandungan tuduhan atau penolakan
terhadap nasab atau keturunan, contohnya mengatakan seseorang
telah berzina, atau sebutan anak zina pada seseorang.

2. Yangdituduh haruslah orang baik-baik bukan orang yang membiasakan
diri berbuat zina, seperti pekerja seks komersial.

3. Adanya kesengajaan untuk berbuat jahat atau niat mempermalukan.
Niat inilah yang mendorong perbuatan qadzaf tersebut, sehingga
orang lain celaka atau dirugikan, sehingga hancurlah harkat dan
martabat orang yang dituduh zina tersebut.

57 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid 7 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 280-281.
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Di dalam Hukum Islam, orang yang berbuat qadzaf dikenakan
dua hukuman, yaitu pertama dihukum jilid atau cambuk sebanyak
delapan puluh kali, kedua dihukum tidak diterima kesaksiannya seumur
hidup. Sehingga pelaku qadzaf dalam hal ini mengalami dua bentuk
hukuman, yaitu hukuman yang bersifat fisik (dicambuk) dan hukuman
yang bersifat non-fisik (tidak diterima kesaksiannya sepanjang hidup).
Berkaitan dengan hukuman jarimah qadzaf ini dapat dilihat didalam
Alqur‘an surat al-Nur [24] ayat 4 berikut ini:
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Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-
orang yang fasik.

Dan juga dalam surat al-Nur [24] ayat 23 berikut ini:
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Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang

lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat,
dan bagi mereka azab yang besar.

Pembuktian jarimah qadzaf sama dengan pembuktian jarimah zina,
yaitu diperlukan kehadiran empat orang saksi yang melihat si tertuduh
memasukkan zakarnya ke dalam liang faraj wanita yang dizinahi, atau dalam
bahasa fikih; J.O: J & | )LU\ &ié(seperti masuknya ember ke dalam sumur).
Hal ini menandakan bahwa jarimah ini sebagai jarimah yang berat, seberat

derita yang akan dipikul tertuduh, seandainya tuduhan itu benar. Karena
berat dan rumitnya jarimah qadzaf ini, maka berlaku Kaidah Fighiyyah:
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Tinggalkan hukuman had jika terjadi kesamaran.

Dan Rasulullah saw juga bersabda berdasarkan hadis Abu Hurairah ra.:
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Hindarilah hukuman had selama kamu masih menemukan alasan untuk
menghindari hukuman had itu. (H.R. Ibn Majah)

Di dalam hadis lain yang bersumber dari ‘Aisyah r.a., Rasulullah
saw bersabda sebagai berikut:
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Dari Aisyah r.a., ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw; Hindarilah
hukuman terhadap kaum muslimin selama kamu bisa. Jika ada jalan keluar
lepaskanlah dia. Sebab seorang imam itu jika keliru dalam memberikan

ampunan adalah lebih baik, daripada ia keliru dalam menjatuhkan hukuman.
(H.R. Tirmidzi)

Berdasarkan kaidah dan hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan
agar umat Islam berhati-hati dalam penerapan hukuman had agar tidak
terjadi kesalahan yang merugikan terhukum atau terjadi kezaliman
terhadap terhukum. Namun demikian, Islam sangat tegas menjunjung
tinggi supremasi hukum jika telah ditemukan kesaksian dan alat bukti
lainnya dalam penegakan hukuman had. Dan tidak boleh seorang
pun memberikan pertolongan kepada orang yang telah dikenai hukuman
had. Hal tersebut terlihat jelas di dalam hadis-hadis berikut ini:

58 Faishal ibn Abdil Aziz al-Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul
Authar, jilid VI (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1374 H), h. 24.
59 Ibid., h. 24.
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Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda, suatu hukuman had
yang dilaksanakan di bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada
hujan pagi selama empat puluh hari. (H.R. Ibn Majah)

Dan Rasulullah saw juga menyampaikan hadis berikut ini:
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Dan dari ibn ‘Umar, dari Nabi saw ia bersabda: Barangsiapa memberikan
pertolongannya terhadap salah seorang pelaku tindakan had dari tindakan
had Allah, maka berarti ia melawan perintah Allah swt. (H.R. Ahmad
dan Abu Daud)

Berikut ini adalah hadis-hadis Rasulullah saw berkaitan dengan
qadzaf:

M.b— \M} M\A}\jﬂu\:&;ﬁwbj LSLA.J‘HLMU_’ /W“ \.:.a/.b—
of

a»\gl«ﬂgj‘(’bcéju\&gj,’LJJBL@.&&\&;JWL;JGG%ZJ;

JMJ\U,»J;J W _ds,‘mw mjjxs;.u,@\&vpj
@33 1 0 s,
Dari Aisyah r.a., ia berkata, ketika Allah telah menurunkan udzurku (ayat-

ayat Alqur *an yang membebaskannya dari kasus fitnah terhadap dirinya),
Nabi saw berpidato di atas mimbar menyebutkan firman Allah swt, dan

60 Jbid., h. 26.
61 Ibid., h. 27.
62 Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, jilid III, h. 135.
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ketika beliau turun dari mimbar, maka beliau segera memerintahkan
dua orang laki-laki dan seorang perempuan untuk diganjar dengan
hukuman cambuk. (H.R. Abu Daud)

Di dalam hadis yang lain, bersumber dari Muhammad ibn Ishaq
disebutkan sebagai berikut:
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Telah mengabarkan kepada kepada kami al-Nufail, telah mengabarkan
kepada kami Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq dengan
menyebutkan hadis yang sama dengan hadis di atas tanpa menyebutkan kata
Aisyah, ia berkata; kemudian Rasulullah saw memerintahkan dua orang
laki-laki dan seorang wanita yaitu Hassan ibn Tsabit dan Misthah ibn Utsatsah
(yang menebarkan fitnah terhadap Aisyah) untuk dicambuk. (H.R. Abu Daud)

Teknik pelaksanaan hukum rajam bagi pezina muhsan adalah dengan
cara menanamnya sebatas dada sebagaimana hadis berikut ini:
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6 Ibid.
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Dan dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Ghamidiyah
datang, seraya berkata, ya Rasulullah saw, sungguh benar-benar aku telah
berzina, maka bersihkanlah aku. Tetapi Rasulullah saw menolaknya, kemudian
esoknya ia datang lagi seraya berkata, ya Rasulullah saw, mengapa engkau tidak
menjawab pengaduanku? Mungkin engkau meragukanku sebagaimana engkaut
meragukan Ma’iz, demi Allah, aku ini hamil. Maka jawab Rasulullah saw,
mungkin juga tidak. Pergilah, hingga engkau melahirkan. Setelah anaknya
lahir, ia datang lagi dengan membawa anaknya itu dalam gendongan,
seraya berkata, ini aku telah melahirkan. Maka jawab Rasulullah saw,
pergilah engkau, dan susui anakmu itu sampai engkau menyapihnya.
Dan tatkala ia telah menyapihnya, ia pun datang lagi bersama anaknya,
yang di tangan anaknya itu sepotong roti, seraya berkata, inilah anakku
ya Nabiyullah, dia telah kusapih dan sudah bisa makan makanan. Lalu
si bayi itu diserahkan kepada seorang dari orang Islam. Lalu ia diperintahkan
untuk dirajam, kemudian ditanam sebatas dada dan orang-orang diperintahkan
untuk merajam, lalu mereka pun merajamnya. Kemudian Khalid ibn
Walid datang dengan membawa batu, lalu dilemparkannya ke atas kepalanya,
sehingga darah memercik ke wajah Khalid, lalu Khalid mencacinya. Tetapi
setelah Nabi saw mendengar cacian Khalid itu, ia kemudian bersabda,
sabarlah wahai Khalid. Demi Zat yang diriku dalam kekuasaanNya,
benar-benar ia telah bertaubat, yang seandainya tukang pungut pajak
itu tobat pasti akan diampuni Allah swt. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan
untuk dishalati dan dikuburkan. (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Menurut sunnah Rasulullah saw dalam pelaksanaan hukum rajam,
saksi dan imam lah yang lebih dahulu merajam. Hal ini sesuai dengan
hadis Rasul saw berikut ini:

64 Faishal ibn Abdil Aziz al-Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar,
h. 30-31.
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepadaku
ayahku, telah mengabarkan kepada kami Yahya ibn Sa’id dari Mujalid, telah
mengabarkan kepada kami Amir al-Sya’bi, ia berkata, Syurahah memiliki
suami yang tinggal di Syam. Sedangkan dia telah hamil. Lalu maulanya
datang ke tempat Ali ibn Abi Thalib bersama Syurahah untuk melaporkan
bahwa Syurahah telah berzina dan telah mengaku, kemudian ia didera oleh
Ali pada hari Kamis dengan seratus kali deraan dan dirajam pada hari Jum’at,
dan ditanam untuk pelaksanaan rajam sebatas pusarnya, dan aku ikut
hadir. Lalu Ali berkata, rajam adalah sunnah yang dilakukan Rasulullah
saw. Seandainya adayyang hadir dalam peristiwa ini, maka yang pertama
kali merajam adalah orang yang menyaksikan perzinahan itu, kemudian
kesaksiannya itu diikuti oleh lemparan batunya. Namun karena Syurahah
ini mengaku, maka akulah (Ali) yang pertama kali merajamnya. Lalu ia
pun melemparnya dengan batu, kemudian diikuti oleh orang banyak.
Sedang aku (Amir) berada di tengah-tengah mereka itu. Amir berkata,
demi Allah, aku termasuk orang yang membunuhnya. (H.R. Ahmad)

Imam Syaukani menjelaskan bahwa jika zina muhsan itu melalui
pengakuan, maka imam atau pemimpin lah yang pertama kali melempar
batu kepada pelaku zina itu dalam pelaksanaan hukum rajam. Jika melalui
proses kesaksian, maka para saksilah yang melemparnya lebih dahulu.®

% Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal (Bairut: Darul Fikri,
1985), h. 211.
% Imam Syaukani, Nailul Authar, jilid VI, h. 29.
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E JARIMAH MINUM MINUMAN YANG
MEMABUKKAN (HADDUL KHAMR)

Dikalangan Fukaha‘, haddul khamr atau meminum minuman yang
memabukkan biasa disebut asyribah. Berasal dari kata syaraba —yasyrabu—
syurban—wa masyraban, yang memiliki arti jara'ah (minum atau meneguk).®”
Yang dimaksud dengan asyrabah adalah meminum khamr atau meminum
minuman yang memabukkan, baik menggunakan sebutan khamr atau
tidak. Para ulama ahli hadis menyebut istilah minum minuman yang
memabukkan dengan beberapa sebutan yang berbeda, misalnya Imam
al-Bukhari menyebutnya syaribul khamr, Imam Abu Daud menyebutnya
dengan al-haddu fi al-khamr, Imam Ibn Majah menyebutnya haddus sakran,
Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan hadus syurb.

Hukuman pemabuk menurut hadis adalah sebagai berikut:
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna dan Muhammad
ibn Basyar, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan kepada kami
Muhammad ibn Jafar, telah mengabarkan kepada kami Syu’bah, ia
berkata; aku mendengar Qatadah menyampaikan berita dari Anas ibn
Malik adalah Nabi saw didatangi laki-laki yang telah meminum minuman
memabukkan, maka Nabi saw menderanya dengan dua pelepah kurma
sebanyak empat puluh kali, hal yang serupa juga dilakukan oleh Abu

67 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid V (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 62-64.

% Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy,
al-Jami’ al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, jilid V (Bairut: Dar al-Jail, 1334 H),
h. 125.
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Bakar: Akan tetapi, menurut Abdurrahman ibn Auf paling rendah hukuman
bagi peminum khamr adalah delapan puluh kali deraan, maka Umar
memerintahkan dengan delapan puluh kali deraan itu. (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, terdapat dua pemahaman, pertama hukuman
bagi pemabuk adalah 40 kali jilid atau dera dan bisa ditambah 40 kali jilid
atau dera lagi sebagai ta’zir jika dikehendaki penguasa, seperti pemahaman
Imam Syafi’i. Kedua hukuman bagi pemabuk adalah 80 kali jilid atau
dera seperti pemahaman Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut pemahaman
penulis dari matan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan, hukuman
minimal bagi pemabuk adalah 40 kali cambukan dengan dua pelepah
kurma atau sejenis dengan itu dan hukuman maksimalnya adalah 80
kali deraan atau cambuk dengan dua pelepah kurma atau sejenis dengan
itu. Di dalam atsar sahabat tersebut sebagai berikut:
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% Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistaniy al-Azadiy, Sunan Abi Daud,
Bab Fi al-Sariqi Yasriqu Miraran, jilid II, juz 4 (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), No. Hadis:
4482, h. 278.



Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat 103

Telah mengabarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad dan Musa ibn
Ismail al-Ma’na, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan kepada
kami Abd al-Aziz ibn al-Mukhtar;, telah mengabarkan kepada kami Abdullah
al-Danaj, telah mengabarkan kepadaku Hudhain ibn al-Mundzir al-Raqasyi
(Abu Sasan), ia berkata, aku menyaksikan Utsman ib Affan yang didatangkan
kepadanya Walid ibn Ugbah disaksikan oleh Humran dan beberapa sahabat
lainnya, dan mereka berdua bersaksi bahwa Walid telah meminum khamr:
Saksi lain mengatakan bahwa Walid muntah, dan Utsman berkata, ia (Walid)
tidak muntah selain setelah ia meminum khamr. Maka Ali ibn Abi Thalib berkata,
laksanakan segera hukuman hudud! Lalu Ali berkata kepada Hasan,
laksanakan segera hukuman hudud itu kepadanya! Hasan berkata, kuasakanlah
kekuasaan kepada orang yang layak menjalaninya. Maka kemudian Ali
berkata kepada Abdullah ibn Ja'far, laksanakanlah segera hukuman hudud
itu kepadanya! Maka Abdullah segera mengambil cambuk dan mencambuk
Walid. Ali juga turut menghitung cambukan itu. Dan ketika telah sampai
kepada hitungan empat puluh cambukan, Abdullah berkata, cukup! Nabi
saw telah menerapkan empat puluh cambukan dan Abu Bakar empat puluh
cambukan dan Umar delapan puluh cambukan. Semuanya adalah sunnah
dan ini (empat puluh cambukan) aku lebih suka mengambilnya. (H.R. Abu Daud)

Khusus bagi pecandu berat minuman khamr, sehingga ia berulang-
ulang meminum khamr dan telah tiga kali menjalani hukuman cambuk sebagai
hukuman bagi peminum khamr, maka untuk kali yang keempat, yang
bersangkutan dapat dihukum mati. Hal ini berdasarkan hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Musa ibn Ismail, telah mengabarkan kepada

70 Ibid., No. Hadis: 4484, h. 280.
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kami Aban dari Ashim dari Abi Shalih Dzakwan dari Mu’awiyah ibn Abi
Sufyan, ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda; Jika mereka meminum
khamr, maka cambuklah, jika mereka kembali meminum khamr, cambuklah,
dan jika kemudian mereka meminumnya lagi, maka cambuklah. Namun jika
mereka masth tetap meminumnya, maka bunuhlah mereka. (H.R. Abu Daud)
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Telah mengabarkan kepada kami Nashr ibn Ashim al-Anthakiy, telah mengabarkan
kepada kami Yazid ibn Harun al-Wasithiy, telah mengabarkan kepada kami
ibn Abi Dzi ' ib dari al-Harits ibn Abdirrahman dari Abi Salamah dari Abu
Hurairah, r.a., ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda; Jika seseorang
mabuk, maka cambuklah ia, jika kemudian ia mabuk lagi, maka cambuklah

ia, dan jika mabuk lagi, maka cambuklah ia. Dan jika ia kembali mengulangi
untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia. (H.R. Abu Daud)

Jika kita mencermati hadis-hadis Nabi saw di atas, maka hukuman
bagi peminum khamr berlangsung dengan cara tadrij (bertahap atau
bertingkat). Pada awalnya Rasulullah saw hanya menghukum mereka
dengan melemparkan pasir ke wajah para peminum khamr dan memukul
dengan sandal, sampai diterapkan cambukan empat puluh kali dan akhirnya
cambukan delapan puluh kali serta hukum bunuh bagi orang yang telah
berulang tiga kali dalam menjalankan hukuman cambuk karena mabuk.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam hadis berikut ini:
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71 Ibid., No. Hadis: 4486, h. 281.
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Telah mengabarkan kepada kami ibn al-Sarh, ia berkata ..... Abdirrahman
ibn Abdil Hamid dari ‘Uqail bahwasanya Syihab telah mengabarkannya
sesungguhnya Abdullah ibn Abdirrahman ibn al-Azhar telah mengabarkannya
dari ayahnya, ia berkata; Pada saat Nabi saw berada di Hunain, didatangkanlah
pada Nabi saw seorang peminum khamr, maka Nabi saw melempari muka
orang itu dengan pasir, dan Nabi saw memerintahkan para sahabatnya untuk
melempari orang itu dengan pasir. Kemudian para sahabat juga memukuli
orang itu dengan sandal-sandal mereka. Namun tidak memukul langsung
dengan tangan-tangan mereka. Sampai Nabi saw mengatakan, cukup sudah!
Maka sahabat pun menghentikannya. Setelah Rasulullah saw wafat, Abu
Bakar menghukum peminum khamr dengan empat puluh kali cambukan,
Umar juga menghukumnya dengan empat puluh kali cambukan pada saat
awal kekhalifahannya dan menghukum dengan delapan puluh kali cambukan
diakhir masa kepemimpinannya. Kemudian Utsman menerapkan kedua
hukuman itu (empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan),
lalu Mu’awiyah menetapkan secara permanen hukuman cambuk bagi peminum
khamr sebanyak delapan puluh kali cambukan. (H.R. Abu Daud)

Beberapa hadis lain yang menyangkut dengan asas regulasi jarimah
asyribah (minum minuman memabukkan) adalah sebagai berikut:
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72 Ibid., No. Hadis: 4486, h. 284.
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Zakariyya Yahya ibn Durusta al-Bashriy
telah mengabarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari Nafi’
dariibn Umar; ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw: setiap minuman
yang memabukkan adalah khamar; dan setiap minuman yang memabukkan
adalah haram. Siapa minum khamar di dunia lalu ia meninggal, sedang ia
meminumnya, maka kelak ia tidak meminumnya di akhirat. (H.R. Tirmidzi)

o ol o 1 D el e e U e S 8
B o ol J525 08 8 03 Ke 08108 ol 5 2
;)cbpf\;g;p;@;fiwﬁiﬁ\ﬁ;j;;j;,zj}mw
DD L6 06 B e S S A 1 s 06 ol A Lt
S e I DU DU 06 B Sl 990 4 A 2T 56 6 o
gj;iﬁ\QQ;&BQG@@;?ZS@QE%@@@@;&
o 5 08 R 2 5 T T s JED e

A AVEPY S W

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada
kami Jarir ibn Abdil Hamid dari Atha " ibn al-Sa "ib dari Abdillah ibn ‘Ubaid
dari ‘Umair dari ayahnya, ia berkata; Abdullah ibn ‘Umar mengatakan;
bahwa Rasulullah saw bersabda; siapa minum khamar maka tidak diterima
shalatnya selama empat puluh hari. Jika ia bertaubat, maka Allah menerima
taubatnya, lalu jikaia kembali meminum khamar; makaAllah tidak menerima

73 Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid III, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1981), h. 341.
74 Ibid., h. 341-342.
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shalatnya selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya.
Jika ia kembali meminum khamar, maka Allah tidak menerima shalatnya
selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Jika
ia kembali meminum khamar untuk yang keempat kalinya, maka Allah tidak
menerima shalatnya selama empat puluh hari, jika ia bertaubat, maka Allah
tidak menerima taubatnya dan Allah memberi minuman kepadanya dari
sungai khabal. Abdullh ibn Umar ditanya, apa itu sungai khabal? Ia menjawab,
sungai khabal adalah sungai dari nanah penghuni neraka. (H.R. Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa taubatnya orang yang
meminum minuman memabukkan sebatas tiga kali, untuk kali yang
keempat taubatnya ditolak oleh Allah swt.
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada
kami Ismail ibn Jafar dan telah mengabarkan kepada kami Ali ibn Hujrin
telah mengabarkan kepada kami Ismail ibn Ja’far dari Daud ibn Bakr
ibn Abi al-Furat dari ibn al-Munkadir dari Jabir ibn Abdillah bahwasanya
Rasulullah saw bersabda; minuman yang banyaknya memabukkan maka
sedikitnya adalah haram. (H.R. Tirmidzi)
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75 Ibid., h. 343.
76 Ibid., h. 342.
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Telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaid ibn Asbath ibn Muhammad al-Qurasyi
al-Kufiy dan Abu Sa’id al-Asyaj, mereka berdua mengatakan telah mengabarkan
kepada kami Abdullah ibn Idris dari Muhammad ibn Amr dari Abi Salamah
dari ibn Umar; ia berkata; aku mendengar Nabi saw bersabda; setiap minuman
yang memabukkan adalah haram. (H.R. Tirmidzi)

Di dalam persoalan ini terdapat banyak jalur periwayatan, diantaranya
dari ‘Umar ibn Khattab, ‘Ali ibn Abi Thalib, ibn Masud, Abu Sa’id, Abu
Musa, al-Ashri, Dailam, Maimunah, ‘Aisyah, ‘Abdullah ibn ‘Abbas, Qais
ibn Sa’ad, al-Nu'man ibn Basyir, Mu’awiyah, ‘Abdullah ibn Mughaffal,
Ummi Salamah, Buraidah, Abu Hurairah, Wail ibn Hujrin dan Qurrah
al-Muzani. Hadis di atas adalah hadis yang shahih.
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Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibn Musa al-Anshariy telah mengabarkan
kepada kami Ma’an telah mengabarkan kepada kami Malik ibn Anas dari
ibn Syihab dari Abi Salamah dari Aisyah bahwasanya Nabi saw ditanya
tentang minuman memabukkan yang dibuat dari kurma, Rasulullah saw
menjawab; setiap minuman yang memabukkan adalah haram. (H.R. Tirmidzi)

Disamping hadis-hadis tentang al-Asyribah atau minuman yang
memabukkan seperti yang telah dipaparkan di atas, perlu juga dikutipkan
ayat-ayat Alqur‘an tentang hal itu. Di antara ayat-ayat Alqur‘an yang
menyebutkan tentang khamr adalah sebagai berikut:

1. Suratal-Maidah [5] ayat 90
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77 Ibid., h. 342.
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Surat al-Baqgarah [2] ayat 219.
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
“yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran
Islam telah mengharamkan dan menghukum para pemabuk dan menjadikan
perbuatan mabuk sebagai bagian dari perbuatan kriminal yang melanggar
hukum. Hukuman cambuk yang diterapkan dalam tindakan ini diharapkan
dapat menghilangkan dan mengeliminir perilaku mabuk yang dapat
merusak sendi-sendi kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa.

G. JARIMAH PEMBERONTAKAN (AL-BAGHYU)

Al-baghyu () adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab. Asal
katanya bagha ( ), fi'lul mudhari'nya (kata kerja sedang atau akan)
bisa yabghi, yabghu danyabgha. Mashdarnya baghyan (. ) wa bughyatan
(a ) wabugha-an (;\ ;) artinya adalah mencari (, ), bertindak lalim

(1)

78 Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid 1 (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 467-468.
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Di dalam Alquran, kata bagha dengan arti mencari dapat ditemukan
di dalam surat Ali Imran [3] ayat 85 sebagai berikut:

/V:*\
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Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah

akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-
orang yang rugi.

Juga dapat ditemukan di dalam surat al-Kahfi [18] ayat 64 berikut
ini:
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Musa berkata: “Itulah (tempat) yang kita cari”. Lalu keduanya kembali,

u

mengikuti jejak mereka semula.

Di dalam Alquran, kata bagha juga dapat diartikan pelanggaran
dan penyelewengan. Hal itu dapat ditemukan pada surat al-Araf [7]
ayat 33 berikut ini:
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Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar
hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apayang tidak kamu ketahui”.

Dalam istilah Syari’at Islam, kaum bughat adalah segolongan umat
Islam yang melawan atau mendurhakai imam atau pemerintah yang
adil dan menjalankan hukum syari’at Islam. Perlawanan mereka dilakukan
secara terorganisir dibawah satu pimpinan atau komando.” Perbuatan

79 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin. S, Figih Madzhab Syafi’i (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), h. 538-539.
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kaum bughat dipandang melawan hukum Islam, selama imam atau
pemerintah menjalankan hukum syari’at. Jika imam atau pemerintah
tidak menjalankan hukum syari’at, maka perlawanan itu dipandang bukan
bughat. Karena Rasulullah saw telah menetapkan ketentuan, bahwa
imam atau pemerintah yang tidak menjalankan syari’at Islam itu tidak
perlu ditaati. Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada
kami Yahya ibn Sa’id dari Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku Nafi’
dari Abdillah ibn Umar dari Nabi saw beliau bersabda: mendengar dan mentaati
(pemimpin yang adil) merupakan kewajiban orang Islam, baik yang ia sukai
maupun yang ia benci, sepanjang ia tidak diperintahkan untuk melakukan

maksiat, jika diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak boleh didengar
dan ditaati. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Abdul Qadir Audah® menyebutkan bahwa perbuatan bughat dipandang
sebagai jarimah siasiyah, jika memenuhi empat unsur berikut ini, yaitu:

a. Perbuatan itu ditujukan untuk menjatuhkan Kepala Negara (raisul
daulah) atau tidak mau lagi mematuhi pemerintahnya.

b. Parapemberontak telah memiliki kekuatan dengan adanya orang
yang mereka taati dalam hal ini pemimpinnya.

c. Ada alasan yang dikemukakan sehingga mereka memberontak.

d. Telah terjadi pemberontakan dalam bentuk perang saudara dengan
segala perencanaan dan persiapan.

8 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-
Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 9, (Kairo: al-Mathba’ah al-Amiriyyah, 1286 H),
No. Hadis: 7144, h. 78.

81 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ Jina‘ly al-Islami, juz I (Kairo: Dar al-Ma’rifah,
2008), h. 101-106.



112 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

Rahmat Hakim® menyebutkan al-baghyu atau bughat adalah usaha
melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat
senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.

Imam Syafi’i sebagaimana yang dikutip H.A. Djazuli menyebutkan
bahwa al-baghyu atau bughat adalah orang Islam yang menyalahi imam
dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri dari imam, menolak
kewajiban, memiliki kekuatan, argumentasi dan pimpinan.®?

Adapun ulama-ulama Syafi’iyyah merumuskan al-baghyu atau bughat
adalah segolongan orang Islam yang menentang imam atau pemerintah
yang adil dengan menyerang, tidak mau mengikutinya atau enggan
memberikan hak imam yang menjadi kewajibannya, serta ada seorang
pemimpin yang mereka taati.®*

Menurut Imam al-Shan’ani,®® orang yang mengangkat senjata untuk
memerangi orang-orang Islam bukan dengan alasan yang benar adalah
al-baghyu atau bughat. Hal tersebut dipahami berdasarkan hadis berikut ini:

Selanjutnya, Imam al-Shan’ani mengatakan bahwa dalil hadis
di atas adalah ketentuan pengharaman memerangi orang muslim dan
ancaman pembunuhan terhadapnya. Mengenai memerangi para pemberontak
dari kalangan muslim, maka sesungguhnya mereka keluar dari keumuman
hadis ini, berdasarkan dalil khusus berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, telah memberitakan
kepada kami Malik dari Nafi’ dari Abdillah ibn Umar ia berkata, telah bersabda

82 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 108.

8 H.A. Djazuli, Figih Jinayah, Kajian Awal Tentang Ta‘zir, h. 98.

84 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, Figih Madzhab Syafi’i, h. 539.

8 Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam, h. 925.

8 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-
Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 9, (Kairo: al-Mathba’ah al-Amiriyyah, 1286 H),
No. Hadis: 7070, h. 62.
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Rasulullah saw: Barangsiapa yang mengangkat senjata untuk menyerang
kami, maka dia bukan dari golongan kami. (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya Imam Shan’aniy mengatakan bahwa dalil hadis di
atas adalah ketentuan pengharaman memerangi orang Muslim dan
ancaman pembunuhan terhadapnya. Mengenai memerangi pra pemberontak
dari kalangan muslim, maka sesungguhnya mereka keluar dari keumuman
hadis ini, berdasarkan dalil khusus berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Syaiban ibn Farukh, telah mengabarkan
kepada kami Jarir yakni ibn Hazim, telah mengabarkan kepada kami Ghailan
ibn Jarir dari Abi Qais ibn Riyah dari Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau
bersabda: Barangsiapa yang keluar dari taat dan meninggalkan jamaah
dan dia mati, maka kematiannya seperti mati jahiliyyah. (H.R. Muslim)

Yang dimaksud keluar dari taat di dalam hadis di atas adalah keluar
dari taat kepada khalifah yang sudah terjadi kesepakatan umat Islam
untuk mentaatinya sebagai khalifah umat Islam. Sedangkan yang dimaksud
meninggalkan jama’ah adalah keluar dari jama’ah umat Islam yang
sudah mereka sepakati dibawah pimpinan seorang kepala negara yang
mengurusi segala urusan mereka, yang menggalang persatuan mereka
dan yang memelihara mereka dari musuh-musuhnya. Tentang kematian
mereka seperti kematian jahiliyyah ialah dinisbahkan kepada orang-or-
ang yang bodoh. Dalam arti kata, orang-orang yang mati di atas kekufurannya
sebelum masuk Islam. Dengan demikian, hadis di atas menyamakan
kematian orang yang meninggalkan jama’ah itu dengan orang yang
mati dalam keadaan kafir. Karena kedua-duanya sama-sama tidak

87 Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburiy, Shahih Muslim,
Juz 3, (Bairut: Dar Thya‘ al-Turats al-‘Arabiy, t.th.), No. Hadis: 53, h. 1476.
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berada dibawah hukum seorang kepala negara menurut Islam. Sesungguhnya
orang yang tidak mau tunduk kepada kepala negara Islam itu seperti
orang-orang jahiliyyah yang tidak mempunyai kepala negara.®

Beberapa ketentuan lain tentang al-baghyu atau bughat di dalam
hadis adalah sebagai berikut:
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Dari ibn Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: Tahukah
kamu wahai anak ibn Abdin (Abdullah ibn Mas’ud), bagaimana keputusan
Allah terhadap orang yang memberontak dari umat ini? Abdullah ibn
Mas’ud menjawab, hanya Allah swt dan RasulNya yang paling mengetahui.
Lalu Rasulullah saw bersabda: yang luka-luka dari pemberontak itu
tidak boleh dibunuh, pemberontak yang ditawan tidak boleh dibunuh,
pemberontak yang sudah lari tidak boleh dicari dan tidak boleh diberi
bagian harta rampasan perang padanya. (H.R. al-Hakim)

Menurut Imam al-Shan’aniy®® ada beberapa ketentuan yang harus
diperhatikan di dalam hadis tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. IJjma’ulama membolehkan memerangi para pemberontak berdasarkan
surat al-Hujarat [49] ayat 9.

Menurut ulama al-Hadawiyah, memerangi pemberontak itu hukumnya
wajib. Dan menurut sebagian ulama, memerangi pemberontak
itu lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir. Alasannya,
karena bahaya yang bakal menimpa orang-orang muslim dari ulah
pemsberontak itu. Wajib ‘ain sebelum memerangi pemberontak
untuk mengajak mereka kembali dari pemberontakannya dan harus
berulang kali ajakan itu, sebagaimana yang pernah dilakukan Ali

8 Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam (Bairut: Darul
Fikri, t.th), h. 931.
8 Ibid., h. 923.
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ibn Abi Thalib kepada kaum Khawarij, dengan mengutus ibn Abbas.
Dari hasil debat dan himbauan ibn Abbas tersebut, sebanyak empat
ribu dari delapan ribu orang Khawarij kembali dari pemberontakannya.

Tidak boleh membunuh para pemberontak yang telah luka-luka,
yaitu tidak boleh memotongnya, menyerangnya dan menuntaskan
pembunuh-annya. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Ali berkata kepada
para sahabatnya pada waktu perang Jamal, jika kamu sekalian sudah
dapat mengalahkan orang-orang itu, maka janganlah kamu mencari
(mengejar) mereka yang sudah melarikan diri, janganlah membunuh
yang terluka, perhatikan saja perlengkapan persenjataannya yang
mereka tinggalkan, lalu ambillah persenjataan itu. Selain persenjataannya
adalah milik ahli warisnya. Di dalam hadis yang shahih, dalam
periwayatan Baihaqiy, tidak boleh mengambil sesuatu dari pemberontak
dan tidak boleh mengambil semua milik pemberontak yang terbunuh.
Hadis itu juga menunjukkan bahwa tidak boleh membunuh para
pemberontak yang sudah ditawan. Ini khusus untuk pemberontak
saja. Larangan itu, karena penyerangan terhadap para pemberontak
itu hanyalah untuk mencegah mereka dari peperangan dan
penyerangannya terhadap umat Islam atau pemerintah yang sah.
Hadis di atas juga menunjukkan tidak boleh mencari pemberontak
yang sudah lari. Menurut zahirnya, sekalipun mereka sudah bergabung
kepada kelompok lainnya. Demikian menurut pendapat Imam Syaff’i.

Pengertian tidak boleh dibagi harta rampasannya, yaitu harta pemberontak
tidak boleh dirampas dan tidak boleh dibagi-bagi sebagai harta rampasan.
Ini pertanda bahwa harta pemberontak itu tidak dijadikan rampasan
perang, meskipun mereka membawanya ke medan perang. Adapun
yang selaras dengan pandangan ini adalah ulama-ulama Syafi’iyyah
dan Hanafiyyah. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah saw
dari Ali ibn Abi Thalib berikut ini:
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Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan hatinya.

0 Faisal ibn Abdil Aziz Ali Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, h. 127.
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Untuk persoalan itu, dikeluarkan juga hadis dari Abu Bakar ibn
Abi Syaibah dari Ja’far ibn Muhammad dari ayahnya adalah Ali
tidak mengambil barang mereka (pemberontak) sedikitpun pada
saat di Bashrah. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Umamah, ia
berkata, saya menyaksikan Perang Shifin dan mereka tidak ada
yang menyerang pemberontak yang telah luka-luka, tidak membunuh
pemberontak yang telah lari dan tidak mengambil barang-barang
pemberontak yang terbunuh. Keterangan di atas termaktub didalam
Kitab Subul al-Salam sebagai berikut:
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Diambil pemahaman dari “tidak boleh menyerang para pemberontak
yang luka-luka”, itu artinya para pemberontak tidak menanggung
apa yang sudah hancur dalam peristiwa pemberontakan itu. Selanjutnya
Imam Shan’aniy mengatakan sebagai berikut:
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°1 Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam (Bairut:

Darul Fikri, t.th), h. 260.

2 Ibid., h. 261.
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Menurut saya (al-Shan’aniy), hal ini meskipun belum menjadi kesepakatan
ulama, maka sesungguhnya hadis tersebut di atas menguatkan “prinsip
bebas dari tanggungan”. Karena pada dasarnya harta orang Islam
dan darah mereka terpelihara (dalam ketentuan hukum Islam). Adapun
menurut pendapat Imam Syafi’i dan yang diriwayatkan dari ulama
al-Hadawiyyah, bahwa orang yang membunuh pemberontak itu
digisas. Mereka mengemukakan dalil keumuman beberapa ayat dan
beberapa hadis, diantaranya firman Allah swt dalam surat al-Isra’
[17] ayat 33, yang artinya “... dan barangsiapa dibunuh secara
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada
walinya (ahli warisnya) ...”. Adapun hadis yang dipandang sejalan
dengan ayat di atas ialah hadis; “Siapa yang membunuh orang
Islam secara zalim dengan terang-terangan, maka harus qisas”. Pendapat
dengan menggunakan keumuman ayat dan hadis seperti tersebut
dibantah, karena keumumannya telah ditakhsis oleh berbagai hadis
yang menjadi pegangan kelompok ulama tertentu.

Adapun diantara hadis takhsis tersebut adalah sebagai berikut:
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Dari ‘Urfujah ibn Syuraih dia berkata; Aku telah mendengar Rasulullah
saw bersabda; “Siapa yang datang kepada kamu sekalian dalam
keadaan kamu berjama’ah, hendak memecah belah jama’ah mu itu,
maka bunuhlah dia”. (H.R. Muslim)

Selanjutnya Imam Muslim meriwayatkan dengan matan yang berbeda
sebagai berikut; “Akan ada malapetaka yang beruntun, siapa yang
ingin memecah belah umat ini yang telah dalam keadaan bersatu

% Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburiy,
al-Jami’ al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim, jilid VI (Bairut: Dar al-Jail,
1334 H), h. 23.
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padu, maka pukullah dengan pedang (bunuhlah) sedapat mungkin.
Di dalam matan yang lain, Imam Muslim menyebutnya “maka bunuhlah
dia (orang yang memecah belah kesatuan umat)”. Selanjutnya Imam
Shan’aniy menjelaskan bahwa dalam matan yang lain Rasulullah
saw bersabda;

OT,\U@.&VSJJ} (,S\JTU»" :Jjji(,lﬁﬁjc\.:l.cc&\yc&\ J g
Doy s Lol hone olgyg whos 4 51 "o glil (Sosla 8 4
O sl b wling olin 08" 15k whoy ade Bl o &
B3 "0 r WIS Ll 0,06 ar g B sda ol B
Ll oy Je & vfffj (‘ﬂj Uﬁ” L) g, "o Juls" Loal
Lallly ol & 5y Mokl (Sasla B4 o WSlas 3a O
ol o Ty " JB s ) o) e ol e e s
e ol ol 1ps asled] 3,6 0 4L ale jals S L
ds Milalr dne wle s Olalldl e 2 2 et L 3 adals
el ST e camart BB oLl e o 5 e OF e LY 6ds
o el sy il gl W5 4l oW LS ki fal ol Ly
G5 i EonlsT (3 sl L9 Vsl ol | 5l OIS ol g o alls g 3Ll

ol 1, 1y 5 4 Lo Lad) (39 55l 15T g
Siapa yang mendatangi kamu, padahal kamu telah bersatu padu
dibawah sebuah kepemimpinan, dia hendak mematahkan kekuatanmu
dan memecah belah persatuanmu, maka bunuhlah dia. Diriwayatkan
oleh al-Bukhari dan Muslim (Syaikhani). Susunan matan berdasarkan
riwayat al-Bukhari dari ibn Abbas, beliau berkata; Siapa yang melihat

dari pemerintahnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah ia sabar
padanya, karena sesungguhnya siapayang memisahkan diri dari jama’ah

% Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam, h. 261.
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sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyyah.
Dalam suatu matan yang lain disebutkan; Siapa yang keluar dari sul-
tan (kepala Negara) sejengkal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah.
Redaksi atau matan hadis di atas semua menunjukkan bahwa barangsiapa
yang keluar menentang kepala negaranya yang telah didukung oleh
segenap umat Islam, yang maksudnya kepala pemerintahan suatu
negara Islam sebagaimanayang telah kami sampaikan, maka sesungguhnya
telah pantas pembunuhannya, karena (para pemberontak) itu telah
menimpakan bahaya pada hamba-hamba Allah atau umat Islam secara
luas. Pada kenyataannya, ketentuan itu berlaku sama bagi kepala negara
Islam yang curang (zalim) maupun yang adil. Tetapi ada pembatasannya
dengan beberapa pesyaratan, yaitu selama mereka menegakkan
shalat, dalam arti kata, selama tidak melihatnya kafir dengan nyata.

Rahmat Hakim® menyebutkan bahwa sesuatu dapat dikatakan

bughat (pemberontakan) jika memenuhi beberapa unsur berikut ini:

1.
2.

N o ok

Melawan pemerintahan yang sah.

Melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan imam yang sah dengan
kesengajaan atau dengan i'tikad yang tidak baik.

Menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan imam dengan
alasan politik.

Mempunyai kekuatan.
Memiliki banyak personil.
Memiliki persenjataan.

Telah berkumpul dan telah merencanakan tindakan pemberontakan.

Alqur‘an menetapkan asas legalitas bagi jarimah pemberontakan

dan hukuman bagi mereka yang telah melakukan makar terhadap negara,
di dalam surat al-Hujarat [49] ayat 9 dan 10 sebagaimana berikut ini:

/}/a -://r

% Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 108.
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Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia
telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah
kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang
berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab
itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Demikian uraian berkaitan dengan al-baghyu atau pemberontakan,
selanjutnya akan diuraikan tentang jarimah qishash.

H. JARIMAH QISHASH

Secara etimologi atau kebahasaan, gishash berasal dari bahasa Arab
qashsha (=), yaqushshu (4 ), qashshan (\%, ), dan gishashan (Laza 3)
yang artinya menggunting, memangkas, memotong, mendekati, membalas
dan mengambil balas sesuai perbuatan yang dilakukan.®

Di dalam matan hadis, kata gishash terkadang disebut dengan
kata gawad yang artinya “sama”, semisal atau ssumpama (al-mumatsilah).
Sedangkan secara syara’, gishash dimaksudkan dengan kesamaan akibat
yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan
atau penganiayaan terhadap korban secara sengaja. Dalam kata lain,
pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan
terhadap korbannya.

% Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Fariqiy al-Mashriy, Lisan al-
Arab, jilid VII (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 377-379.
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Abdul Qadir Audah mengatakan qishash adalah keseimbangan
atau pembalasan terhadap sipelaku tindak pidana dengan sesuatu
yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.®”

Qishash adalah hukuman asal yang pokok bagi tindak pidana
dengan sasaran nyawa dan anggota tubuh yang dilakukan secara sengaja.
Dengan demikian tindak pidana berkaitan dengan gishash ini menyangkut
tentang dua hal, yaitu, pertama; pembunuhan sengaja, dan kedua;
penganiayaan sengaja. Yang dimaksud pembunuhan sengaja itu adalah
pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran hilangnya
nyawa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam persoalan ini, harus
ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau ada minat berbuat.
Dan pelaku menggunakan alat yang secara umum dipakai untuk membunuh,
seperti benda tajam, senjata api, dan racun. Atau bisa juga dengan
membakar, menenggelamkan, mendorong dari ketinggian, memutilasi
dan sebagainya.

Sedangkan penganiayaan sengaja adalah segala bentuk perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja pada sasaran anggota tubuh yang meng-
akibatkan luka atau kerusakan pada anggota tubuh, hilangnya anggota
tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh. Adapun unsur pokok peng-
aniayaan sengaja adalah kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan
dari perbuatan itu memang dikehendaki sipelaku. Misalnya, korban
menjadi luka, cacat atau hilangnya fungsi anggota tubuh sesuai yang
dikehendaki pelaku.

Hukuman asal atau hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana
pembunuhan sengaja adalah hukuman gishash, yaitu pelakunya dibunuh.
Disamping itu ada hukuman pengganti dari hukuman qishash tersebut,
yaitu hukuman diyat dengan syarat sipelaku telah mendapatkan kemaafan
dari keluarga atau ahli waris korban.

Dan hukuman diyat sebagai pengganti hukuman gishash yang telah
mendapatkan kemaafan dari keluarga korban atau ahli waris, oleh hakim
dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya dijatuhkan hukuman

97 Abdul Qadir Audah, Tasyri’ Jina‘ly al-Islami, h. 88.
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ta’zir. Dengan demikian, qishash sebagai hukuman pokok atau asal
dapat memiliki dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta’zir dengan
syarat jika telah mendapatkan kemaafan dari keluarga atau ahli waris
korban melalui proses persidangan yang ditetapkan oleh hakim.

Pada sisi yang lain, jarimah gishash tidak dapat diterapkan, jika
pada saat perbuatan tersebut tidak dapat memenubhi kriteria sebagai
jarimah gishash, dikarenakan adanya kesamaran atau syubhat dalam
segala aspek, baik menyangkut pelaku, korban, waktu dan tempat.
Dalam hal seperti ini, hukuman pokok digantikan dengan hukuman
ta’zir sebagai hukuman pengganti, hal tersebut bukan karena kemaafan
keluarga atau ahli waris melainkan syubhat, sehingga tidak dipandang
sebagai jarimah gishash lagi. Dengan demikian, hukuman pada jarimah
qishash hanya berlaku jika minimal memenuhi empat persyaratan
pokok berikut ini:

1. Korban adalah orang yang dilarang dibunuh, maksudnya secara
hukum Islam ia terlindungi jiwanya. Didalam hukum Islam, orang
yang tidak terlindungi jiwanya adalah pezina muhsan, orang murtad,
kafir harbi dan lainnya. Sebagai tindakan pencegahan, hakim dapat
menjatuhkan hukuman ta’zir bagi pelaku. Hal ini dikarenakan membiarkan
pembunuh melakukan tindakan pembunuhan sengaja walaupun
korbannya bukan yang dilindungi nyawa dan darahnya, akan dapat
menciptakan tahakumiyyah (main hakim sendiri) yang mengarah
kepada perbuatan anarkis dan brutal.

2. Pelaku pembunuhan sengaja adalah orang yang mukallaf, baligh,
tidak hilang ingatan.

3. Pelaku pembunuhan sengaja memiliki hak pilih untuk melakukan
pembunuhan atau meninggalkan pembunuhan. Dalam arti kata
pembunuhan sengaja yang dilakukannya tanpa paksaan ataupun
tekanan yang menyebabkan hilangnya hak pilih.

4. Pelaku pembunuhan bukan ayah kandung korban. Karena ada dasar
hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Sa’id al-Asyaj, telah mengabarkan
kepada kami al-Ahmar dari al-Hajjaj ibn Arthah dari Amru ibn Syu’aib
dari ayahnya dari kakeknya dari ‘Umar ibn al-Khattab, ia berkata;
aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Tidak dibunuh (tidak
berlaku qishash) bagi orang tua (ayah) yang membunuh anaknya”.

Berkaitan dengan penganiayaan sengaja, juga diperlakukan hukuman
qgishash. Bentuknya dapat berupa perlukaan terhadap anggota tubuh,
penghilangan anggota tubuh, penghilangan fungsi anggota tubuh, atau
pengusiran dari tempat asalnya.

Adapun hadis-hadis yang menyangkut persoalan gishash diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pelaksanaan Qishash
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(R
Telah mengabarkan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami
Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bahwa
pernah kepala seorang budak wanita dibenturkan di antara dua batu, lalu
adayang bertanya kepadanya, siapa yang melakukan halini terhadap dirimu?

% Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, jilid V, (Bairut:
Dar al-Fikr, 1981), h. 434.

% Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad al-Darimi, Sunan al-Darimi,
jilid 2, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1407 H), h. 447.
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Dia menjawab, sifulan. Dia kembali ditanya, apakah sifulan? Lantas budak
wanita itu menyebutkan nama seorang Yahudi seraya menunjuk ke arah
kepalanya. Lalu diutuslah seseorang untuk menemui orang Yahudi tersebut
dan membawanya kepada Rasulullah saw. Orang Yahudi tersebut mengakui
perbuatannya. Rasulullah saw lalu memerintahkan untuk membenturkan
kepala orang Yahudi tersebut di antara dua batu. (H.R. al-Darimi)

2. Qishash Antara Laki-laki dan Perempuan

SAN G 25l o Ok (0 55 o (B W s o oS s
L;Laaf\s\dy)i)\ ”""’&“"J&‘(’P‘JJNJMJJ&QT&‘

100574 ey o 30} alsS” 3 0Ty ad) Jl S ko 5 alde &I
Telah mengabarkan kepada kami al-Hakim ibn Musa, telah menceritakan
kepada kami Yahya ibn Hamzah dari Sulaiman ibn Daud, telah menceritakan
kepadaku al-Zuhriy dari Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amru ibn Hazmin
dari ayahnya dari kakeknya, adalah Rasulullah saw pernah menulis surat
kepada penduduk Yaman. Di dalam surat Rasul saw tersebut tertulis:

“Sesungguhnya seorang laki-laki boleh dibunuh (digishash) karena membunuh
perempuan. (H.R. al-Darimi)

3. Orang Muslim Tidak Diqisllaslllzan Karena
Membunuh Orang Kafir
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190 Jbid., h. 446.
101 Ibid., h. 448.
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Telah mengabarkan kepada kami Ishag, telah mengabarkan kepada kami
Jarir dari Mutharrif dari al-Sya’bi dari Abu Juhaifah, dia berkata; Aku
pernah berkata kepada Ali, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu mengetahui
wahyu yang terdapat di dalam Kitabullah itu? Dia menjawab tidak, Demi
Zat yang menumbuhkan biji-bijian dan memerdekakan makhluk hidup,
aku tidak mengetahui apapun selain pemahaman yang dikaruniai Allah
kepada seseorang mengenai Alqur *an dan apa yang terdapat di dalam
shahifah. Aku bertanya, apa yang terdapat di dalam shahifah? Dia menjawab,
persoalan tentang diyat, membebaskan tawanan, dan seorang muslim
tidak boleh digishash karena membunuh orang musyrik. (H.R. al-Darimi)

4. Ayah Tidak Diqishash karena Membunuh Analznya
dan Hukuman Tidak Boleh Dilakukan di dalam
Masjid
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Telah mengabarkan kepada kami Ja'far ibn Aun dari Isma’il ibn Muslim
dari Amru ibn Dinar dari Thawus dariibn Abbas, dia berkata; telah bersabda
Rasulullah saw: “Hukuman itu tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid dan
seorang ayah tidak digishash karena membunuh anaknya”. (H.R. al-Darimi)

5. Qishash antara Budak dan Tuannya
d\gub,—ogsjc“d;oﬂ&\d;bwdywdyf&dwbyf
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Telah mengabarkan kepada kami Sa’id ibn Amir dari Syu’bah dari Qatadah
dari al-Hasan dari Samurah ibn Jundub bahwa Rasulullah saw bersabda:

102 Jpid., h. 448-449.
103 Jbid., h. 449.
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“Siapa saja yang membunuh budaknya, maka kami akan mengqishashnya.
Siapa saja yang memotong (bagian tubuh), maka kami akan memotong
(bagian tubuh)nya”. (H.R. al-Darimi)

Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa orang merdeka
tidak dibunuh (qishash) karena membunuh budaknya.!4

6. Qishash Terhadap Pem])unullan Berlzelompolz
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Dari Sa’id ibn al-Musayyab, sesungguhnya ‘Umar ibn al-Khattab pernah
menghukum bunuh (qishash) sekelompok orang, lima atau tujuh orang sekaligus,
karena mereka telah berkomplot membunuth seorangsaja. Mereka membunuhnya
dengan tipu daya. ‘Umar berkata: ‘Jika semua penduduk Shan’a berkomplot
membunuhnya, niscaya akan aku bunuh mereka semua”. (H.R. Malik)

7. Kewenangan Wali atau Ahli Waris Dalam Persoalan
Qishash
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Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn Ghailan dan Yahya ibn

104 Malik ibn Anas ibn Malik ibn ‘Amir Abu Abdillah al-Ashbahiy al-Madaniy,
Muwatha® al-Imam Malik, jilid 2, (Mesir: Dar Thya' al-Turats al-Arabiy, t.th), h. 569.

105 Jbid., h. 443.

106 Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi,
Sunan al-Tirmidzi, jilid 1T (Bairut: Darul Fikri, 1998), h. 73.
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Musa, mereka berkata; Yahya ibn Abu Katsir menceritakan kepada kami,
ia berkata; Abu Salamah menceritakan kepadaku, ia berkata; Abu Hurairah
menceritakan kepadaku dan ia berkata; “Ketika Allah membuka kota
Mekkah atas RasulNya, Rasul saw berdiri di hadapan orang ramai, memuja
dan memuyji kepada Allah swt”. Kemudian beliau bersabda: “Siapa keluarganya
ada yang terbunuh, maka bagi wali orang yang dibunuh itu boleh memilih
di antara dua pilihan, mungkin memaafkan sipembunuh atau membalas
pembunuhan itu (qishash). (H.R. Imam Tirmidzi)

8. Diyat Anak Dalam Kandung’an yang Terbunuh
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Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal, telah menceritakan
kepada kami Wahab ibn Jarir, telah menceritakan kepada kami Syu’bah
dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Ubaid ibn Nadhlah dari al-Mughirah ibn
Syu’bah, ia berkata; bahwa ada dua perempuan berkelahi, yang satu melempar
batu kepada yang lainnya, atau dia melempar dengan tiang kemahnya, dan
gugurlah bayi yang ada di dalam kandungannya. Maka Rasulullah saw
memutus perkara di dalam (membunuh) bayi itu, denda (diyat)nya adalah
memerdekakan budak laki-laki atau perempuan dan denda itu dibebankan
kepada ‘ashabah (keluarga) perempuan itu. (H.R. Imam Tirmidzi)

9. Perempuan Menanggung Diyat Suaminya
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197 Ibid., h. 76.
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Abu Ammar dan lain-
lainnya, mereka berkata: Sufyan ibn ‘Uyainah menceritakan kepada
kami dari al-Zuhriy dari Sa’id ibn al-Musayyab, bahwa ‘Umar telah
berkata; “Diyat (denda) itu dibayar oleh kerabat (dari pihak ayah),
istri tidak menanggung diyat suaminya sedikitpun”, lalu al-Dhahhak
ibn Sufyan al-Kilabi memberitahukan kepada ‘Umar bahwa Rasulullah
saw menuliskan untuknya, bahwasanya (di dalam tulisannya itw), “Suruhlah
istri Usyaim untuk menanggung diyat suaminya”. (H.R. Imam Tirmidzi)

Hadis ini Hasan Shahih. Berdasarkan hadis ini, diyat untuk suami
juga menjadi tanggung jawab istri.

Dalam penerapan hukum Islam, Rasulullah saw sangat menekankan
unsur kehati-hatian jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi
hukuman atau jangan sampai hukuman dijatuhkan lebih berat dari
kesalahan yang diperbuat sebagaimana hadis berikut ini:
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Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn al-Aswad dan Abu
Amar al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rabi’ah,

198 Jbid., h. 79.
199 Ibid., h. 96-97.
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telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Ziyad al-Dimashqi dari al-Zuhriy
dari Urwah dariAisyah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: “Iolaklah hukuman-
hukuman dari orang Islam sekuat kemampuan kamu semua dan jikalau
ada jalan keluar lain, maka biarkanlah dia menempuh jalan keluar itu,
karena jika pemimpin (hakim) salah didalam memberi ampunan itu lebih
baik daripada salah didalam menjatuhkan hukuman. (H.R. Imam Tirmidzi)

Imam Tirmidzi memberi penjelasan tentang kedudukan hadis di
atas sebagai berikut:
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Di dalam Bab yang sama, hadis di atas juga diriwayatkan dari Abu
Hurairah dan Abdullah ibn Amar: Menurut Imam Tirmidzi dia tidak mengetahui
hadisnya Aisyah marfu’ (sampai kepada Nabi saw) kecuali dari hadis
Muhammad ibn Rabi’ah dari Yazid ibn Ziyad al-Dimasyqi dari al-Zuhri
dari ‘Urwah dari Aisyah dari Nabi saw. Hadis yang serupa dengan ini,
telah diriwayatkan juga oleh Waki’ dari Yazid ibn Ziyad dan ia tidak
merafa’kannya (kepada Nabi saw), menurut Imam Tirmidzi riwayat
Waki’ ini lebih shahih. Menurut Imam Tirmidzi hadis tentang ini, telah
diriwayatkan dari berbagai perawi kalangan sahabat-sahabat Nabi saw,
bahwasanya para sahabat Nabi saw berbuat seperti hadis yang tersebut
di atas itu. Yazid ibn Ziyad al-Dimasyqi dianggap lemah dalam meriwayatkan
hadis. Namun ditopang oleh Yazid ibn Abi Ziyad al-Kufi yang lebih mapan

110 Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi,
Sunan al-Tirmidzi, jilid II, Bab Fi Dar‘i al-Hudud, h. 784-785.
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dalam periwayatan dan lebih dahulu dalam meriwayatkan hadis. Dengan
demikian hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diterima sebagai
hujjah karena ada kesaksian dari tingkat periwayatannya.

Hukum Islam juga mengajarkan agar umat Islam menutup cela orang
Islam yang lain, agar Allah swt menutup cela orang Islam di dunia dan
di akhirat. Ketentuan hukum berkaitan dengan hal ini dapat ditemukan
di dalam hadis berikut ini:
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada
kami Abu Awanah dari al-Amasy dari Abi Shaleh dari Abi Hurairah, ia
berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Siapa yang melepaskan kesusahan
orang Islam dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan untuknya
kesusahan dari beberapa kesusahan akhirat, barangsiapa menutup (cela)
orang Islam, maka Allah akan menutup cela untuknya di dunia dan di
akhirat. Allah selalu membantu hamba-Nya selagi hamba-Nya mau membantu
saudaranya. (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi menjelaskan status sanad di dalam Kitab Sunannya
tentang hadis di atas sebagai berikut:
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111 Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi,
Sunan al-Tirmidzi, jilid 11, Bab Ma Ja‘a Fi al-Satri ‘Ala al-Muslim, h. 785-786.
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Didalam Bab ini, hadis di atas juga telah diriwayatkan dari jalur ‘Ugbah
ibn Amir dan ibn ‘Umar. Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis Abi
Hurairah di atas juga telah diriwayatkan dari beberapa perawi dari
jalur al-Amasy dari Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Nabi saw sama
seperti riwayat Abi Awanah. Asbath ibn Muhammad juga telah meriwayatkan
seperti hadis di atas dari al-Amasy, ia berkata: “Saya diberitahukan oleh
Abi Shalih dari Abi Hurairah dari Nabi saw.

Dalam hal ini intinya Imam Tirmidzi ingin menjelaskan bahwa hadis
di atas adalah hadis marfu’ yang bersumber kepada Nabi saw. Hadis lain
yang juga mengajarkan tentang menutup cela atau aib orang Islam adalah
sebagai berikut:
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada
kami al-Laits dari ‘Uqail dari al-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa
Rasulullah saw bersabda: “Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam,
jangan menganiaya, jangan menghina, siapa yang memenuhi kebutuhan
saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, siapa yang
melepaskan kesusahan orang Islam, maka Allah akan melepaskan kesusahan-
kesusahannya di hari Kiamat dan barangsiapa menutup cela orang Islam,
maka Allah akan menutup celanya di hari Kiamat. (H.R. Tirmidzi)

112 Ibid., h. 786.
113 Ibid., h. 787.
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10. Menuntun Hukuman (Ma ja‘a ][1 a/—taqin ][1 al-had)

Didalam hukum Islam orang yang memahami hukum Islam berkewajiban
menuntun orang yang melanggar hukum untuk taat menjalani proses
hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut
sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw berikut ini:

ih A i i
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada
kami Abu ‘awanah dari Simak ibn Harb dari Sa’id ibn Jubair dari ibn Abbas,
bahwa Nabi saw bersabda kepada Ma’iz ibn Malik, Apakah benar yang telah
sampai kepadaku tentang dirimu? Ma’iz berkata, apa yang telah sampai
kepadamu tentang diriku? Nabi saw menjawab, telah sampai kepadaku
bahwasanya engkau mengumpuli (berzinah) dengan budak perempuan keluarga
Si Fulan. Ma’iz menjawab, ya, dan ia bersaksi dengan empat kali saksi,
maka Nabi saw memerintahkannya (Ma’iz) untuk dirajam. (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi didalam Kitab Sunannya menjelaskan keadaan
periwayatan hadis ini sebagai berikut:
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Didalam Bab ini ada hadis yang dinwayatkan dar'l Sa‘ib ibn Yazid. Imam

Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ibn Abbas ini hadis hasan. Syu’bah
juga meriwayatkan hadis ini dari Simak ibn Harb dari Sa’id ibn Jubair

114 Jbid., h. 787-788.
115 Ibid., h. 788.
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secara mursal (sumbernya hanya sampai tabi’'in) dan dia tidak menyebutkan
hadis yang bersumber dari periwayatan ibn Abbas.

11. Larangan Memberi Syafa’at (Pertolong’an) dalam

Hulzuman

Rasulullah saw melarang menolong orang yang telah dijatuhi hukuman
(had) sehingga tidak dihukum. Hal ini termaktub didalam hadis berikut ini:

Z, o /w/

V..@,u\.&.gﬁd\ Lou;ojfu;u@wd\u;@\u»wu.\}
wgﬂaw\ J}:;@W&,w\;wwﬂ GJ\ ;J,“Jus,d\uu

5 3 2.
s

M‘Jnﬂw\dy)w.b)u_’mb$~y;” ng:;u/u.»\j.sw ;L.Nj‘\.«.l."
o id Lw}Ww\JnaAU\J}L;JwMLANQ ooy ads

A8 KIS L U quz;ueuﬁ A sl
s P I AT WO i O \;\j 5553 i,a.a;id\ i G 15)

um:\:;@wﬂg;;;;wéu@w
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami
al-Laits dari ibn Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa orang-orang Quraisy
merasa resah atas perbuatan seorang perempuan dari kabilah Mahzumiyah
yang mencuri. Mereka mengatakan; “Siapayang melaporkanmnyakepada Rasulullah
saw?” Mereka juga berkata; “Tidak ada yang berani melaporkannya, kecuali
Usamahibn Zaid orangyang disenangi Rasulullah saw, maka Usamah melaporkanrtya
kepada Rasulullah saw”. Rasulullah saw bersabda; ‘Apakah kamu memberi
syafa’at hukuman dari hukuman-hukuman Allah swt?” Kemudian Nabi saw
berdiri dan berkhutbah; “Sesungguhnya rusaklah orang-orang sebelum
kamu bahwasanya merekajika ada orang terhormat diantara mereka mencuri,
mereka membiarkannya dan jikalau ada orang lemah diantara merekamencuri,
maka merekamelaksanakan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak perempuan
Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya”. (H.R. Tirmidzi)

116 Ibid., h. 792.
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Disamping hadis dari Aisyah ini, ada juga hadis sejenis melalui
Mas’ud ibn Ajma’ yang biasa dipanggil ibn al-Ajam, melalui ibn ‘Umar
dan Jabir ibn ‘Abdillah.

I. JARIMAH RIDDAH

Secara kebahasaan, riddah berasal dari bahasa Arab, radda-yaruddu-
raddan-wa maraddan, artinya arja‘ahu (mengembalikan) atau sharafahu
(memalingkan). Al-Riddah biasa juga diartikan al-ismu min al-irtidad
(nama dari keadaan orang yang telah murtad).!!” Biasa juga diartikan
kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain.!*® Dalam terminologi
atau istilah Fikih, riddah adalah orang yang keluar dari agama Islam dan
pindah ke agama lain yang bukan Islam atau keluar dari Islam dan pindah
kepada sesuatu yang bukan agama, misalnya menjadi atheis atau komunis
atau penganut kepercayaan. Dalam melakukan riddah tersebut yang
bersangkutan dalam keadaan sadar, berakal, mumayyiz dan tanpa paksaan.'*

Seseorang dapat dikategorikan murtad dengan melalui beberapa
sebab, diantaranya:

1. Dengan perkataan atau ucapan yang menjurus kepada kekafiran.

2. Mempermainkan dan mengolok-olok agama.

3. Menolak atau melawan ketentuan keabsahan dalil yang telah disepakati
qath’i.
Menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang telah gath’i.
Menyangkal Allah sebagai Maha Pencipta.

4
5

6. Menghina Nabi saw dan Alqur‘an.

7. Beribadah kepada selain Allah swt.

8. Kembalinya seseorang kepada agamanya semula yang bukan Islam.
9. Keluar dari Islam berpindah kepada agama selain Islam.

10. Menjadi atheistis atau memeluk kepercayaan diluar Islam.

11. Dan lain-lainnya.

117 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 243.
118 Tbn Mandzhur, Lisan al-Arab, jilid 4, h. 114-115.
119 Abu Bakar Jabir al-Jaziri, Minhajul Muslim (Bairut: Darul Fikri, 1988), h. 703.
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Jarimah riddah di dalam hukum Islam mendapatkan hukuman
yang sangat berat. Karena dampak kemudharatan yang ditimbulkan
daririddah juga luar biasa. Diantara dampak yang dapat ditimbulkan
oleh riddah atau murtad itu adalah merusak keutuhan yang ada di
tengah-tengah umat Islam, mengancam keberlangsungan jama’ah dan
menimbulkan hal-hal yang bersifat saling curiga. Dengan demikian
pelaku riddah di dalam hukum Islam dihukum dengan hukuman mati
sebagaimana hadis riwayat Imam al-Bukhari berikut ini:

B B B 1 ol B e i 2 e
my@mu};@}wud /JL;;J\:;”\Cuujs;gj;i:;

P

AT Lgﬂa NI wv;;w} m uu,u \;.\;Ju JG | ij <k
120 ojL;aL; 4> J:\S:J,; (,.ij
Telah mengabarkan kepada kami Ali ibn Abdillah, telah mengabarkan

kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Tkrimah bahwasanya Alir.a. ... Rasulullah
saw telah bersabda; “Siapa yang mengubah agamanya, maka bunuhlah ia”.

Didalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, Rasulullah
saw juga bersabda:
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120 Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab La Yu Adzdzibu
Bi Adzabillah, (Riyadh: Maktabah al-Nahdhah al-Haditsah, 1404 H), h. 59.

121 Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi,
Shahih Muslim, Bab Ma Yubahu Bihi Damul Muslim, (Bairut: Darul Jil, 1343 H),
h. 106.
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah mengabarkan
kepada kami Hafash ibn Ghiyats, Abu Mu’awiyah dan Waki’ dari al-Amasy
dari Abdillah ibn Murrah dari Masruq dari Abdillah, ia berkata, telah
bersabda Rasulullah saw; “Tidak halal darah seorang Muslim, yaitu
mereka yang bersaksi tiada Tithan selain Allah dan Muhammad Rasulullah,
kecuali atas salah satu dari tiga perkara, yaitu: pezina muhsan, seseorang
yang membunuh orang lainnya, dan orang yang meninggalkan agamanya,
yaitu orang yang memecah belah jama’ah”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Abu Bakar Jabir al-Jazairi didalam kitabnya Minhajul Muslim,
yang diterbitkan oleh penerbit Darul Fikri Bairut pada halaman 704,
menuliskan sebagai berikut: ‘Jika orang murtad telah dibunuh, maka
jenazahnya tidak dimandikan, tidak dishalati, tidak dimakamkan di pemakaman
kaum muslimin dan hartanya tidak boleh diwarisi. Namun menjadi
fay" i kaum muslimin, kemudian digunakan untuk kemaslahatan umum
umat Islam, karena Allah swt berfirman didalam Alqur" an surat al-
Taubah [9] ayat 84 berikut ini:
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Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di
kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya
dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (Q.S. al-Taubah [9]:84)

Kemurtadan seseorang dapat memutuskan hubungan waris, sebagaimana
hadis berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Yusufibn Sa’id ibn Muslim, ia berkata,
telah mengabarkan kepada kami Hajjaj ibn Muhammad, ia berkata, telah
mengabarkan kepada kami al-Laits, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku
‘Uqail dariibn Syihab dari Ali ibn Husain dari Amr ibn Utsman dari Usamah
ibn Zaid, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: “Orang kafir tidak
dapat mewarisi harta orang muslim, dan orang muslim tidak dapat
mewarisi harta orang kafir”. (H.R. al-Nasa i)

Sahabat ibn Mas’'ud memberikan hak waris kepada ahli waris
orang murtad jika ia terbunuh sebagaimana atsar berikut ini:
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Isa, telah mengabarkan
kepada kami Tsabit ibn al-Walid ibn Jumat’, ia berkata, ayahku telah
mengabarkan kepadaku dari al-Qasim ibn Abdirrahman, ia berkata; ibn
Mas’ud memberikan hak waris kepada ahli waris orang murtad jika ia
terbunuh”. (H.R. al-Darimiy)

Penjelasan ibn Mas’ud ini, dipertegas oleh sahabat Aliibn Abi Thalib.
Dengan catatan ahli waris orang yang murtad yang dibunuh atau terbunuh
itu seorang muslim. Hal ini sebagaimana atsar Ali ibn Abi Thalib berikut ini:
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122 Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syw’aib ibn Ali al-Nasa‘i, al-Sunan al-Kubra,
jilid TV, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 81.

123 Abdullah ibn Abdurrahman Abu Muhammad al-Darimiy, Sunan al-Darimiy,
jilid 1I, (Bairut: Darul Kitab al-Arabi, 1407 H), No. Hadits: 3074, h. 848.

124 Ibid., No. Hadits: 3075, h. 849.
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Telah mengabarkan kepada kami al-Hajjaj ibn Minhal, telah mengabarkan
kepada kami Abu Awanah dari al-Amasy dari Abi Amar al-Syaibani,
bahwasanya Ali ibn Abi Thalib menjadikan warisan orang murtad untuk
ahli warisnya dari kaum muslimin. (H.R. al-Darimiy)

J. JARIMAH TAZIR

Secara etimologi ta’zir berasal dari kata kerfjamasalalu 5 « — ,» - Iy -

artinya ,, y (mencela), » U (teguran), =) | (cegahan).!2s
p! &

Dalam komunitas muslim, ta’zir biasa dimaknai pelajaran atau
pendidikan, dalam bentuk sanksi hukum tertentu terhadap seseorang
yang karena suatu sebab tertentu telah melanggar suatu ketentuan tanpa
alasan yang benar. Sanksi hukum tersebut, bertujuan mencegah agar
tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut. Atau
dalam bahasa lain agar melahirkan efek jera.

Rahmat Hakim'?® mendefenisikan ta’zir sebagai berikut:
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Ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar
hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim
yang berijtihad.

Dengan demikian, ta’zir secara sederhana dipahami sebagai hukuman
yang tidak ditentukan syara’. Jarimah ta’zir sebagian besar jarimahnya
dan seluruh sanksinya ditentukan oleh hakim atau oleh penguasa.

Prinsip sanksi hukuman ta’zir ada pada penguasa. Hal ini meliputi
bentuk maupun jenis hukumannya. Adapun yang menjadi tujuan sanksi
hukuman ta’zir oleh penguasa adalah untuk menjauhkan hal-hal yang
bersifat mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

125 Adib al-Bisri, Kamus al-Bisri, h. 494-495.
126 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 141.
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Ada duabentuk jarimah ta’zir jika dilihat dari latar belakang keberadaannya,
yaitu jarimah ta’zir syara’ dan jarimah ta’zir ulil amri atau penguasa.
Jarimah ta’zir syara’ adalah jarimah ta’zir yang ada bersamaan dengan
adanya syari’at Islam dan sifatnya abadi sampai kapanpun, seperti hal-
hal yang menyangkut memakan makanan yang diharamkan oleh syara’
(Q.S. al-Baqarah [2] : 173). Sedangkan jarimah ta’zir ulil amri kadang
kala dianggap jarimah pada waktu tertentu karena kemaslahatan tertentu,
tetapi pada kali yang lain tidak dianggap jarimah karena kemaslahatan
tertentu yang lain. Misalnya ronda malam pada saat maraknya pencurian.

Adapun titik temu persamaan antara jarimah ta’zir syara’ dan jarimah
ta’zir ulil amri terletak pada sanksi hukumannya, yang sama-sama ditentukan
oleh penguasa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penerapan jarimah-nya,
jarimah ta’zir syara’ diterapkan secara perenialis (mengabadi), sedangkan
jarimah ta’zir ulil amri bersifat insidentil atau temporer. Artinya, pada
suatu masa tertentu dipandang sebagai jarimah, pada masa yang lain
bisa saja tidak.

Sebagaimana hal-hal yang lain, ta’zir juga memiliki tujuan-tujuan
tertentu,'?” misalnya:

1. Sebagai hukuman tambahan atau pelengkap dari hukuman pokok.
Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke
lehernya dalam madzhab Maliki dan Syafi’i.

2. Sebagai pengganti hukuman pokok. Dikarenakan kekurangan bukti
dan syubhat, yang membuat hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan.
Dalam hal ini status jarimah hudud atau gishash bisa berubah menjadi
jarimah ta’zir dan hukumannya juga menjadi hukuman ta’zir. Karena
faktor kekurangan bukti dan syubhat sesuai dengan kaidah:

Lol 36051 13
Hindari hukuman had karena adanya kesamaran atau syubhat.

3. Sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta’zir syara’. Contoh dalam
hal ini memakan makanan yang telah diharamkan syara’ seperti

127 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, h. 146-150.
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darah, bangkai, daging babi, sebagaimana Allah swt nyatakan
melalui firman-Nya dalam Alqur‘an surat al-Baqarah [2] ayat 173:
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Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)
selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

Menipu timbangan, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-
Nya dalam Alqur‘an surat ar-Rahman [55] ayat 9:
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Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu.

Perbuatan riba, sebagaimana Allah swt nyatakan melalui firman-
Nya dalam Alqur‘an surat al-Baqarah [2] ayat 275:
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Orang-orangyang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
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riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Memasuki rumah orang lain tanpa izin, sebagaimana Allah swt
nyatakan melalui firman-Nya dalam Alqur‘an surat an-Nur [24]
ayat 27:
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah

yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

4. Sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta’zir penguasa. Ta’zir ini total
berorientasi kepada unsur kemaslahatan dengan prinsip sebagai berikut:

" o % .. 308, 80 0@

Ta’zir berubah karena kemaslahatannya.

Dengan demikian, ta’zir jenis ini bersifat temporer, bahkan terkadang
global, regional dan bisa jadi hanya local scope (wilayah setempat). Menurut
Ahmad Hanafi'?® pada dasarnya hukuman ta’zir hanya dikenakan
pada perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Akan tetapi, syari’at
memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat
jika hal itu dikehendaki oleh kepentingan umum.

Ta’zir syara’ dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw meliputi
banyak hal dan sangat beragam diantaranya adalah sebagai berikut:

128 Ahmad Hanafi, Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
h. 38-41.
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1. Memakan dan Memberi Makan Harta Riba
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada
kami Sufyan dari Abi Qais dari Hudzail dari Abdillah, ia berkata; Rasulullah

saw telah melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang
memberi makan dengan harta riba. (H.R. al-Darimiy)

2. Jual Beli Gharar (Meng’andung’ Unsur Tipu Daya)
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Isa, telah menceritakan
kepada kami Yahya al-Qaththan dari Ubaidillah dari Abi al-Zinad dari

al-Araj dari Abi Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah saw melarang jual
beli yang mengandung unsur tipu daya. (H.R. al-Darimiy)

3. Larangan Jual Beli Khamar
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Telah mengabarkan kepada kami Ya'la, telah menceritakan kepada kami
al-Amasy dari Muslim dari Masruq dari Aisyah r.a., ia berkata; pada saat

129 Abu Muhammad Abdillah ibn Abdirrahman ibn Fadhil ibn Bahram al-
Darimiy, Sunan al-Darimiy, jilid 2 (Bairut: Darul Fikri, 1984), h. 113.

130 Ibid., h. 573.

131 Ibid., h. 581.
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turun ayat pada akhir surat al-Baqarah tentang riba, Rasulullah saw keluar
dan membacakan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang. Kemudian beliau
mengharamkan jual beli khamar. (H.R. al-Darimiy)

4. Larangan Laki-laki Tidur Berdua deng’an Laki-laki
Tanpa Peng’llalang’, Begitu Juga deng’an Perempuan
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Telah mengabarkan kepada kami Utsman ibn Muhammad, telah menceritakan
kepada kami Zaid ibn Hubab, telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Ayyub
al-Hadhramiy, telah mengabarkan kepadaku Ayyasy ibn Abbas al-Himyariy
dari Abi al-Hushain al-Hajriy dari Abi Amir; ia berkata; Aku telah mendengar
Abu Raihanah sahabat Rasulullah saw telah melarang tentang sepuluh
persoalan, yaitu tidur berdua antara seorang laki-laki dengan laki-laki
lain tanpa ada pembatas diantara keduanya, tidur berdua antara seorang
perempuan dengan perempuan lain dalam satu selimut tanpa ada penghalang
antara keduanya............. (H.R. al-Darimiy)

5. Memberi Hadiah dalam Bing’lzai Menyog’olz
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132 Ibid., h. 633.
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Amru ibn al-Sarah, telah
menceritakan kepada kamiibn Wahab dari Umar ibn Malik dari Ubaidillah
ibn Abi Ja’far dari Khalid ibn Abi Imran dari al-Qasim dari Abi Umamah
dari Nabi saw; beliau bersabda; Barangsiapa menolong saudaranya dengan
cara memberikan hadiah (untuk melancarkan tujuannya) dan hadiah tersebut
diterimanya, maka ia telah memasuki pintu besar riba. (H.R. Abu Daud)

6. Berbuat Adil Kepacla Semua Anak
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Telah mengabarkan kepada kami Sulalman ibn Harbi, telah menceritakan
kepada kami Hammad dari Hajib ibn al-Mufadhdhal ibn al-Muhallab dari
ayahnya, ia berkata; Aku mendengar al-Nu’man ibn Basyir berkata;
telah bersabda Rasulullah saw: berbuat adil-lah di antara anak-anakmu.
(H.R. Abu Daud)

7. Pemberian Istri Harus Seizin Suami
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133 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Daud, jilid 2 (Bairut:
Darul Fikri, 2006), h. 615.

134 Ibid., h. 617.

135 Ibid., h. 618.
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Kamil, telah menceritakan kepada
kami Khalid — yakni ibn al-Harits —, telah menceritakan kepada kami
Husain dari Amru ibn Syu’aib bahwa ayahnya telah mengabarkan kepadanya
dari Abdillah ibn Amru bahwa telah bersabda Rasulullah saw: istri tidak
boleh memberi (sesuatu) tanpa seizin dari suaminya. (H.R. Abu Daud)

8. Haram Jual Beli Kucing dan Anjing
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Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim ibn Musa al-Razi, telah mengabarkan
kepada kami al-Rabi’ ibn Nafi’ Abu Taubah dan Ali ibn Bahri, keduanya
berkata; telah menceritakan kepada kami Isa dan Ibrahim berkata; telah
mengabarkan kepada kami dari al-Amasy dari Abi Sufyan dari Jabir ibn

Abdillah bahwasanya Nabi saw melarang jual beli anjing dan kucing.
(H.R. Abu Daud)

Jwﬂ w

& @M\%&Nu,\;o\‘jﬂmu»ydm
137%@;\&&6@Wujww&u&\lfjuu;{:@\j’@;

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan
kepada kami Abdurrazagq, telah mengabarkan kepada kami Umar ibn
Zaid al-Shan’aniy bahwasanya ia mendengar Abu al-Zubair dari Jabir

ibn Abdillah bahwasanya Nabi saw melarang jual beli (harga) kucing.
(H.R. Abu Daud)

136 Ibid., h. 592.
137 Ibid.



146 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

9. Haram Jual Beli Spermatozoic] (Sperma)
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad ibn Musarhad, telah menceritakan
kepada kami Isma’il dari Ali ibn al-Hakam dari Naft’ dari ibn Umar; ia berkata;
Rasulullah saw telah melarang usaha spermatozoid. (H.R. Abu Daud)

10 Haram Upah Dulzun (],an Pelacuran
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Sufyan ;iari al-Zuhriy
dari Abi Bakar ibn Abdirrahman dari Abi Mas’ud dari Nabi saw sesungguhnya

beliau telah melarang dari harga (jual beli) anjing, mahar (upah) pelacuran
dan manisnya (upah) dukun. (H.R. Mutafaqun ‘Alaih dan Abu Daud)

11. Larangan Memonopoli
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Telah mengabarkan kepada kami Wahab ibn Baqiyyah, telah mengabarkan

kepada kami Khalid dari Amru ibn Yahya dari Muhammad ibn Amru ibn
Atha’ dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Ma’mar ibn Abi Ma’mar; salah satu

138 Ibid., h. 575.
139 Ibid.
140 Ibid., h. 580.
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anaknya Adiy ibn Ka’ab berkata; Rasulullah saw telah bersabda, tidak
memonopoli kecuali orang yang melakukan kesalahan. (H.R. Abu Daud)

12. Menjual Satu Barang &eng’an Dua Akad
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Yahya
ibn Zakariyya dari Muhammad ibn Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah,
ia berkata; telah bersabda Nabi saw; siapa yang menjual satu barang

dengan dua akad, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba.
(H.R. Abu Daud)

13. Haram Jual Beli Khamar dan Bang’lzai
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Shalih, telah menceritakan
kepada kami Abdullah ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami
Mu’awiyah ibn Shalih dari Abdul Wahhab ibn Bukhti dari Abi al-Zinad
dari al-Araj dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda; sesungguhnya
Allah mengharamkan khamar dan harganya, mengharamkan bangkai
dan harganya, dan mengharamkan babi dan harganya. (H.R. Abu Daud)

141 Ibid., h. 586.
142 Ibid., h. 594.
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id, telah menceritakan
kepada kami al-Laits dari Yazid ibn Habib dari Atha " ibn Abi Rabah dari
Jabir ibn Abdillah, ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada saat hari
pembebasan Makkah di Makkah, sesungguhnya Allah mengharamkan
penjualan khamar, bangkai, babi dan patung. Rasulullah saw lalu ditanya,
wahai Rasulullah saw, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai
yang digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit dan sebagai (bahan
baku) dalam membuat penerangan? Rasulullah saw menjawab, tidak. Semua
itu haram. Kemudian Rasulullah saw bersabda; semoga Allah swt membunuh
orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah swt telah melarang
lemak-lemak itu bagi mereka, tetapi mereka tetap menggunakan lemak-
lemak itu dan menjualnya, kemudian memakan hasil penjualannya.
(H.R. Mutafaqun ‘Alaih dan Abu Daud)

14. Meng’ucaplzan la Khilabah (Tidak Ada Tipuan)
dalam Jual Beli
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143 Ibid.
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah dari Malik
dari Abdillah ibn Dinar dari ibn Umar; seorang laki-laki melapor kepada
Rasulullah saw bahwa ia ditipu dalam jual beli. Rasulullah saw kemudian
bersabda; jika kamu melakukan jual beli, maka katakanlah “tidak ada
tipuan”, laki-laki tersebut jika melakukan jual beli selalu berkata “tidak
ada tipuan”. (H.R. Abu Daud)

15. Haram Menjual Barang yang Tidak Dimiliki
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada
kami Abu Awanah dari Abi Bisyr dari Yusuf ibn Mahak dari Hakim ibn
Hizam, ia berkata; wahai Rasulullah saw, ada seorang laki-laki mendatangiku
karena ingin membeli sesuatu (yang aku tidak memilikinya), apakah boleh
aku menjual sesuatu yang masih ada di pasar (dan belum ada di hadapanku)?

Rasulullah saw bersabda; jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.
(H.R. ibn Majah dan Abu Daud)

16. Hak Hewan yang Tersia-sia
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144 Ibid., h. 599.
145 Ibid., h. 600.
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Telah mengabarkan kepada kami Musa ibn Isma’il, telah menceritakan
kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Musa, telah
menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidillah ibn Humaid ibn Abdirrahman
al-Himyariy dari al-Sya’biy, ia berkata dari Aban bahwa Amir al-Sya’biy
berkata; Rasulullah saw bersabda; siapa menemukan hewan yang tidak
diberi makan oleh pemiliknya lantaran tidak mampu, lalu ia mengambilnya
dan memeliharanya, maka hewan itu menjadi miliknya. Dalam hadits
Aban, Ubaidillah berkata: Aku lalu bertanya, dari siapa riwayat itu?
Aban menjawab lebih dari satu sahabat Rasulullah saw. (H.R. Abu Daud)

17. Memakan Harta Anak Kan(lung
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al-Minhal, telah menceritakan
kepada kami Yazid ibn Zurai’, telah menceritakan kepada kami Habib al-Mu'allim
dari Amru ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya datang
seorang laki-laki kepada Rasulullah saw dan berkata, wahai Rasulullah saw,
aku memiliki harta dan anak laki-laki, sedangkan orang tuaku membutuhkan
hartaku, Rasulullah saw bersabda; kamu dan hartamu adalah milik orang

tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk hasil usahamu yang paling baik,
maka makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

146 Ibid., h. 608.
147 Ibid., h. 610.
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Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah ibn Umar ibn Maisarah dan
Utsman ibn Abi Syaibah, mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada
kami Muhammad ibn Ja’far dari Syu’bah dari al-Hakam dari Umarah ibn
Umair dari ibunya dari Aisyah dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda;

anak seseorang adalah hasil usahanya, termasuk hasil usahanya yang paling
baik, maka makanlah dari harta mereka. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

18. Istri Meng’am]oil Harta Suaminya yang Kikir
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Telah mengabarkan kepada kami Khusyaisy ibn Ashram, telah menceritakan
kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari
al-Zuhriy dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, Hindun datang kepada Nabi
saw, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan (suaminya) adalah orang
yang kikir, maka bolehkah aku memberikan nafkah kepada keluarganya
(diriku dan anak-anaknya) dari hartanya (yang kuambil) tanpa izin darinya?”

148 Ibid., h. 610.
149 Ibid., h. 611.
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Rasulullah saw menjawab; tidak ada dosa bagimu dalam memberikan
nafkah mereka secara ma’ruf. (H.R. Mutafaqun ‘Alaih dan Abu Daud)

19. Tidak Boleh Menarik Kembali Hadiah Kecuali
Bagi Orang Tua
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Telah mengabarkan kepada kami Muslim ibn Ibrahim, telah menceritakan
kepada kami Aban, Hammam dan Syu’bah, mereka berkata, telah menceritakan
kepada kami Qatadah dari Sa’id ibn al-Musayyab dari ibn Abbas dari
Nabi saw, beliau bersabda; orang yang mengambil kembali pemberiannya
(hibah atau hadiahnya) diumpamakan seperti orang yang menjilat kembali
muntahnya. Hammam dan Qatadah berkata; Kami tidak mengetahui
hukum (memakan) muntah kecuali haram. (H.R. Mutafaqun ‘Alaih
dan Abu Daud)
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada
kami Yazid — yakni ibn Zurai’— telah menceritakan kepada kami Husain
al-Mu’allim dari Amru ibn Syu’aib dari Thawus dari ibn Umar dan ibn Abbas

130 Ibid., h. 613.
151 Ibid., h. 614.



Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat 153

dari Nabi saw, beliau bersabda; tidak boleh (haram) seseorang memberikan
pemberian atau memberikan hadiah kemudian ia menarik kembali hadiah
pemberian itu, kecuali orang tua yang meminta kembali pemberiannya
(yang telah diberikan) kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan
pemberian, kemudian menariknya kembali adalah seperti anjing yang
makan, lalu ketika kenyang ia muntah, kemudian muntahan tersebut
dimakan kembali olehnya. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)

20. Tidak Memberi Pelzerjaan Kepacla Orang yang
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan
kepada kami Yahya ibn Sa’id, telah menceritakan kepada kami Qurrah
ibn Khalid, telah menceritakan kepada kami Humaid ibn Hilal, telah
menceritakan kepadaku Abu Burdah, ia berkata; telah berkata Abu Musa,
ia berkata; telah bersabda Nabi saw, kami tidak mempekerjakan orang
atas suatu pekerjaan yang ia inginkan. (H.R. Ibn Majah dan Abu Daud)
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21. Tertolalznya Persaksian Musafir atas Penduduk
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152 Jbid., h. 630.
153 Ibid., h. 630.
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Sa’id al-Hamdaniy, telah
menceritakan kepada kami ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami
Yahya ibn Ayyub dan Nafi’ ibn Yazid dari ibn al-Had dari Muhammad
ibn Amruibn Atha " dari Atha® ibn Yasar dari Abi Hurairah, sesungguhnya
ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda; tidak dibolehkan persaksian
pendatang (musafir) terhadap penduduk di suatu wilayah. (H.R.Ibn Majah
dan Abu Daud)

22. Sumpah untuk yang Tertuduh (a/—Muttalzam)
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Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Maslamah al-Qa’nabiy,
telah menceritakan kepada kami Nafi’ ibn Umar dari ibn Abi Mulaikah,
ia berkata, ibn Abbas menulis sepucuk surat kepadaku yang isinya mengatakan
bahwa Rasulullah saw telah menyuruh seseorang yang tertuduh untuk
bersumpah. (H.R. Mutafaqun ‘Alaih dan Abu Daud)

23. Larangan Jual Beli di dalam Masjid
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Telah mengabarkan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal, telah menceritakan

LY

154 Ibid., h. 645.
155 Muhammad Isa ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Bairut: Darul
Fikri, 1985), h. 675-676.
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kepada kami Arim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad,
telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Khushaifah dari Muhammad
ibn Abdirrahman ibn Tsauban dari Abi Hurairah adalah Rasulullah
saw bersabda; ketika kamu sekalian melihat orang berjualan di dalam
masjid, maka katakanlah, semoga Allah swt tidak mengembalikan barang
itu kepadamu. (H.R. Tirmidzi)

24. Haram Makan Riba
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada
kami Abu Awanah dari Simak ibn Harbin dari Abdirrahman ibn Abdillah
ibn Mas’ud dari ibn Mas’ud, ia berkata Rasulullah saw telah melaknat

pemakan riba, orang yang memberi riba dan dua orang yang menyak-
sikannya dan mencatatnya. (H.R. Tirmidzi)

25. Larangan Menjual Anak Hewan yang Masih Dalam
Kandung’an
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada
kami Hammad ibn Zaid dari Ayyub dari Nafi’ dari ibn Umar adalah Nabi

saw melarang menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan.
(H.R. Tirmidzi)
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156 Ibid., h. 558.
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26. Memberi Tang’g’ull Hutang Orang Fakir dan Miskin
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Telah mengabarkan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada
kami Ishaq ibn Sulaiman al-Raziy dari Daud ibn Qais dari Zaid ibn Aslam
dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah
saw; siapa yang memberi kelonggaran waktu pada hutangnya orang fakir
dan miskin atau membebaskannya, maka Allah memberi kepadanya Naungan
di Hari Kiamat di bawah Naungan Arasy-Nya, dimana tidak ada Naungan
kecuali Naungan-Nya. (H.R. Tirmidzi)

27. Hakim Tidak Boleh Memutuskan Perkara dalam
Keadaan Marah
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada
kami Abu Awanah dari Abdil Malik ibn Umair dari Abdirrahman ibn Abi
Bakrah, ia berkata, telah menulis bagiku untuk Ubaidillah ibn Abi Bakrah
ia seorang hakim: janganlah kamu memutuskan perkara antara dua orang

yang bersengketa, dimana kamu dalam keadaan marah, karena sesungguhnya
aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda; janganlah hakim memutus

158 Ibid., h. 661.
159 Jbid., h. 685-686.
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perkara antara dua orang yang bersengketa, sementara dia masih dalam
keadaan marah. (H.R. Tirmidzi)

28. Sumpah Harus Disertai Minimal Satu Orang Saksi
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Basyar dan Muhammad
ibn Aban, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab
al-Tsaqafiy dari Ja’far ibn Muhammad dari ayahnya (Muhammad) dari
Jabir ibn Abdillah adalah Nabi saw telah memutuskan bahwa sumpah
harus disertai saksi. (H.R. Tirmidzi)
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Telah mengabarkan kepada kami Ya’qub ibn Ibrahim al-Dauraqiy, telah
menceritakan kepada kami al-Aziz ibn Muhammad, ia berkata; telah menceritakan
kepadaku Rabi’ah ibn Abi Abdirrahman dari Suhail ibn Abi Shalih dari
ayahnya dari Abi Hurairah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw
bahwa sumpah itu telah diputuskan disertai dengan satu orang saksi. Rabiah
berkata; Anak laki-laki Sa’ad ibn Ubadah memberitahukan kepadaku,
ia berkata; kami mendapatkan pada buku catatan Sa’ad, bahwasanya
Nabi saw memutuskan, sumpah harus disertai dengan saksi. (H.R. Tirmidzi)

160 Ibid., h. 694.
161 Ibid., h. 693.
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Hadits di atas oleh Imam al-Tirmidzi diberi keterangan sebagai berikut:
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Melaksanakan hadits ini menurut ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi
saw dan lainnya, mereka berpendapat bahwa sumpah yang harus disertai
dengan satu saksi itu di dalam masalah hak dan harta benda. Seperti itulah
pendapat Imam Malik ibn Anas, Imam Syafi’i, Inam Ahmad dan Ishaq.

29. Barang yang Pecah Diganti deng’an Barang
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Telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Ghailan, telah menceritakan
kepada kami Abu Daud al-Hafariy dari Sufyan al-Tsauriy dari Humaid
dari Anas ibn Malik, ia berkata; salah seorang istri Nabi saw memberi
sepiring makanan kepada Nabi saw, maka Aisyah memukulnya dengan
tangannya dan menumpahkan isinya, maka Nabi saw bersabda; menumpahkan

makanan harus diganti dengan makanan dan memecahkan bejana (wadah)
diganti dengan bejana (wadah). (H.R. Tirmidzi)

30. Larangan tidak menikah
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162 Ibid., h. 495.
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Telah menceritakan kepada kami al-Hasan ibn Ali al-Khalal ia berkata
telah mengabarkan kepada kami Abdurrazaq, telah mengabarkan kepada
kami Ma’mar dari al-Zuhriy dari Sa’id ibn al-Musayyab adalah Sa’ad ibn
Abi Waqash berkata bahwa Rasulullah saw telah melarang atas Utsman
ibn Mazh’un untuk tidak menikah, seandainya Rasulullah saw mengizinkan
baginya untuk tidak menikah, maka kami akan berkebiri. (H.R. Tirmidzi)
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Telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Rifa’i dan Zaid ibn
Ahzam al-Tha‘ty dan Ishaq ibn Ibrahim al-Bashriy, mereka berkata telah
mengabarkan kepada kami Mu’adz ibn Hisyam dari ayahnya dari Qatadah
dari al-Hasan dari Samurah adalah Nabi saw telah melarang tidak kawin
(membujang). (H.R. Tirmidzi)

31. Tidak Sah Menikah kecuali deng’an Wali
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164 Jbid., h. 407-408.
165 Ibid., h. 408.
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Telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujrin telah mengabarkan kepada
kami Syuraik ibn Abdillah dari Abi Ishaq dan telah menceritakan kepada
kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah dari Abu
Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Basyar telah
menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi dari Israil dari Abi Ishaq
dan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abi Ziyad telah mengabarkan
kepada kami Zaid ibn Hubab dari Yunus ibn Abi Ishaq dari Abi Ishaq dari
Abi Burdah dari Abi Musa, ia berkata telah bersabda Rasulullah saw; “Tidak
ada pernikahan kecuali dengan wali”. (H.R. Tirmidzi)
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Dan dldalam bab ini ada hadis lain dari Aisyah, ibn Abbas, Abu Hurairah,
‘Imran ibn Hushain dan Anas ibn Malik.

32. Hakim Dapat Menjadi Wali Bagi yang Tidak
Punya Wali
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Telah mengabarkan kepada kami ibn Abi ‘Umar telah menceritakan kepada
kami Sufyan ibn ‘Uyaynah dari ibn Juraij dari Sulaiman ibn Musa dari

166 Ibid., h. 423.
167 Ibid., h. 424.
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al-Zuhriy dari ‘Urwah dari Aisyah adalah Rasulullah saw bersabda:
“Setiap perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya
batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan
(dinikahi) dan disetubuhi, maka baginya mahar karena suami telah
menghalalkan farjinya. Dan jika ada pertengkaran antara wali, maka
hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”. (H.R. Tirmidzi)

33. Tidak Sah Nikah Kecuali dengan Saksi
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Telah mengabarkan kepada kami Yusuf ibn Hammad al-Ma’na al-Bashriy
telah menceritakan kepada kami Abdul Ala dari Sa’id dari Qatadah dari
Jabir ibn Zaid dari ibn Abbas adalah Nabi saw bersabda: “Perempuan-

perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya tanpa
saksi”. (H.R. Tirmidzi)

Imam Tirmidzi memberikan catatan yang shahih dari persoalan
ini apa yang diriwayatkan dari Sahabat ibn Abbas, yaitu dikatakan “Tidak
ada pernikahan kecuali dengan saksi”. Imam Tirmidzi juga menuliskan
catatan sebagai berikut:
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Dan di dalam bab ini ada hadis yang diriwayatkan dari Imran ibn
Hushain, Anas dan Abu Hurairah, yang mengamalkan hadis ini adalah
paraahliilmu dari kalangan sahabat Nabi saw. Dan orang-orang sesudahnya
mengatakan: “Tidak sah nikah kecuali dengan saksi”. Menurut hadis ini,
tidak ada perselisihan dari orang-orang terdahulu.

34. Haram Memadu Perempuan deng’an Bi])inya
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Telah mengabarkan kepada kami Nashar ibn Ali al-Jahdhamiy telah
menceritakan kepada kami Abdul Ala ibn Abdul Ala telah menceritakan
kepada kami Sa’id ibn Abi ‘Urwah dari Abi Hariz dari ‘Tkrimah dari ibn
Abbas adalah Nabi saw melarang menikahi seorang perempuan sekaligus
(memadu) menikahi bibinya baik bibi dari pihak ibunya maupun bibi
dari pihak ayahnya. (H.R. Tirmidzi)

35. Tidak Bolch Meminang Perempuan yang Telah
Dipinang Orang
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Mani’ dan Qutaibah, keduanya
berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan ibn Uyaynah dari al-
Zuhriy dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah ia berkata: telah
bersabda Rasulullah saw; ‘Janganlah seseorang menjual atas jualan
saudaranya dan janganlah seorang laki-laki meminang (melamar) atas
pinangan (lamaran) saudaranya”. (H.R. Tirmidzi)

Selanjutnya Imam Tirmidzi memberi catatan sebagai berikut:
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Dalam satu bab, hadis ini diriwayatkan oleh Samurah dan ibn ‘Umar. Abu
Isa berkata: hadisnya Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih. Malik
ibn Anas berkata: arti dari larangan seorang laki-laki melamar seorang
perempuan dan ia telah menerima pinangannya, maka tidak boleh seseorang
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untuk meminangnya lagi. Menurut Syafi’i, arti hadis ini yaitu tidak boleh
seseorang meminang seorang wanita yang ia sudah rela dengan pinangan
itu dan cenderung padanya, maka tidak boleh seseorang meminang atas
pinangan saudaranya itu. Adapun jika ia belum tahu kerelaan si perempuan
atau kecenderungan padanya, maka tidak mengapa jika ia melamarnya.

Adapun dalil tentang itu, adalah hadis Fathimah binti Qais, ketika ia datang
kepada Nabi saw dan mengadukan halnya kepadanya, yaitu sesungguhnya
Abu Jahm ibn Hudzaifah dan Mu’awiyah ibn Abi Sufyan meminangnya.
Maka Rasulullah saw bersabda: ‘Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki
yang suka memukul (ringan tangan), sedangkan Mu’awiyah dia adalah
miskin, oleh karenanya nikahlah dengan Usamah”. Menurut Imam Tirmidzi,
dan Allah yang lebih tahu, sesungguhnya Fathimah tidak memberitahukan
pada kerelaan atas salah satunya dan jikalau ia memberitahukan, tentu
Rasulullah saw tidak menunjukkan kepadanya selain itu.
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Telah mengabarkan kepada kami Mahmud ibn Ghailan telah menceritakan
kepada kami Abu Daud, ia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami,
ia berkata Abu Bakar ibn Abu al-Jahm memberitahukan kepada kami, ia
berkata: saya dan Abu Salamah ibn Abdirrahman masuk kepada Fathimah
binti Qais, ia menceritakan kepada kami bahwasanya suaminya menceraikannya
tiga kali (ba’in) dan tidak memberinya tempat tinggal dan nafkah. Fathimah
berkata: dan ia (suaminya) menaruh sepuluh karung dirumah anak pamannya,
yaitu lima karung biji gandum dan lima karung tepung gandum untukku,
maka saya datang kepada Rasulullah saw dan memberitahukan hal itu
kepadanya. Rasulullah saw bersabda: Benar ia dan Rasulullah saw memyuruhku
melakukan ‘iddah di rumah Ummi Syarik, kemudian Rasulullah saw bersabda
kepadaku: sesungguhnyarumah Ummi Syarik adalahrumah tempat berlindungnya
orang-orang Muhajirin (pendatang), maka lakukan ‘iddah di rumah ibn
Maktum, semoga engkau menemukan jodohmu, dan jika habis masa ‘iddahmu
dan datang orang meminangmu, datanglah engkau kepadaku. Ketika masa
‘iddahku habis, maka Abu Jahm dan Mu’awiyah datang melamarku,
maka saya datang kepada Rasul saw, saya beritahukan hal itu kepadanya.
Maka Rasul saw bersabda: Mu’awiyah adalah orang yang miskin, sedangkan
Abu Jahm adalah orang yang suka marah-marah kepada perempuan.
Fathimah berkata, kemudian datanglah Usamah ibn Zaid melamar dan
menikahiku. Hadis ini shahih. Sufyan al-Tsauriy telah meriwayatkan
seperti hadis ini dari Abu Bakar ibn Abu Jahm dan ia menambahkannya;
“maka Rasulullah saw bersabda kepadaku, nikahlah engkau pada usamah”.
Mahmud ibn Ghailan telah menceritakan seperti hadis itu kepadaku,
Waki’ memberitahukan kepadaku dari Sufyan dari Abu Bakar ibn Abi Jahm.

74 Ibid., h. 471.
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36 Haram Nil%all Karena Sepersusuan
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Telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Mani’ telah menceritakan
kepada kami isma’il ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ali
ibn Zaid dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Ali ibn Abi Thalib, ia berkata

telah bersabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan
sepersusuan seperti haramnya keturunan”. (H.R. Tirmidzi)
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Menurut Imam Tirmidzi dalam bab ini, ada hadis yang diriwayatkan dari
Aisyah, ibn Abbas dan Ummi Habibah. Hadis ini adalah hadis yang shahih.
Yang melaksanakan hadis ini pada umumnya para ulama dari para

sahabat Nabi saw dan yang lainnya dan kami mengetahui bahwa didalam
hadis ini tidak ada perbedaan pendapat.

37. Satu dan Dua Hisapan Tidak Menjadilzan Haram
untuk Dinikahi
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175 Ibid., h. 483.
176 Ibid.
177 Ibid., h. 486.
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Telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdil Ala al-Shan’aniy,
ia berkata telah mengabarkan kepada kami al-Mu’tamir ibn Sulaiman, ia
berkata; Aku mendengar Ayyub menceritakan dari Abdullah ibn Abi Mulaikah
dari Abdillah ibn al-Zubair dari Aisyah dari Nabi saw, beliau bersabda:
“Tidak dapat menjadi mahram karena satu hisapan (tetekan) atau dua
hisapan (tetekan)”. (H.R. Tirmidzi)
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Ishaq ibn Musa al-Anshariy menceritakan seperti hadis di atas itu kepada
kami. Ma’nu memberitahukan kepada kami, Malik memberitahu-kan
kepada kami dari Abdullah ibn Abi Bakar dari Amrah dari Aisyah,
dan dengan hadis itulah Aisyah dan sebagian istri-istri Nabi saw berfatwa
dan semacam ini pernyataan Imam Syafi’i dan Imam Ishagq.

38. Susuan yang Telah Berumur Dua Tahun Tidak
Menjadi Mahram
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Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada
kami Abu Awanah dari Hisyam ibn ‘Urwah dari Fathimah binti al-Mundzir
dari Ummi Salamah, ia berkata; telah bersabda Rasulullah saw tidak
akan menjadi mahram dari susuan, kecuali susuan yang bisa membuka
usus (membesarkan anak). Dan pada saat menyusu (menetek) anak
itu belum disapih. (H.R. Tirmidzi)

178 Ibid., h. 487.
179 Ibid., h. 491.
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Hadis ini hasan shahih. Yang melaksanakan hadis ini menurut kebanyakan
para ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw dan yang lainnya. Bahwa susuan
yang menjadikan mahram itu sebelum umur dua tahun, adapun setelah
umur dua tahun tidak menjadikan anak itu mahram.

39. Meng’hiduplzan Tanah Mati
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Dari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya adalah Rasulullah saw bersabda:
“Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka ia untuknya. Dan
tidak ada hak terhadap sesuatu yang digali”. Malik berkata: Tidak ada
hak terhadap sesuatu yang digali atau yang diambil atau ditanam secara
tidak benar. (H.R. Malik)
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Imam Malik memberikan catatan untuk persoalan ini sebagai berikut:
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Dari Salim ibn Abdillah dari ayahnya adalah ‘Umar ibn al-Khaththab
berkata: “Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka ia untuknya”.
Imam Malik berkata: “Berdasarkan pendapat kami”.

180 Jbid., h. 492.
181 Malik ibn Anas, Muwatha’, jilid I (Bairut: Darul Fikri, 1985), h. 404.
182 Ibid.
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40. Larangan Memakai Sebelah Sandal
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Dari Abu Hurairah adalah Rasulullah saw telah bersabda: ‘Janganlah

salah seorang diantara kamu memakai satu sandal saja. Hendaklah ia
memakai semuanya atau melepaskan semuanya”. (H.R. Malik)

41. Larangan Minum deng’an Wadah Perak
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Dari Ummi Salamah istri Nabi saw, adalah Rasulullah saw bersabda:
“Orang yang minum dengan wadah perak, hanyalah api neraka jahanam
di perutnya”. (H.R. Malik)

42. Larangan Main Dadu
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Dari Abi Musa al-Asy’ariy adalah Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa
bermain dadu berarti telah mendurhakai Allah swt dan rasul-Nya”. (H.R. Malik)

43. Larangan Masuk Rumah Tanpa Izin
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18 Ibid., h. 717.
184 Ibid.
18 Ibid., h. 773.



170 KE ARAH PRIBUMISASI HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH

o £

Ji .o @L@M@\&)\Ju ;;jdwvds&usu\wdy)
W B O Gk O3l ey e i Lo Jy)
0 G5 of Sl Gile ol ey e &1 Lo AR
wo (e nsteG UG Y
Dari Atha " ibn Yasar adalah Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang
laki-laki, dia bertanya, wahai Rasulullah apakah saya harus meminta izin
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untuk masuk rumah ibu saya? Rasulullah saw menjawab, ya. Laki-laki itu
berkata, saya bersama beliau di dalam rumah. Rasulullah saw menjawab
mintalah izin kepadanya, orang itu berkata lagi, saya yang melayani
ibu saya itu, Rasulullah saw menjawab lagi, mintalah izin kepadanya,
apakah kamu senang melihat ibumu telanjang? Laki-laki itu menjawab,
tidak senang. Maka oleh karena itu mintalah izin kepadanya. (H.R. Malik)
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Dari Abi Musa al-Asy’ariy sesungguhnya dia berkata, telah bersabda
Rasulullah saw: “Mintalah izin itu tiga kali, jika diizinkan, masuklah,
jika tidak, kembalilah”. (H.R. Malik)

44. Larangan Berdusta untuk Membuat Orang Tertawa
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Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan

f

kepada kami Bahzun ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata:

186 Jbid., h. 780.
187 Ibid.
188 Al-Darimiy, Sunan al-Darimiy, jilid II, h. 665.



Kajian Hadis Jinayat dan Hukum Jinayat 171

aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Celakalah orang yang bercerita
lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah ia, celakalah
ia”. (H.R. al-Darimiy)

45. Larangan Berbuat Lalim
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Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan
kepada kami Azhar ibn Sinan dari Muhammad ibn Wast’, ia berkata: aku telah
masuk menemui Bilal ibn Abi Burdah, maka aku mengatakan sesungguhnya
ayahmu telah menceritakan kepadaku dari ayahnya dari Nabi saw, bahwa
beliau bersabda: “Sesungguhnya di dalam Neraka itu ada sebuah lembah
yang bernama Habhab, yang dihuni oleh orang-orang lalim, maka takutlah
engkau menjadi bagian dari mereka”. (H.R. al-Darimiy)

46. Tidak Ada Wasiat Bagi Ahli Waris
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Telah mengabarkan kepada kami Muslim ibn Ibrahim telah menceritakan
kepada kami Hisyam al-Dastawa'iy telah menceritakan kepada kami

18 Ibid., h. 736-737.
190 Jbid., h. 921-922.
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Qatadah dari Syahar ibn Hausyab dari Abdirrahman ibn Ghanam dari
Amru ibn Kharijah ia berkata ketika aku berada di bawah unta Nabi
saw saat unta itu sedang mengunyah makanan yang dikeluarkannya
dari tempat penyimpanan makanan di dalam perutnya (memamah biak)
dan lidahnya bergerak-gerak di belakangku, aku mendengar Nabi saw
bersabda: “Ketahuilah sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada
setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Maka tidak boleh berwasiat
kepada ahli waris”. (H.R. al-Darimiy)

Imam al-Darimiy memberikan penjelasan hadis di atas sebagai
berikut: iy
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Telah mengabarkan kepada kami Yazid ibn Harun telah mengabarkan
kepada kami Hammam dari Qatadah, ia berkata tentang firman Allah swt
dalam surat al-Baqarah ayat 180: ‘Jika seseorang diantara kamu kedatangan
(tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan hartayyang banyak, berwasiat
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya. Allah swt memerintahkan agar
berwasiat kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Kemudian
hukum ayatini dinasakh dengan ayat di dalam surat al-Nisa *. Dia menjadikan
untuk orang tua bagian yang telah ditentukan dan memberikan bagian
warisan dari harta warisannya, mereka tidak boleh lagi menerima wasiat.
Wasiat hanya diberikan kepada orang yang tidak berhak mewarisi baik
dari kerabat maupun lainnya.

91 Ibid., h. 922.
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47. Larangan Mencaci Para Sahabat
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Telah mengabarkan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada
kami Abu Mu’awiyah dari al-Amasy dari Abi Shalih dari Abi Sa’id ia berkata
telah bersabda Rasulullah saw; ‘Janganlah kalian mencela para sahabatku.
Demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya; Seandainya salah
seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak
akan dapat menyamai satu mud (sedekah) mereka, dan tidak setengahnya”.
(H.R. Abu Daud)

48. Larangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain
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Telah mengabarkan kepada kami ‘Isa ibn Muhammad al-Ramliy dan
ibn Auf-dan lafazh ini — keduanya berkata telah menceritakan kepada
kami al-Firyabi dari Sufyan dari Tsaur dari Rasyid ibn Sa’ad dari Mu’awiyah
ia berkata aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Jika kamu
selalu mencari-cari aib (aurat) kaum muslimin, berarti kamu telah merusak
mereka atau hampir merusak mereka”. (H.R. Abu Daud)
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12 Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Daud, jilid III, h. 234.
193 Ibid., h. 340.
194 Ibid.
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Maka Abu al-Darda‘ berkata satu untaian kalimat yang Mu’awiyah
dengar dari Rasulullah saw yang begitu manfaat baginya.
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Telah mengabarkan kepada kami Sa’id ibn Amru al-Hadhramiy telah
menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ayyasy telah menceritakan kepada
kami Dhamdham ibn Zur’ah dari Syuraih ibn ‘Ubaid dari Jubair ibn Nufair,
Katsir ibn Murrah, Amru ibn al-Aswad, al-Migdam ibn Ma’dikarib dan
Abi Umamah dari Nabi saw, beliau bersabda: “Sesungguhnya jika seorang
penguasa berburuk sangka pada orang-orang, maka hal itu akan merusak
mereka”. (H.R. Abu Daud)

Demikian uraian tentang hukum jinayat, jarimah dan hadis-hadis
jinayat ini dipaparkan, semoga bermanfaat bagi para pembaca.

195 Ibid., h. 341.
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engan ucapan alhamdulillahi rabbil’alamin penulis merasa
bersyukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekuatan
dan kesehatan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Mudah-mudahan apa yang tertulis di dalam buku ini dapat menjadi
secercah cahaya baru yang dapat menerangi kegelapan umat, menyangkut
tentang hukum jinayat dan hadis-hadis jinayat dan sekaligus sebagai
amal shalih bagi penulis.

Atas segala kekurangan dari penulisan ini dimohonkan ampunan
kepada Allah swt dan kemaafan kepada sesama hamba.

Wallahu ‘alam bishawwab

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.
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